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RINGKASAN

Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa
Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Daniel Mas Priyanto,
130910201048; 2019: 119 halaman; Program Studi Administrasi Negara Fakultas

IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa
dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten
Jember. Peneliti menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa dengan tahap
pengelolaan keuangan desa yang termaktub dalam Permedagri Nomor 113 tahun
2014. Peneliti bermaksud untuk meneliti kapasitas regulatif pemerintah desa dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) dengan menggunakan peraturan
desa, kapasitas distributif pemerintah desa dalam membagi sumberdaya desa secara
seimbang dan merata dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana
desa (DD) dan, kapasitas responsif pemerintah desa untuk peka atau memiliki daya
tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan masyarakat desa dalam tahap perencanaan

dan pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD). Penelitian ini menggunakan
Vi
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pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data
primer maupun sukunder. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik ketekunan penelitian dan trianggulasi. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif model Miles

dan Huberman.

Hasil penelitian regulasi dalam tahap perencanaan berupa tersedianya dokumen
perencanaan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan desa dalam
bentuk peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa dengan catatan masih
terdapat ketidaksesuain prioritas program atau kegiatan desa pada bidang
pembangunan desa yang bersumber dari belanja desa dan pembiayaan desa berasal
dari anggaran dana desa (DD), regulasi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana
desa berupa, surat keputusan kepala desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa (PTPKD), surat keputusan kepala desa tentang Tim Pengelola
Kegiatan (TPK), surat keputusan kepala desa tentang Pelaksana Kegiatan desa pada
bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan catatan
proses penetapan PTPKD, TPK, dan PK belum ditetapkan melalui proses
musyawarah desa sehingga regulasi yang ditetapkan belum mewadahi kapasitas
(kemampuan) dari susunan struktur organisasasi yang telah ditetapkan, dan regulasi
pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan
konsolidasi penyerapan realisasi dana desa tahap pertama dan tahap kedua yang
telah disahkan menjadi regulasi dalam bentuk peraturan desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan proses pelaporan dan
pertanggungjawaban dana desa mengalami kendala dalam proses pelaporannya.

Distribusi DD pada tahap perencanaan berupa distribusi lokasi dan tempat
pelaksananaan pembangunan desa adalah hasil dari pertimbangan pemerintah desa
dan distribusi kewenangan pengelolaan DD terdapat pembatasan kewenangan,
distribusi DD dalam tahap pelaksanaan masih belum merata dan seimbang serta
sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Responsif pemerintah desa berupa
respon dalam perencanaan desa berupa daftar usulan program atau kegaitan desa
pada bidang pembangunan desa dengan catatan respon pemerintah desa dalam
penyelsesaian permasalahan pembangunan desa yang bersumber dari pembiyaan
desa yang berasal dari anggaran DD masih belum memiliki alternatif pencegahan
dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

vii
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Hasil tersebut menggambarkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana
desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember masih
mengalami berbagai kendala dalam impelementasinya. Selain itu, ketiga bentuk
kapasitas pemerintah desa yang ditinjau dari tahap pengelolaan keuangan desa
masih belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang termaktub

dalam peraturan perundang-undangan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa
dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember. Konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep kapasitas
pemerintah desa. Menurut Rozaki (2005:225) terdapat tiga bentuk kemampuan
(kapasitas) pemerintah desa yang harus ada di sebuah desa dan perlu dikembangkan
dalam rangka membangun otonomi desa. Adapun tiga bentuk kapasitas pemerintah
desa tersebut meliputi, kapasitas regulatif pemerintah desa dalam mengatur
kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) menggunakan
peraturan desa, kapasitas distributif pemerintah desa dalam membagi sumberdaya
desa secara merata dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan
kapasitas responsif pemerintah desa untuk peka atau memiliki daya tanggap
terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat desa untuk dijadikan basis
perencanaan desa. Ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa di atas sejalan dengan
maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Peneliti bermaksud untuk meneliti ketiga
bentuk kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) yang ditinjau
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan,

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD).

Salah satu wujud implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa vyaitu, tergulirnya dana desa (DD) pada tahun 2015 yang bersumber dari
alokasi APBN sebesar 20,76 trilliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.
Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, jumlah desa di Indonesia
berjumlah 74.754 desa dan kelurahan mencapai 8.430 kelurahan. Digulirkannya
dana desa yang bersumber dari APBN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
yang berada di desa baik berupa pembangunan infrastruktur desa maupun
pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat
desa. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang
ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
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pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan, pembinaan masyarakat
(Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014). Sebagai upaya agar tidak
menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan memudahkan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berfungsi
untuk mempermudah pemerintah desa .dalam penerapannya dan pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diikuti dengan
peraturan dalam pelaksanannya telah mengamanahkan pemerintah desa untuk lebih
mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang
dimiliki, termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan dana desa (DD) yang bersumber
dari alokasi (pengeluaran) yang bersumber dari APBN. Meskipun angka serapan
dana desa (DD) masih rendah setiap tahunnya, namun alokasi dana desa ini terus
meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat sejak tergulirnya dana desa pertama
kali digulirkan pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,76, pada tahun 2016 dana
desa meningkat sebesar Rp 46.9 trilliun, kemudian pada tahun 2017 dana desa
meningkat  secara drastis  yaitu  sebesar Rp 60 trilliun.
(http://m.detik.com/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-tahun-2015-apa-
sajahasilnya.html, diakses pada tanggal 15-01-2018 pada pukul 10:29 WIB).

Pada tahun 2017 dana desa yang bersumber dari alokasi APBN tergulirkan
sebesar Rp 60 trilliun yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih
besar di desa. Kemudian dana desa ini dialokasikan pada setiap daerah di seluruh
wilayah Indonesia, akan tetapi pengalokasian dana desa di setiap daerah sangatlah
berbeda. Anggaran DD di Kabupaten Jember menurut data Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017.html, diakses pada
tanggal 15-01-2018 pukul 10:29 WIB), jumlah alokasi anggaran dana desa (DD)
tahun 2017 di Kabupaten Jember sebesar Rp 205.006.634.000 dengan jumlah desa

sebanyak 226 Desa dan masing-masing desa mendapatkan distribusi anggaran DD

sebesar Rp 720.422 setiap desa, akan tetapi jumlah distribusi anggaran dana desa
(DD) pada masing-masing desa di setiap Kecamatan sangatlah berbeda, salah

satunya adalah distibusi anggaran dana desa (DD) di Kecamatan Silo Kabupaten
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Jember. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2017 pada pasal 4 menyebutkan bahwa pengalokasian dana desa pada masing-
masing desa di Kabupaten Jember disesuaikan dengan beberapa Kkriteria yaitu,
jumlah penduduk pada setiap desa, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah.
Berikut ini merupakan data perolehan

DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 1.1
Tabel 1.1 Distribusi DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017

No Desa Pagu Realisasi

1  Sempolan Rp 886.088.265 Rp 886.088.265

2 Harjomulyo Rp 953.148.355 Rp 953.148.355

3 Karangharjo Rp 911.986.733 Rp 911.986.733

4 Silo Rp 1.010.946.804 Rp 1.010.946.804

5 Pace Rp 1.111.451.283 Rp 1.111.451.283

6 Mulyorejo Rp 1.197.243.449 Rp 1.197.243.449

7 Sumberjati Rp 971.545.267 Rp 971.545.267

8 Garahan Rp 943.267.512 Rp 943.267.512

9 Sidomulyo Rp 942.105.467 Rp 942.105.467
JUMLAH Rp 8.927.783.135 Rp 8.927.783.135

Sumber: data diolah dari Pemdes Kabupaten Jember Tahun 2017
Data di atas menunjukkan bahwa distribusi anggaran dana desa (DD) di
masing-masing desa di Kecamatan Silo Kabupaten Jember sangatlah berbeda antara
desa yang satu dengan desa yang lainnya. Dikarenakan distribusinya terdapat
berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan beberapa kriteria dalam
pembagiannya. Di Kecamatan Silo terdapat sembilan desa, salah satunya adalah
Desa Karangharjo, Desa Karangharjo dipilih sebagai lokus penelitian karena
terdapat beberapa hal yaitu:
a. Peneliti tidak menemukan adanya papan informasi keuangan desa baik di

kantor desa maupun di lokasi pelaksanaan pembangunan desa;

b. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan Kapasitas Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditinjau dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan

desa dalam hal pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa;
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C.

Peneliti menemukan adanya ketidaksesuain atau ketidakselarasan landasan
regulasi desa dalam bentuk peraturan desa tentang RKPDesa dengan
APBDesa tahun 2017 terkait daftar prioritas program atau kegiatan desa pada
bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang
bersumber dari anggaran dana desa (DD);

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 40 tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2017 menyebutkan bahwa terdapat dua penetapan prioritas Dana Desa pada
tahun 2017, vyaitu prioritas bidang pembangunan desa dan bidang
pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi penetapan prioritas penggunaaa
dana desa di Desa Karangharjo pada tahun anggran 2017 hanya diprioritaskan
pada belanja desa dan pembiayaan desa pada bidang pembangunan desa.
Sedangkan, belanja desa dan pembiayaan desa dalam APBDesa di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan
bidang pembinaan masyarakat sumber pembiyaannya berasal dari Pendapatan
Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Retribusi
Pajak Daerah (BGH).

Hasil data sekunder menunjukkan bahwa Desa Karangharjo pada tahun

anggaran 2017 mendapatkan pengalokasian dana desa sebesar Rp 911.986.733 pada

tahun anggaran 2017, sehingga tanggungjawab pengelolaan dana desa (DD)

diamanahkan kepada kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dari struktur organisasi

desa.

Kepala desa selaku pemegang kewenangan kemudian membentuk dan

menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang bertugas

membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. PTPKD di Desa

Karangharjo sudah terbentuk dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Desa Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2017. Adapun susunan

PTPKD dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Susunan PTPKD Desa Karangharjo Tahun 2017

No

Nama Jabatan dalam tim Keterangan

1

Fausen Suswantoro Koordinator Sekretaris Desa


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2 Fathor Raysid Kasi Pemerintahan Anggota
3 Ambari Kasi Pelayanan Umum Anggota
4 Natu Kasi Kesejahteraan Masyarakat Anggota
5 Mad Munir Adi P Bendahara Anggota

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017

Data di atas merupakan susunan PTPKD Desa Karangharjo yang ditetapkan
dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karangharjo. Susunan PTPKD tersebut
meliputi, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan
Umum, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Bendahara Desa.
Sekertaris desa yang termasuk dalam susunan PTPKD kemudian menyusun
rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan
kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Pemberdayaan
Desa (BPD). Setelah itu, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan

kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

APBDesa Desa Karangharjo sudah diregulasikan menjadi peraturan Desa
Karangharjo Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) pada tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 100 bahwa
belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan yaitu:

a) paling sedikit 70% (tujuh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, b)
paling banyak 30% (tiga per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan
untuk penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional
pemerintahan desa, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif

rukun tangga dan rukun warga.

Studi dokumen pada APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 menunjukkan
bahwa pendapatan desa sejumlah Rp 1.949.900.474 berasal dari sumber pendapatan
asli desa (PAD) sebesar Rp. 24.000.000, sumber pendapatan transfer dana desa
(DD) sebesar Rp 911.986.733, sumber pendapatan transfer alokasi dana desa (ADD)
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sebesar Rp 909.208.891, dan sumber pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah
(BGH) sebesar Rp 41.204.850. Kemudian sumber penerimaan desa tersebut
dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan belanja
tak terduga. Berikut ini merupakan pembagian alokasi dana yang dikelola oleh
pemerintah Desa Karangharjo pada tahun 2017

Tabel 1.3 Alokasi APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017

No Belanja Desa Jumlah Persentase
1  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Rp 777.708.891 42,38%
2 Pembangunan Desa Rp 954.104.850 52,00%
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 37.500.000 2,04%
4  Pembinaan Masyarakat Rp 3.000.000 0,16%
5 Bidang Tak Terduga Rp 62.500.001 3,4%
Jumlah Alokasi Dana Rp 1.834.813.741
Jumlah Pendapatan Desa Rp 1.949.900.474

Sumber: APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah belanja desa dan
jumlah pembiyaan desa yang bersumber dari APBDesa pada bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 42,38 persen, bidang pembangunan
desa sebanyak 52,00 persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 2,04
persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 0,16 persen dan, pada bidang
tak terduga sebesar 3,4%. Sedangkan Alokasi keuangan desa sebesar 52.00 persen
pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Karangharjo tergolong sangat
besar dibandingkan dengan alokasi keuangan desa pada bidang yang lainnya.
Dengan demikian penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap pengelolaan
dana desa (DD).

Hasil dokumen APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017 menggambarkan
bahwa pengalokasian dana desa (DD) sebesar Rp 911.986.733 seluruhnya
dialokasian pada bidang pembangunan desa di setiap dusunnya. Akan tetapi, di Desa
Karangharjo distribusi anggaran DD dalam bentuk program atau kegiatan desa pada
bidang pembangunan desa masih belum merata dan seimbang antara dusun yang

satu dengan dusun yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa kapasitas distributif
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pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa pada bidang
pembangunan desa belum sepnuhnya memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.
Dikarenakan sebuah desa bukan hanya dijadikan sebagai wadah obyek
pembangunan desa, melainkan di sebuah desa masyarakat desa juga membutuhkan
peningkatan ekonomi produktif desa, kesehatan, keamanaan, serta jaminan sosial
masyarakat desa. Sehingga hal ini menarik untuk dideskripsikan dalam penelitian,
dikarenakan pengalokasian dana desa (DD) pada bidang pembangunan desa juga
membutuhkan kemampuan (kapasitas) pengelola yang baik agar supaya
pembangunan desa dapat bermanfaat dan memenuhi  prioritas kebutuhan

masyarakat desa.

Menurut Megantara dalam Wardiyanto (2016:130), upaya pemerintah untuk
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa
selama ini yaitu: kelemahan bidang perencanaan dan penganggaran, kelemahan di
bidang perbendaharaan dan kelemahan di bidang pemeriksaan audit. Pada Pasal 20
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
menyebutkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuanagan desa sekertaris
desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan. Berikut ini data terkait prioritas program atau kegiatan
desa pada bidang pembangunan desa yang bersumber dari anggaran DD dalam
RKPDesa dan APBDesa Desa Karangharjo

Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 di bawah ini
Tabel 1.4 RKPDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 yang bersumber dari DD

No Uraian Anggaran Keterangan
1. Pembangunan Pembangunan jalan aspal Rp 155.548.246 Dana Desa
a. lapen Dusun Gluguh RT
Desa 03/ RW 12
b. Pembangunan aspal RT Rp 180.500.000 Dana Desa
11/RW 20 Dusun Gluguh
C. Pembuatan jalan Rabat Beton Rp 180.500.000 Dana Desa
Dusun Gluguh 1
d. Pembangunan MCK dan Rp 45.546.000 Dana Desa
Air Bersih Dusun Gluguh
e. Peningkatan jalan Aspal Rp 180.500.000 Dana Desa

Gluguh 2 RT 12, RW 10
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f. Pembangunan Pasar Desa, Rp 100.000.000 Dana Desa
Dusun Krajan, 3M x 5M (5

Unit)
Sumber: RKPDesa Desa Karangharjo Tahun 2017

Tabel 1.5 APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 yang bersumber dari DD

Bidang Uraian Anggaran Keterangan
1. Pembangunan a. Pembangunan jalan aspal Rp 129.086.733 Dana Desa
Desa Dusun Darungan
b. Pembangunan jalan aspal Rp 23.800.000
rabat beton Dusun Gluguh
c. Pembangunan Jalan Aspal Rp 199.500.000 Dana Desa
PP Al-Hidayah Dusun
Darungan
d. Pengaspalan jalan Dusun GluguhRp 114.700.000 Dana Desa
RT 12/RW 10
e. Pembuatan Jalan Rabat Rp 90.500.000 Dana Desa
Beton Dusun Gluguh 2
f. Pembuatan jalan Rabat BetonRp 159.000.000 Dana Desa
Dusun Gluguh 1
g. Pembuatan jalan Rabat Beton Rp 13.600.000 Dana Desa
Dusun Gluguh RT 003, RW
012
h. Pembuatan Tembok Penahan Rp 20.000.000 Dana Desa

Tanah (TPT) RT 003, RW 12
Dusun Gluguh

i. Pembangunan embung Dusun ~ Rp 90.000.000 Dana Desa
Sumberpinang

j- Rehab Gedung BUMDesa Desa Rp 71.200.000 Dana Desa
Karangharjo

Sumber: APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017
Kedua data di atas menunjukkan bahwa landasan regulatif pemerintah Desa

Karangharjo dalam tahap perencanaan desa di bidang pembangunan desa sudah
disusun dan ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini menandakan bahwa
kapasitas regulatif pemerintah desa dalam tahap perencanaan desa sudah
dilaksanakan di Desa Karangharjo. Menurut Rozaki (2005:225), kapasitas regulatif
adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya
(wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa. Pengaturan desa bukan
semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi
begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-
wenangan, perlindungan, pelestarian, pembagian sumberdaya. Berbagai bentuk
peraturan desa dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan,
keseimbangan, keadilan, serta keberlanjutan. Akan tetapi, kedua bentuk pengaturan
desa berupa peraturan desa dalam tahap perencanaan desa terdapat
ketidakselarasan landasan regulasinya. Sedangkan, dalam proses penyusunannya
RKPDesa terlebih dahulu disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi
peraturan desa terkait sebagai landasan penyusunan APBDesa.
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Pada Pasal 20 ayat 1 dan 2 Permendagri 113 tentang Pengelolan Keuangan
Desa, menyebutkan bahwa pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun
rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun
berkenaan, kemudian setelah itu sekretaris desa menyampaikan rancangan tersebut
kepada kepala desa dan kepala desa meyampaikan rancangan penyusunan APBDesa
kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Masalah ini memperkuat
keinginan peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait Kapasitas Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember. Data terkait perbedaan kedua landasan perencanaan desa

tersebut antara lain yaitu:

1.  pembangunan jalan rabat beton Dusun Gluguh (APBDesa), sedangkan
dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang

program/kegiatan pembangunan ini;

2. pembangunan jalan aspal PP Al-Hidayah Dusun Darungan (APBDesa),
sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang
program/kegiatan pembangunan ini;

3. pengaspalan jalan Dusun Gluguh RT 12, RW 10 dalam (APBDesa),
sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan ini;

4.  peningkatan jalan aspal Dusun Gluguh 2 RT 16, RW 15 (APBDesa)
tercantum dalam (RKPDesa);

5. pembangunan jalan rabat beton Gluguh 1 RT 15, RW 14 dalam
(APBDesa) tercantum dalam (RKPDesa);

6.  pembuatan jalan rabat beton Dusun Gluguh RT 02, RW 12 (APBDesa)
sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum dala perencanaan tentang

program/kegiatan ini;

7. pembuatan tembok penahan tanah (TPT) RT 003, RW 12 Dusun Gluguh
(APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan
tentang program/kegiatan ini;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

8.  pembangunan embung Dusun Sumberpinang (APBDesa), sedangkan
dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan tentang
program/kegiatan ini;

9. rehab gedung BUMDesa Desa Karangharjo Dusun Krajan, sedangkan
dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan tentang
program/kegiatan ini;

10. Pembangunan jalan aspal Dusun Gluguh RT 03, RW 12 (APBDesa)
belum sesuai dengan (RKPDesa).

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan landasan regulasi
perencanaan desa yang sangat signifikan antara RKPDesa dengan APBDesa dalam
hal penetapan pengeluaran (alokasi) dana desa (DD) pada bidang pembangunan
desa yang dialokasikan pada setiap dusunnya. Perbedaan tersebut merupakan salah
satu contoh lemahnya kapasitas distributif yang dimiliki pemerintah desa. Menurut
Rozaki (2005:227), lemahnya kapasitas distributif yang dimilki pemerintah desa
pada umumnya terdapat pada kemampuan pemerintah desa merancang APBDesa
terutama dalam hal pengeluaran (alokasi) keuangan desa. Lemahnya kapasitas
distributif yang dimiliki pemerintah Desa Karangharjo dalam hal penentuan
pengeluaran (alokasi) terdapat pada pada sepuluh titik pembangunan desa yang
sumber alokasi alokasi anggarannya bersumber dari dana desa (DD) dengan enam
titik pembangunan desa yang sumber alokasi anggarannya bersumber dari dana desa
(DD) dalam RKPDesa. Sedangkan pengalokasian dana desa dalam APBDesa
terdapat sepuluh titik pembangunan desa. Akan tetapi, hanya tiga titik
pembangunan desa yang sesuai dengan pengalokasian DD yang terdapat pada

bidang pembangunan desa dalam RKPDesa.

Perbedaaan ini tidak akan terjadi apabila proses perencanaannya itu baik dan
bukan semata-mata hanya mengedepankan kepentingan individu atau kepentingan
elit desa, karena pada proses penyusunan dokumen perencanaan desa diawali
dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan
dokumen perencanaan desa dengan masa satu tahun anggaran dan dokumen
perencanaan ini sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan

APBDesa, setelah RKPDesa selesai disusun dan disahkan menjadi peraturan desa,
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kemudian pemerintah desa dapat menyusun dokumen APBDesa dengan
berpedoman pada RKPDesa tahun berkenaan. Selain itu prioritas program/kegiatan
yang menjadi daftar prioritas dalam dokumen RKPDesa merupakan keputusan
bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa pada saat Musyawarah
Desa.

Pada tahap kedua pengelolaan keuangan desa yaitu tahap pelaksanaan, pada
tahapan ini PTPKD berkoordinasi dengan tim pengelola kegiatan (TPK). Akan
tetapi, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa baru bisa dilaksanakan ketika
APBDesa sudah diundangkan, atau yang sering disebut dengan peraturan desa
tentang APBDesa. Peraturan Desa terkait APBDesa di Desa Karangharjo sudah di
undangkan menjadi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017. TPK (Tim Pengelola
Kegiatan) kemudian mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan
disertai rancangan anggaran biaya (RAB), dengan format Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).

Kemudian pada tahap ketiga pengelolaan keuangan desa yaitu, tahap
penatausahaan disebutkan pada pasal 35 Permendagri 113 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, dikatakan bahwa penatausahaan “dilakukan oleh bendahara desa,
bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib” pencatatan tersebut
menggunakan buku, seperti yang disebutkan pada pasal 36, “penatausahaan,
penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2

menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Setelah melakukan penatausahaan, kemudian tahap keempat pengelolaan
keuangan desa adalah pelaporan, pada pasal 37 disebutkan bahwa “Kepala desa
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota,
laporannya berupa laporan semester pertama yang dilaksanakan pada akhir bulan
juli, dan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari
tahun berikutnya”. Bagian terakhir pada tahap pengelolaan keuangan desa adalah
pertanggung jawaban, pada pasal 38 disebutkan bahwa “kepala desa menyampaikan

laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan =~ APBDesa kepada
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Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”. Pertanggungjawaban tersebut
kemudian diinformasikan kepada masyarakat, pasal 40 permendagri 133 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa:

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat antara lain: papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya.

Dana desa tersebut kemudian dilaporkan secara bertahap, Sedangkan pada
Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 ayat 3 dan 4
dijelaskan jika laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dilakukan
paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, dan pelaporan tahap kedua paling

lambat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Setelah melakukan tahap pelaporan, tahapan yang kelima pengelolaan
keuangan desa adalah pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dilakukan
oleh kepala desa. Pelaporan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten. Kemudian,
pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis atau melalui media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat desa, akan tetapi hasil observasi pada lokasi pembangunan desa, peneliti
belum menemukan papan informasi terkait pelaksanaan pembangunan desa baik di

kantor desa maupun dilokasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 2 Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa adalah: asas transparansi, asas
partisipasi, dan asas akuntabilitas. Transparansi bermakna memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, partisipasi bermakna warga
negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dan, akuntablitas bermakna
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Selain itu pemerintah desa perlu memahami lebih
detail terkait tahapan pengelolaan keuangan, agar pemerintah desa bisa
menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun tahapan pengelolaan
keuangan desa menurut Permendagri 113, bab V pasal 1 menyebutkan tahap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

pengelolaan keuangan desa meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap

penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan
desa tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung setiap
program/kegiatan yang dijalankan pemerintah desa, untuk itu, pemerintah desa
harus mampu menkoordinasikan setiap tuntutan komponen masyarakat, sehingga
tujuan dari diberlakukannya program dana desa yang diperuntukkan bagi desa bisa
diimplementasikan sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan masyarakat desa
setempat seperti yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa
pengelolaan dana desa (DD) dapat dilihat dari tiga sisi kemampuan pemerintah desa
yaitu: 1) dilihat dari kapasitas regulasi pemerintah desa dalam tahap pengelolaan
keuangan desa, 2) dilihat dari kapasitas distributif pemerintah desa dalam tahap
pengelolaan keuangan desa, 3) dilihat dari kapasitas responsif pemerintah desa
dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Uraian-uraian normatif tersebut jika
dihubungkan dengan masalah-masalah yang telah penulis gambarkan di atas
merupakan sebuah kesenjangan antara apa yang seadanya dengan apa yang
seharusnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Kapasitas Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember, penulis juga ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat

Desa Karangharjo melalui kontribusi pemikiran.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah
deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:209) rumusan masalah deskriptif adalah suatu
rumusan masalah yang memandu penulis untuk mengeksplorasi atau memotret

situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Perumusan masalah yang dinyatakan dalam kalimat tanya lebih jelas dari pada

dinyatakan dalam kalimat berita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
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adalah: Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa di

Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneltian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan
penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:308).
Sedangkan menurut Subana dan Sudrajat (2005:25), penelitian kualitatif dilihat dari
segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji teori, menyajikan suatu fakta atau
mendeskripsikan statistik, dan menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula
yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau
mendeskripsikan banyak hal.

Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti merumuskan tujuan yang
menjadi acuan dalam rumusan masalah sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut
yaitu mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa

(DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember
(2016:49), manfaat penelitian disebut juga signifikasi penelitian. Manfaat penelitian
memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan

ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian.

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi atau literatur
di bidang akademik khususnya di bidang kajian ilmu administrasi negara
terkait dengan Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.

2. Bagi pemerintah
Memberikan kontribusi pada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten

terkait kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa
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(DD). Sehingga dapat membantu memecahkan dan menemukan solusi terkait

permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi masyarakat.
Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat yang ingin
menambah wawasan, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Dana
Desa (DD).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya IImiah Universitas Jember
(2016:49), tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu
(kajian empiris), serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari

kajiankajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi.

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka
berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah
penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau
antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain lain dikemukan oleh Silalahi
(2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan
dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena
sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai peristiwa atau keadaan fenomena
sosial tertentu. Berdasarkan deinisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang
merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosia yang
terjadi yang dikonstruksi atas karakterister mengenai suautu fenomena tertentu. Jadi
berdasarkan berbagai definisi di atas peneliti dapat membuat konsep penelitian yaitu
antara lain: a. Kapasitas

b. Otonomi desa

c. Desa
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d. Pemerintah desa

e. Pengelolaan Keuangan Desa

f. Dana Desa

2.1 Kapasitas

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10) kapasitas adalah kemampuan,

keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan perilaku, motivasi,

sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan sikap individu, organisasi,

jaringan Kkerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsifungsi

mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke

waktu.

Menurut Rozaki (2005:225) terdapat beberapa kemampuan (Kapasitas) pemerintah

desa yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa sebagai

berikut.

a.

Kapasitas Regulatif

Kapasitas regulatif merupakan kemampuan pemerintah desa mengatur
kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan
peraturan desa, berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Pengaturan
bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan
pungiutan), akan tetapi banyak pengaturan yang harus berorientasi pada
pembatasan  kesewenang-wenangan,  perlindungan,  pelestarian,
pembagian sumberdaya, pengembangan potensi desa, penyelesaian
sengketa, dan seterusnya.

Kapasitas Distributif

Kapasitas distributif pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah
desa dalam membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata
sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, contoh yang paling nyata
adalah kemampuan pemerintah desa dalam merancang APBDesa,

terutama dalam pengeluaran (Alokasi). Umumnya pemerintah desa
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mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena
sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja perangkat
desa, sementara alokasi dan pembangunan desa masih sangat minim.
Sudah minim, itu pun lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan
fisik, sementara untuk alokasi ekonomi produktif sangat terbatas. Pada
pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa sumber daya desa yang merupakan aset desa yang
meliputi, tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tamabatan
perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan
milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya miliki
desa. Sedangkan pada pasal 2 menyebutkan bahwa Aset desa lainnya
milik desa antara lain, kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan, Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDesa).

Kapasitas Responsif

Kapasitas responsif pemerintah desa merupakan kemampuan untuk peka
atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga
masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan
pembangunan desa. Kemampuan ini harus ditempa terus, sebab selama
ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari
kepentingan elit desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
respon berasal dari kata response, yang berarti tanggapan, reaksi ataupun
jawaban. Sedangkan, menurut Supranto (2001:244) responsif pemerintah
desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk cepat tanggap dalam
menghadapi masalah yang timbul dan kemampuan pemerintah desa cepat
tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat desa.
Adapun respon atau daya tanggap pemerintah desa terhadap keluhan atas
pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat desa meliputi, peningkatan
ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan
infrastruktur desa, peningkatanan sarana dan prasarana kesahatan,

keamanan, dan jaminan sosial.
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Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa
di atas dengan tahap pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa
(DD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan,
pertanggungjawaban. Uraian ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa tersebut perlu
ditingkatkan untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi desa baik dalam
pengoptimalan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam desa dalam

membangun otonomi desa.

2.2 Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani yakni autos yang
berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna
membuat  perundang-undangan sendiri  (Zelfwetgeving), namun dalam
perkembangannya otonomi daerah selain mengandung arti Zelfwetgeving (membuat
peraturan perudang-undangan sendiri) juga mengandung arti Eigen huishouding
(menjalankan rumah tangganya sendiri). Menurut Van Der Pot dalam Huda
(2015:47) memahami konsep otonomi daerah sebagai Eigen huishouding
(menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan
dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan
pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan
pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan

sebagai urusan rumah tangga daerah.

Widjaja (2003:165), menyatakan otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan
utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah
berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik, hukum publik hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka
pengadilan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Lebih lanjut Eko dalam Huda (2015:55) menyatakan, perwujudan ide otonomi
desa, maupun kedudukan dan kewenangan desa, tentu membutuhkan kebijakan
desentralisasi dan subsidiarity. Prinsip dasar pertama desentralisasi desa adalah
pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa yang beragam, meski
solusi tentang kedudukan dan kewenangan desa bisa beragam juga. Pengakuan ini
secara minimal mengukuhkan desa sebagai self-governing community atau kesatuan
masyarakat hukum. Pada level yang lebih tinggi, desentralisasi desa berupaya
membentuk desa sebagai local-self government atau “otonomi desa” seperti halnya
“otonomi daerah” yang memiliki propinsi dan kabupaten/kota. “Otonomi desa”
yang dikukuhkan atau desa sebagai local-sef government itu lebih dari sekedar
status “otonomi asli” yang sudah lama dimiliki desa sebagai self-governing
community. Desa berarti mempunyai mempunyai kedudukan dan kewenangan yang
jelas dalam struktur ketatanegaraan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-
undangan, sekaligus memiliki keleluasaan, kekebalan dan kemampuan untuk

mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom.

Uraian di atas menyatakan bahwa otonomi desa merupakan hak dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat, prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak
tradisional, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh

dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

2.3  Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah
air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa mayarakat,
hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No.6 Tahun

2014).
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Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya menurut Soenardjo dalam Nurcholis (2011:4), “desa adalah suatu
kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu
wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat
kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan
politik, ekonomi, sosial, dan kemananan; memiliki susunan pengurus yang dipilih
bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangga sendiri”. Nurcholis (2013:65) menjelaskan, terdapat empat

tipe i desa sebagai berikut.

a. Desa adat (self-governing community) desa adat merupakan bentuk desa
asli dan tertua di Indonesia. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya
sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa

adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.

b. Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah
administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan
pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk
oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-

tugas administratif yang diberikan negara.

c. Desa otonom sebagai local self-government, desa otonom adalah desa yang
dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa
otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-
undang pembentuknya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai
kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya

sendiri.

d. Desa campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai

kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan

juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota.

Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 74.754 desa, sedangkan kelurahan
berjumlah 8.430 (BPS:2016). Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa
sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara
Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa
merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil
yang hendak disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa
merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional
karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya
tahan luar biasa sepanjang keberadaanya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat,
desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan

dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa dapat
mengatur dan mengelola pemerintahan dan masyarakatnya sendiri dengan kekayaan
yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Dengan demikian desa mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

2.4 Pemerintah Desa

Widjaja (2003:3), pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu:
kepala desa dan perangkat desa. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sedangkan pada pasal 25
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah
desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh
perangkat desa atau yang disebut dengan nama lainnya. Selanjutnya pada pasal 26
disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemeberdayaan
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masyarakat, sedangkan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam
pelaksanaan tugas-tugasnya.
1. Kepala Desa

Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan
kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Permendagari Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala
desa sebagai pemegang kekuasan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
kepemilikan kekayaan milik desa yang terpisahkan memiliki kewenangan

pengelolaan keuangan desa sebagai berikut.

a. Kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan atas penerimaan desa;

o

Meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

Beberapa uraian di atas dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemegang
kewenangan keuangan desa memiliki beberapa uraian tugas dan tanggungjawabnya
dalam mengelola keuangan desa, sehingga tugas dan tanggungjawab kepala desa
kemudian diimpelemtasikan pada tahap pelaksanaannya.

2.  Perangkat Desa

Pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
bahwa perangkat desa terdiri dari sekertariat desa, pelaksana kewilayahan, dan
pelaksana teknis. Sedangkan pada pasal 49 menyebutkan bahwa perangkat desa
diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati
atau Walikota, perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
bertanggung jawab kepada kepala desa, dan perangkat desa diangkat dari warga
desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat,
sehingga perangkat desa harus memiliki kemampuan memadai untuk dapat

mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
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Pengertian diatas menyatakan bahwa perangkat desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenanganya harus memiliki kapasitas (kemampuan) agar perangkat desa
yang diangkat mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai
dengan prosedur perundang-undangan. Dalam hal siklus pengelolaan keuangan desa
perangkat desa yang diangkat menjadi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
(PTPKD) terdiri dari, sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
menyebutkan, perangkat desa yang ditetapkan menjadi pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa (PTPKD) memiliki tanggungjawab dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Berikut ini merupakan tugas dan

tanggungjawab perangkat desa yang ditetapkan menjadi PTPKD yaitu.

a. Sekertaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa
pengelolaan keuangan desa memiliki tugas: menyusun dan melaksanakan
pengelolaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap
rencana anggaran belanja (RAB), dan melakukan verifikasi terhadap
buktibukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang disertai surat

permintaan pembayaran (SPP).

b. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari susunan PTPKD yang
bertugas sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas: menyusun RAB
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan bersama
lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa,
melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban APBDesa,
mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan dalam
buku pembantu kas kegiatan, melaporkan perkembangan pelasksanaan
kegaitan kepada kepala desa, mengajukan SPP dan melengkapi dengan
bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari susunan PTPKD yang
memiliki tugas: mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

APBDesa, melakukan penatausahaan dengan menggunakan buku kas
umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Melakukan pencatatan
setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan
secara tertib, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

melalui laporan pertanggungjawaban.

Dari uraian penjelasan di atas jelas sekali bahwa pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan  desa, kepala desa sebagai pemegang kewenangan
pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur perangkat desa dalam menyelenggaraan

pemerintahan desa.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga
menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat
juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan
kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) Pengelolaan merupakan
istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan
berasal dari kata kelolah. (Tomanage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus
atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan
merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan

menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut pasal 71 ayat 1 BAB VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggung jawaban keuangan desa. Penjelasan dari tahap pengelolaan keuangan

desa akan dijelaskan sebagai berikut.
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1.  Tahap Perencanaan

Menurut Nawawi (2003:30), perencanaan adalah proses memilih sejumlah
kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang pekerjaan yang harus
ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang dilakukan, kapan,
bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Pengertian ini menekankan bahwa
perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses pembuatan keputusan.
Kegiatan pertama dilakukan dengan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan
di masa datang, kegiatan kedua dalam proses pembuatan keputusan adalah kegiatan
menetapkan waktu pelaksanaannya, dan kegiatan ketiga dalam proses pembuatan
keputusan menetapkan pegawai yang tepat atau memenuhi persyaratan untuk

melaksanakannya.

Sedangkan menurut Robbins dan Coulters dalam Bastian (2015:91),
perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi,
penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh,
perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan
organisasi. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama
untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat dicapai apabila dilandasi
dengan sebuah perencanaan yang baik pula, sehingga apa yang menjadi tujuan dari
sebuah perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat tercapai dengan baik.
Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu,
landasan regulasi perencanaan desa berupa RKPDesa dan APBDesa yang sudah

dirumuskan menjadi peraturan desa terkait.

2.  Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun
secara matang dan terperinci, impelementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan sebagai
penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky dalam Usman (2002:70), pelaksanaan
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan

aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana
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dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan
segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana
tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Rue dan Byars (2006:6), Organizing is grouping activities, assigning
activities on providing the authority necesary to carry out the activities
(pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan
kegiatan-kegiatan penyedian keperluan, wewenang untuk melaksanakan
kegiatannya). Pelaksanaan atau organizing juga dapat diartikan sebagai
implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen
yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-

sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan
(PK) dalam melaksanakan kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian susunan pelaksana kegiatan (PK) yang
ditetapkan dengan surat kepala desa membutuhkan beberapa dokumen dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun beberapa dokumen yang
dibutuhkan pelaksana kegitan (PK) dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa yaitu, rencana anggaran biaya (RAB) yang disertai dengan surat permintaan
pembiyaan (SPP). Kedua dokumen tersebut merupakan landasan bagi pelaksana
kegiatan dalam melengkapi semua kebutuhan dalam waktu pelaksanaannya.
Pelaksana kegiatan (PK) harus bertanggungjawab terhadap semua tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
menggunakan buku pembantu kas kegiatan yang berfungsi sebagai bukti
pertanggungjawabnnya selama waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

berlangsung.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan landasan bagi
pemerintah desa dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang sudah
ditetapkan pemerintah desa sebelumnya. Sehingga pada tahap pelaksanaan program

atau kegiatan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun
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diluar lapangan, yang diantaranya melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan

usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

3. Penatausahaan

Secara etimologis, Tata Usaha adalah kegiatan memberikan bantuan dalam
mengelola informasi, manusia, dan harta kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam
organisasi. Ada beberapa pengertian tata usaha yang masing-masing hampir
mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis
dan catat mencatat. Tata usaha yang terdiri dari dua kata, yaitu “7Tata” dan “Usaha”
yang masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu
peraturan yang harus ditaati, sedangkan Usaha ialah suatu usaha yang mengerahkan
tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Jadi menurut arti kata, tata
usaha adalah suatu aturan yang peraturan yang terdapat dalam suatu proses

penyelenggaraan kinerja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata usaha ialah
penyelanggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara,
dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan
tata usaha. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern
memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkain aktivitas
menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan

keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian proses pengelolaan
keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa
dengan menggunakan formulir, dokumen, dan buku yang dilakukan oleh bendahara
desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara Desa
wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap seluruh
transaksi yang ada yaitu, berupa penerimaan pendapatan desa, belanja desa dan,
pembiayaan desa dengan dilakukan dengan cara melakukan pembukuan atas
penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak,
dan buku bank.

4. Pelaporan
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Menurut Munawir (2010:31), laporan keuangan merupakan alat yang sangat
penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam
hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahan yang bersangkutan. Laporan keuangan
dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama satu tahun anggaran
dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan
laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan
keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran atau tahapan dan
tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan yang harus disusun

terdiri dari:

a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD)
5. Pertanggungjawaban

Menurut Kwaty dalam Hansen (2005:116), pertanggungjawaban adalah
sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk
mengoperasikan  pertanggungjawaban mereka. Penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem untuk mengukur
perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh
setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawaban dalam bentuk
laporan pengendalian periodik.

Menurut Komang dalam Nafidah dkk (2017:275), akuntabilitas adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan Kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan kepada pihak yang
memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan
semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akutansi yang menghasilkan

informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
desa yang dimaksud adalah masalah finasial pengelolaan dana desa (DD) yang
terdapat dalam Anggaran Pendapatan .Belanja Desa (APBDesa), sehingga masalah
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finansial tersebut kemudian harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan.

2.6 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).
Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara berrtahap. Dana desa merupakan salah satu isu krusial
dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perhitungan anggaran
berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pemabangunan desa. Karena isu yang
begitu krusial, para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan

desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk
menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana
desa tersebut, mengingat dana desa bersumber dari berlanja pusat, untuk
mengoptimalkan penggunanaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan
untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas
penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi

tanggungjawab desa.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan
program yang berbasis desa yang secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP Nomor

60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan
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peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan
kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang bersumber dari APBN setiap
tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara
merata dan berkeadilan. Pengalokasian Dana desa yang bersumber dari APBN
dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Secara
teknis Dana desa dari APBN ditranfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya
ditransfer ke APBDesa.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (kajian empiris) berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang
mendukunng kajian yang akan dilakukan, penyajiannya dapat bentuk narasi
dan/atau matriks. Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai acuan dalam
melakukan penelitian sehingga dapat mempercepat teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang diajukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai
pembanding dalam menyusun penelitiannya. Tinjauan pustaka harus
mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan dalam
permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan
keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti telah menganalsisis
penelitian terdahulu yang bertujuan yang berkaitan dengan bahasan di dalam
penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No Nama
Peneliti Tahun Judul Hasil
1 Mulyana, 2012 Peningkatan Kapasitas  Perlu dilakukan kegiatan pelatihan
Meiliyana, Aparatur desa melalui  yang bersifat teknis, sehingga dapat
dan Pelatihan Manajemen gikyasai secara lebih mengenai
Hermawan Kelembagaan Desa bagi

kapasitas manajemen kelembagaan.
Pemahaman konsep manajemen
kelembagaan di atur dalam aturan
pemerintah RI.

Sekertaris Desa


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3

Hasniati

Chistin,
Tinagon

2016

2017

Model Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

Evaluasi Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015
pada Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Kampung
dan Transmigrasi
(BPMKT) Kabupaten
Kepulauan Yapen,
Papua

Pengelolaan dana desa terkait
dengan laporan
pertanggungjawaban APBDesa
yang disusun belum sepenuhnya
menggambarkan kebutuhan
masyarakat, potensi SDM nya
masih lemah.

Pengelolaan atau penggunaan dan
pertanggungjawaban dana desa
belum maksimal, karena regulasi
yang mengatur berubah-ubah/
direvisi. Untuk pengelolaan dan
penggunaan dana desa tidak di
persiapkan dengan baik.
Pelaksanaan dilapangan terdapat

ketidaksesuaian.
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Sumber: Hasil kajian peneliti 2017

2.9 Kerangka Berfikir

Peneliti berusaha merangkai pemikiran-pemikiran yang terkait dengan judul
penelitian yaitu kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ke dalam
suatu kerangka berfikir sehingga mampu mengarahkan peneliti dalam menemukan
jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, agar tujuan penelitian
ini dapat tercapai, terkait dengan kerangka berfikir yang dirangkai oleh peneliti
dapat di lihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN
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Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau
cara yang sahih dan handal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah
dianggap realibel dan efisien karena pengetahuan ilmiah dan dapat dikoreksi melalui
prosedur pengujian secara terbuka, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang
berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut Usman dan Akbar
(2009:41). Metode adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk
mengetahui sesuatu. Menurut Usman dan Abdi (2012:1) metodologi artinya cara
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai
suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat,

merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

Berdasarkan banyak pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi
penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan mengenai
cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara
ilmiah. Adapun cara penelitian yang dimaksud adalah kegiatan mencari, mencatat,
merumuskan, menganalisis, serta menyusun suatu laporan penelitian. Buku
Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) menjelaskan
setidaknya ada enam subbab yang terkandung di dalam bab metode penelitian
dengan pendekatan kualitatif. Enam subbab tersebut meliputi:

pendekatan penelitian;

tempat dan waktu penelitian;

situasi sosial;

desain penelitian dan rancangan penelitian kualitatif;

teknik dan alat pengumpulan data;

o ok w Ddp e

teknik penyajian dan pengujian data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada latar belakang, peneliti telah menjelaskan bahwa penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga dapat
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Menurut Usman dan Abdi

(2012:7), penelitian kualitatif merupakan model yang bersinergi dengan aliran
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filsafat phenomenologhy yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasar pada
situasi wajar (natural setting). Pada pendekatan kualitatif, peneliti sedapat mungkin
berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat, mengamati
secara lebih jelas. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Menurut Arikanto dalam
Prastowo (2012:11) metode penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji
hipotesis tertentu. Akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil suatu

variabel, gejala, atau objek penulisan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Buku Pedoman Penelitian Karya lImiah Universitas Jember (2016:52)
menyebutkan, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan
kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis daslam
penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.
Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah
penelitian, dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang terjadi
disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan
tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan kurun waktu
tertentu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mengambil
tempat di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Sedangkan waktu
pelaksanaan penelitian ini tercatat dari tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal
10 April 2018.

Adapun pemilihan Desa Karangharjo sebagai tempat penelitian dengan
pertimbangan sebagai berikut.
a. Peneliti tidak menemukan informasi keuangan desa baik di papan informasi

desa maupun pada pelaksanaan pembangunan desa;

e. Peneliti juga menemukan ketidaksesuain antara RKPDesa tahun 2017 terkait

daftar prioritas program yang akan dilaksanakan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017,
f. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan Kapasitas Pemerintah

Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) terkait dengan pelaksanaan dan
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pertanggungjawaban pengelolaan Dana desa (DD) dalam aspek
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Karangharjo
Kecamatan Silo kabupaten Jember.

3.3 Situasi Sosial

Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Jember (2016:52) menyebutkan
bahwa pada bagian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas
yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan penjelasan di atas, elemen situasi
sosial yang berinteraksi secara sinergis adalah sebagai berikut:

a. Tempat (Place) : Kantor Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten
Jember.

b. Pelaku (Actor) : Kepala Desa, PTPKD, PK (Pengelola Kegiatan), Kepala
Dusun, dan Pendamping Desa.

c. Aktivitas (Activity) : Proses pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa
(DD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa, ditinjau dari kemampuan pemerintah desa
dalam mengatur kewenangan pengelolaan dana desa (DD) dengan peraturan
desa, kemampuan pemerintah desa dalam mendistribusikan dan membagi
sumberdaya desa secara merata baik dari distribusi tempat, waktu, tenaga serta
distribusi dana desa (DD), kemampuan pemerintah desa dalam menampung dan
merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

3.4 Desain Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52)
menjelaskan desain penelitian menetapkan penulis sebagai human instrument,
berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, sebagai sumber data,
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data

dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4.1 Fokus Penelitian
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Fungsi human instrument selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian.
Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak
terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau
kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus
(2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkain pertanyaan
penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana
untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus
penelitian, maka peneliti membatasi temuan dengan pasti data mana yang perlu
dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus
atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan
sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan
penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada: pendeskripsian kapasitas
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) yang terdiri dari: 1) deskripsi
kapasitas regulatif pemeritah desa, 2) deskripsi kapasitas ditributif pemerintah desa
dan, 3) deskripsi kapasitas responsif pemerintah desa. Kegiatan yang dilakukan
peneliti menggunakan tahapan pengelolaan keuangan desa khususnya Dana desa
yang meliputi: pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan,
pertanggungjawaban dana desa (DD).

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik
penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan
mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
penelitian. Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiono (2013:219) pemilihan informan

didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui

melainkan lebih secara enkultuasi atau penghayatan;

b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;

¢. Memiliki waktu memadai untuk diwawancarai; dan
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d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan

sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Maka dari itu, dalam penelitian menggunakan informan yang dapat ditentukan
dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Silalahi
(2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau
informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan snowball sampling menurut
Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap.
Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi
terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai key informant
yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan
selanjutnya. Kedua, teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif
karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah
untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.
Peneliti pada penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan
Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember,

menggunakan teknik purposive sampling.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti
menemukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi Kriteria atau ciri-ciri
sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait pengelolaan Dana desa di

Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Kepala Desa Karangharjo;

T @

Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
Sekertaris Desa Karangharjo;

o o

Bendahara Desa Karangharjo;
Perangkat Desa pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
Pendamping Desa;

Kepala Dusun;

o «Q —H~ o

Ketua Pelaksana Kegiatan (PK) desa bidang pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa;

I. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Silo;
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J. Masyarakat Desa Karangharjo

3.4.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang
tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang
lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek
dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis, dan diuji keabsahaannya sehingga
mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Pedoman Penulisan Karya llmiah
Universitas Jember (2010:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat
berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah
uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif
adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun data dan sumber data terbagi

menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi)
dari lokasi penelitian dan wawancara langung yang bersumber dari
informan atau narasumber yang berkaitan langung mengenai Kapasitas
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo
Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Cara ini ditempuh dengan alasan
informasi dapat diperoleh dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat
kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu teknik
ini diharapkan dapat suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara
langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih
luas.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen atau laporam-laporan yang dipublikasikan,
jurnal, buku teks yang ada, maupun pada perpustakaan yang berhubungan
dengan masalah penelitian. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam
penelitian dalam penelitian ini yaitu data yang mengutip dari sumber lain,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sehingga tidak bersifat otentik lagi,

39

sebab data yang diperoleh dari orang

kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta data agregat yaitu data yang telah

diolah oleh orang lain, misalnya hasil-hasil penelitian yang telah

dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, dan

sebagainya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup

studi literatur, dokumen Profil Desa, Data penyaluran dana desa Di
Kecamatan Silo tahun 2017, Dokumen APBDesa, Dokumen RKPDesa, SK
PTPKD, SK TPK, SK PK, SK BPD, SK Perangkat Desa, dan Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

3.4.4 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data meerupakan langkah yang tidak bisa dipisah dari

penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan keabsahan data merupakan alat untuk

membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan

Moeloeng (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti

bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari

segala hal.

Teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria dan sepuluh
pemeriksaan, sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Teknik

Pemeriksaan Data

KRITERIA

TEKNIK PEMERIKSAAN

Kredibilitas (derajat Kepercayaan)

. Perpanjangan keikutsertaan
. Ketekunan pengamatan

. Triangulasi

. Pengecekan sejawat

. Kecukupan refensial

. Kajian kasus negatif

. Pengecekan anggota

Transferability (keterampilan)

. Uraian rinci

©O©| O N O O &~ W N P

Auditability (kebergantungan)

. Audit kebergantungan

Confirmability (kepastian) 10.

Audit kepastian
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Sumber: Moeloeng (2014:327)
Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini

menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

a. Ketekunan Pengamatan
Menurut Kartini (1990:159) yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan “Seberapa tinggi
derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan”.
“Ketekunan” adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan
keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data
penelitian. Adapun “Pengamatan”, merupakan proses yang kompleks,
yang tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya
adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat). Ketekunan
pengamatan dilakukan oleh peneliti terhadap data yang diperoleh yaitu,
dokumen RKPDesa dan APBdesa terdapat ketidaksesuain. Hasil
pengamatan (obervasi) menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Desa
seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan desa disetiap dusunnya.
Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa
pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa belum menerapkan
asas transparansi, yaitu belum adanya papan informasi desa terkait
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Setelah mengetahui hal tersebut,
peneliti melakukan observasi terhadap pembangunan desa yang sumber
pembiayaannya berasal dari Dana Desa (DD). Guna mengetahui manfaat
pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa di setiap

dusunnya.

b. Triangulasi
Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Sedangkan
Menurut Denzin triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi
berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling
terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi
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dilakukan oleh peneliti karena pada saat penelitian peneliti menemukan
perbedaan atau ketidaksesuain antara data sekunder yaitu, antara dokumen
APBDesa dengan RKPDesa. Sedangkan data primer berupa hasil
wawancara yang didapat. Setelah mengetahui hal tersebut peneliti
melakukan triangulasi sumber, dengan melakukan wawancara dengan
informan yang dianggap mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan

desa utamanya Dana Desa (DD).

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53)
menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data, yaitu:
1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Sedangkan alat perolehan data

berupa alat perekam, pedoman wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

3.5.1 Obsevasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:64) observasi adalah dasar semua
ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti dalam
pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti
sedang melakukan penelitian dan terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang

yang diteliti.

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti selama bulan AgustusOktober
2017 vyaitu, observasi kantor desa, observasi papan informasi desa, dan observasi
terhadap semua pelaksanaan pembangunan Desa Karangharjo yang sumber alokasi

keuangan desa berasal dari Dana Desa (DD).

3.5.2 Wawancara
Menurut Moelong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud

tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara
langsung dari informan. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah informan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:74)
wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang telah disusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan
hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Alasan peneliti
menggunakan wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat melakukan
wawancara lebih mendalam terhadap informan dan informasi yang didapat lebih
terbuka dan meluas dengan tema penelitian yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Wawancara yang dilakukan pada bulan Februari-April tahun 2018 dilakukan
dengan mewawancara informan dengan teknik purposive sampling. Adapun

informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

a. Tanggal 20 Februari 2018, wawancara dengan Bapak Dany Muhammad

selaku Kepala Desa Karangharjo;

b. Tanggal 12 Februari 2018, wawancara dengan Bapak Fausen Suswantoro

selaku Sekertaris Desa Karangharjo dan selaku koordinator PTPKD;

c.  Tanggal 20 Februari 2018 , wawancara dengan dengan Bapak Mu’is selaku
Kasun Dusun Parebalan Desa Karangaharjo;

d. Tanggal 5 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Totok Muhammad Erfan
selaku Ketua BPD Desa Karangaharjo;

e. Tanggal 12 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Irsad selaku masyarakat

desa disekitar pembangunan jalan aspal Dusun Darungan Rt 003/ Rw 017

Desa Karangharjo
f.  Tanggal 19 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Sahmadi selaku Kasun

Darungan Desa Karangharjo;
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Tanggal 19 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Natu selaku perangkat
Desa Karangahrjo dengan jabatan Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan
selaku Ketua PK;

Tanggal 27 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Murkahe selaku
Pendamping Desa;
Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Nanang selaku masyarakat

desa disekitar pembangunan jalan rabat beton Rt 002/ Rw 012

Dusun Gluguh Desa Karangaharjo;

Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak lin selaku masyarakat
disekitar pengaspalan jalan Dusun Gluguh Rt 12/ Rw 10 dan pembangunan
TPT Dusun Gluguh Rt 003/ Rw 012 Desa Karangaharjo;

Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Su’aib selaku masyarakat
desa disekitar pembangunan jalan rabat beton 1 Rt 015/ Rw 014

Dusun Gluguh Desa Karangharjo;
Tanggal 31 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Antok selaku masyarakat

desa disekitar pembangunan jalan rabat beton Rt 001/ Rw 011 Dusun

Gluguh Desa Karangharjo;
Tanggal 11 April 2018, wawancara dengan Ibu Eva selaku masyarakat desa

disekitar pembangunan Embung Desa Rt 002/ Rw 03 Dusun Sumberpinang

Desa Karangaharjo;
Tanggal 12 April 2018, wawancara dengan Bapak Mustofa selaku masyarakat
desa disekitar pembangunan atau rehab gedung BUMDesa Rt

002/ Rw 027 Dusun Krajan Desa Karangharjo;
Tanggal 15 April 2018, wawancara dengan Bapak Munir selaku masyarakat
desa disekitar pembangunan aspal Al-lhidayah-Darungan Rt 011/ Rw 012

Dusun Parebalan Desa Karangharjo ;
Tanggal 19 April 2018, wawancara dengan Bapak Madjari selaku masyarakat

desa Dusun Gluguh Desa Karangharjo.
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3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental
dari seseorang. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali
informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik
untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak
sekedar barang yang tidak bermakna (Faisal, 1990:77).

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil Desa Karangharjo, dokumen
APBDesa, dokumen RKPDesa, Data Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Silo
surat permintaan pembiayaan (SPP) Desa Karangharjo, laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa tahun 2017, foto pelaksanaan pembangunan desa yang
terkait dengan Dana Desa (DD), dan segala bentuk dokumen terkait kegiatan
pengelolaan Dana Desa (DD). Adapun beberapa dokumen yang terkait dengan

masalah penelitian yaitu sebagai berikut.

a. Profil Desa Karangharjo Tahun 2017;

b. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 06 tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2017;

C. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017;

d. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 09 tahun 2017 tentang

penetapan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);

e. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 08 tahun 2017 tentang
Pelaksana Kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
tahun anggaran 2017;

f. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo nomor
141/06/SK/30.2003/2017 Tentang Struktur Pemerintah Desa Karangharjo
Tahun 2017;

g. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo nomor 188.45/38.1/012/2014

Tentang Susunan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2017;
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h. Pedoman Pelatihan Pelaksana Kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan

desa di Kabupaten Jember tahun 2017,

I. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember tahun
2017,

J. Dokumentasi berupa, foto kegiatan wawancara dan foto-foto lokasi
pembangunan desa yang sumber alokasi keuangan bersumber dari dana desa,

dokumen Penyaluran Dana Desa (DD) di Kecamatan Silo Kabupaten

Jember tahun anggaran 2017;

K. Dokumentasi berupa foto Rekening Desa Karangharjo, surat permintaan
pembayaran (SPP), serta dokumentasi pada Rancangan Anggaran Biaya
(RAB) Desa Karangharjo tahun 2017, dokumentasi pada buku kas umum,
buku kas pembantu pajak, dan buku bank

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data ialah uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data

awal atau data mentah sehingga menjadi data atau informasi dan uraian tentang cara

analisisnya (Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Jember, 2010:24).

Menurut Bodgan dan Biklen yang dikutip Moleong (2007:248), analisis data

kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengoorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

lain.

Para peneliti dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif
memiliki pendapat yang berbeda. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti
adalah model analisis data Miles dan Huberrman yaitu model interaktif. Model
interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data;
(3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman yang
dikutip Idrus (2009:148), ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-
menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk
yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran
model interaktif yang diajukan Miles dan
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Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman dalam
Idrus (2009:148)
3.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Menurut
Idrus (2009:148), proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan),
aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Data penelitian kualitatif bukan
hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan
data dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang di peroleh dari yang
dilihat, didengar, dan diamati. Dengan demikian, data berupa catatan lapangan
sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto,
pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, dll.

3.6.2 Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari
catatancatatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 2007:16). Reduksi data
terjadi secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan
reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti
tentang bagian data mana yang di kode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas
sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan
pilihanpilihan analitiss. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk
lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang
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tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan
penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.
Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadi sangat penting karena yang
bersangkutan dapat memulai memilah data mana dan data dari siapa yang harus

lebih dipertajam.

3.6.3 Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian
data, yang menurut Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151) sebagai sekumpulan
informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih
mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan
reduksi dan proses reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas
yang terkait langusng dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu,
kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan sebelum
laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk
menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang

seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

3.6.4 Verfikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan
arti data yang ditampilkan. Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151), menyatakan
bahwa dari pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti
benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi
yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian kualitatif,
kesimpulan dapat saja berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian
data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai
sebuah kesimpulan final. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung

singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan
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BAB 5. PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten

Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kapasitas Regulatif
a. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap
perencanaan pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya
regulasi desa berupa peraturan desa tentang RKPDesa, dan peraturan
desa tentang APBDesa. Kedua bentuk regulasi tersebut merupakan
sebuah landasan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
utamanya pengelolaan dana desa selama satu tahun anggaran. Akan
tetapi, kedua bentuk regulasi desa dalam tahap perencanaan mengalami
perbedaaan yang sangat signifikan dalam perumusan arah kebijakan
pengelolaan dana desa (DD) terhadap pengalokasian atau penganggaran

pada setiap program atau kegiatan desa di bidang pembangunan desa.

b. Kapasitas regulatif pemerintan Desa Karangharjo dalam tahap
pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya
regulasi berupa surat keputusan kepala desa tentang pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa (PTPKD) sudah selesai ditetapkan, surat
keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan (TPK) sudah
selesai ditetapkan , dan surat keputusan kepala desa tentang pelaksana
kegiatan (PK) desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa sudah selesai ditetapkan. Akan tetapi, regulasi tersebut
belum mampu menampung Kkapasitas pemerintah desa dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa,
dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan tugas dan fungsi dari
pelaksana kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.
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c. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangaharjo pada tahap pelaporan,
dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan
dengan adanya beberapa dokumen penatausahaan pengelolaan dana desa
yang menunjang  terlaksananya  proses pelaporan dan
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) diantaranya yaitu,
berupa laporan konsolidasi penyerapan realisasi dana desa (DD) secara
periodik skala tahunan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan
desa. Sedangkan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan desa utamanya dana desa telah dilakukan melalui beberapa
tahapan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya. Akan tetapi
pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dalam
bentuk regulasi desa belum sepenuhnya sesuai dengan realisasi pada
tahap perencananaan pengelolaan dana desa dan pelaporan dan
pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan desa  mengalami
keterlambatan dalam penyusunananya dan belum diinfromasikan kepada
masyarakat desa.

2. Kapasitas Distributif
a. Kapasitas distributif pemerintan Desa Karangharjo dalam tahap
perencanaan pengeloaan dana desa (DD) diantaranya yaitu, distribusi
lokasi pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari anggaran
dana desa belum merata dan seimbang, dan distibusi kewenangan
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terdapat pembatasan
kewenangan yang telah dilimpahhkan oleh kepala desa kepada pelaksana
kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.

b. Kapasitas distributif pemerintan desa dalam tahap pelaksanaan
pengelolaan dana desa (DD) berupa distribusi pelaksanaan pembangunan
desa di setiap dusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat desa. Sedangkan distribusi pelaksanaan pengelolaan
dana desa (DD) belum sepenuhnya terealisakan dan distibusi pelaksanan
pengelolaan dana desa berupa pembangunan desa di setiap dusun

mengalami permasalahan dalam implementasinya.

3. Kapasitas Responsif
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Kapasitas responsif pemerintah desa dalam tahap perencanaan dan tahap
pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) berupa respon atau daya
tanggap pemerintah desa mengenai implementasi perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sedangkan penyelesaian
permasalahan dilakukan tanpa adanya inisiatif pencegahan dan

penyelesaian masalah pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD).

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten
Jember. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai upaya untuk meminimalisir
hambatan dan kendala dalam pengembangan kapasitas (kemampuan) pemerintah
desa dalam mengelola keuangan desa utamanya dana desa (DD). Adapun saran yang

dapat peneliti berikan sebagai berikut.

a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten memberikan sosialiasi berupa pedoman
atau petunjuk pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa
(DD) kepada pemerintah desa seperti yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri berupa Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan desa.

b. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten memberikan pelatihan-pelatihan kepada
pemerintah desa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan desa,
dokumen pelaksanaan desa, dan dokumen pelaporan keuangan desa, sebagai
upaya mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam tahap perencanaan

pengelolaan keuangan desa.

c. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan dan mencermati tahapantahapan
pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 agar
supaya tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, dan tidak hanya
melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan

keuangan desa.

d. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan susunan
pelaksana kegiatan desa harus lebih mengutamakan kapasitas dari
masingmasing masyarakat desa, agar supaya perlimpahan wewenang

mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

107
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e. Sebaiknya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus lebih
mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat agar supaya pelaksanaan
perencanaan desa dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat desa.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
I\ Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337618
Email : penelitian|pZm@unef.ac.ld-pengabdian. pZm@unelacid

Momor  : 7177/UN253.1/LT/2017 7 Desember 2017
Perlhal  : Permohonan ljin Melaksanakan Penelitian
Yth, Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Polikik
l[':nhupitzn jember
i

[ember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan | Fakultas [imu Sosial Dan [imuo Politk Universitas Jembar
nomor 4897 /UN25.2.2 /LT/2017 tanggal & Desember 2017 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Namsa ¢ Danlel Mas Privanto

NIM : 130910201048

Fakultas : ISP

Jarusan : limu Administrasi Negara

Alamat : [L Merpati Indah Kelurahan Antirogn-Jember

|udul Penelittan  : “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Fengelolaan Dana Desa (BD) DI
Desa Karanghar{o Kecamatan Silo Kabupaten [ember” -
Lokasi Pénelitian  ; 1. Desa Karangharjo Kecamatan Slla
2. Ketamatan Silo Kabupaten Jember
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. lember
Lama Penelitian  : 3 Bulan (17 Desember 2017-17 Maret 2018)

miaka kaml mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ljin kepada mahasiswa
: yan
bersanghutan untik melaksanakan keglatan penelitian sesual dengan judul tersebut diatas, :

Demikian atas perhatian dan perkenannya dizampalkan terima kasih,

Tembusan Yth
1. Hepala Desa Karangharia Kec. 5l
1. Camat Kecamatan Siko;
[rekan FISIF Univ Jember;
(42Mahaslswa yhs;
5 Argip

CERTIFICATE MO | QMBNT
Lampiran 6.2 Surat rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Leten 5 Parman Mo B9 W 337853 Jembar

—m—

Dasar

Nama / HIM,
Instansi
Alamat
Keperiuan

Lowast
Wisktu Kegiatan

— -
Kepaia

Tih. 5. 1. Kepala Dings Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab, smber
2. Camat Silo Kab. Jember

JEMBER

Nomor : 07/4624/415/2017
Tenksng
PENELITIAN

i 1. Peraturan Menter Dalam Negen Nomar 64 fahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Rekomendast penalitian sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Menten Dalam
Weged nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pervbaban atas Persturan Menter Dalam
Heger! Nomor 64 Tahun 2011;

1. Perdturan Bupstl Jember Mo, 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat
Rekomendas Penelitian Kabupaten Jemiber,

¢ Surat Ketua Lembaga Penelition Can Pengabdan Kepada Masyarakat Universitas Jember

tanggal 07 Desember 2017 Momor @ 7177/UN25.3.1/LT/ 2017 perhal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

1 Dartiel Mas Priyanto [ 130910201048

i FISIP/ Dimu Adminisirasi Negara | Universias Jomber
111, Merpati Tndah Kalurahar Antrogo Jember

: Mengadakan Penclition dengan judul :

*Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dang Desa (D0) of Desa Karangharda

Kecamatan Silo Kabupaten Jember®.

1. Dinas Pemberdaysan Masyarakat can Desa fabupaten Jember
2. ¥antor Kecamatan SSo dan Kantor Desa Karangharis

Desember 2017 s/d Maret 2018 - — "
Apabiia Tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketenfuan yang beraku, charapkan Saudara

member baptuay tempet dan #tau data separiumya etk kegiatan dimaksud,

1. Kegiatan dimaksud benar-benar Lntuk kepentingan Pendidikan

2. Tidak dibenarkan melakukan akifvitas politik

3. Apabila stuasi dan kondish wiiayah tidek memungkinkan akan diakukan penghentian kegiatan,
Demiklan atas perhatian dan kerdasamanya disampakan terima kasih,

Tembusan
Yt Sdr.

Ditetapkan i 5 Jember
Tanggal 1 18-12-2017

: 1, Ketua LPIM Uity Jernber;

2. Yang Bersangkutan.

-

Lampiran 6.3 Surat rekomendasi Kecamatan Silo
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT SILO

JI. Jendral A Yani No. 104 Telp (331-521047 KP. 68183

Silo, 18 Desember 2017

Nomaor ¢ D72 13606 3002017 Kepada

Siat - Penting Yth. Sdr, Kepala Desa Karangharjo
Lampiran - di

Perinal - Benelitian KARNGHARJQ

Berdasarkan Suret dad Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
Hab, Jember tanggal 18 Dasember 2017 Nomor 07204514/314/72017 perihal
Pengambilan Data,

Berkaitan dengan hal fersebul o stas apabia fidak mengganggu
kewenangan dan kelenfuan yang bedaku di lingkungan wilsyah Saudara,
sena kemudahan dalam pelaksansan kegeaten dimaksud, diminta Kepada
Saudera unluk memberkan banfuan berupa tempat kegiatan maupun

keterangan sepedunya kepada |

MNama | NiM ¢ Daneel Mas Priyanto / 130910201048

Instans . Fisip/ Hmu Administrasi Negara / Universitas Jember
Alamat : JI, Merpati Indah Kelurahan Atirogo Jember,
Keparduan : Mengadakan peneltian dengan judul | " Kapasias

Pemerintahan Desa daiam pangelalaan Dana Desa
{ DD } di Desa Karangharo, Kecamatan Sils,
Kabupaten Jember,
Lokasi : 1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
_ Jember Desa Silo, Kecamatan Silo.
. Kantor Kec. Silo dan Kantor Desa Karanghad™ -
Tanggal . Desember 2017 s/d Maret 2018,

Apabila tidak manggangpu kewenangan dan ketentusn yang beraky,
diharapkan Saudara member banfuan iempet dan stau data seperiunya
unfuk keglatan dimaksud.

Pelaksanaan Kekomendasi ini diberlkan dengan keterduan -

1, Peneltian ini benar-benar uniuk kepentingan Pendidikan :

2, Tidak dibenarkan melakikan A kifitas Politk, :

3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan aksn dllakukan
penghentian Kegiatan.

- Demikian atas perhalian dan kedasamanya disampaikan fedma

TEMBLUISAN : Disampaikan kepada
¥ih. 1. Sdr, Ketua LPZM Univ, Jember.

<52 Yang bersangkutan, NIP.157210051958031074

Lampiran 6.4 Surat Keterangan penelitian di Desa Karangharjo
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO

DESA KARANGHARJO

JI. PB. Jend Sudirman Mo 18 K P 68184 = (85258233288

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

MNomor; 4711/ /35.09.30 20032019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karanghano Kecamatan Silo
Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarmya bahwa:

Nama : Daniel Mas Privanto

Tempat, Tgl Lahir  : Jember, 17-06-1995

Alamat » Dusun Krajan Rt 001/ Row 026, Desa Karangharjo, Silo-Jember
Program Stadi . Administrasi Negara

NIM 120910201048

Fakultas  limu Sosial dan lmu Politik

Universitas : Universitas Negen Jember (UNE])

Pekerjaan : Pelajar! Mahasiswa

Telah melaksanakan penclitian di Dest Karengharjo Kecamatan Silo Kabupaten
Jember selama 3 (tiga) bulan, terhinng sejak tampgal 12 Febroari 2018 sampail dengan
tanggal 10 April 2018 untuk memperobeh data atau (nformasi guna dalam penyusunan tugas
akhir atay SKRIPSI dengan judul perelitian Wapasitas Pemerintah Desa dalam
Pengelelaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Keeamatan Silo Kabupaten Jember

Demikian Surat Kelerangan ini kami buat untuk dapat dipenekan sebagaimany
semestinyd,

Lampiran 6.5 Pedoman wawancara penelitian
PEDOMAN WAWANCARA

(Kepala Desa, Sekeretaris Desa, dan Perangkat Desa)
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10.

11.

Pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sepenuhnya merupakan wewenang
kepala desa untuk itu apakah di desa ini sudah dibentuk ptpkd? Siapa saja
yang termasuk anggota PTPK? apakah terdapat surat keputusan kepala desa

yang mengatur PTPKD ?

Apa fungsi dari ditetapkannya PTPKD?
Apa fungsi dari dibentuknya tim pengelola kegiatan (TPK) dan pelaksana
kegiatan (PK)?

Apa saja tahapan dalam pengelolaan Dana Desan (DD)?
Apakah pemerintah desa mendukung secara penuh asas pengelolaan
keuangan desa berupa patisipasi, akuntabilatas, transparansi?

Apakah masyarakat desa berpartisipasi terhadap program atau kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, utamanya dalam tahap pelaksanaan
pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat?

Mengapa di Desa Karangharjo pengalokasian hanya dialokasikan untuk
pembangunan fisik atau infrastuktur desa saja? Apakah pembangunan

infrastruktur desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa?

Apakah pemerintah desa dalam tahap pelaksanaannya menginformasikan
pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa? jika ada apakah dalam
pengalokasian dana desa dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa

terdapat papan informasi desa yang bisa di akses oleh masyarakat desa?

Apakah pemerintah desa mendukung secara penuh semua usulan program
atau kegiatan desa ? Dan apakah pengalokasian dana desa berupa
pembangunan desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
desa?

Bagaimana pemerintah desa mengerahkan dan mengelola sumber daya desa
baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya desa utamanya dana

desa?

Bagaimana pemerintah desa mengimformasikan dan mengkoordinasikan
masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa? Dan apakah terdapat regulasi

yang memuat pengeloaan dana desa?
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12. Bagaimana pemerintah desa menjawab permasalahan yang ada pada elemen
masyarakat, jika pelaksanaan pembangunan desa Yyang sumber

pembiayaanya dialihkan atau tertunda?

13. Bagaimana mekanisme penyelesain pengaduan dan tanggapan masyarakat

terhadap pengalokasian dana desa berupa pelaksanaan pembangunan desa?

PEDOMAN WAWANCARA
(Sekertaris Desa)
1. Apa yang dimaksud dengan tahapan pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sekertaris desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang
APBDes tahun 2017 menggunakan landasan peraturan RKPdesa tahun
berkenaan sebagai pedoman untuk menyusun APBDesa tahun 2017? Dan

bagaimana mekanisme penyusunan kedua dokumen tersebut?

3. Apakah semua program atau kegiatan desa yang terdapat dalam regulasi
tentang APBDesa sudah sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi tentang
RKPDesa? Utamanya program atau kegiatan desa yang bersumber dari

anggaran dana desa (DD)?

4. Apakah terdapat perubahan Rencana kerja pemerintah desa tahun 2017?
Jika ada apakah ada landasan regulasi yang digunakan mengapa terjadi

perubahan?

5. Apakah Sekertaris desa berkoordinasi dengan kepala desa dalam penetapan
peraturan tentang APBDesa dan RKPDesa?

6. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
desa?

7. Apakah di Desa Karangharjo sudah terbentuk TPK dan PK? jika sudah
terbentuk apa saja tugas dari TPK dan PK? dan apakah TPK dan PK perlu
mengajukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada
PTPKD?

PEDOMAN WAWANCARA
(Bendahara Desa)
1. Bagaimana tahapan pencairan dana desa? dan berapa jumlah dan persentase dana

desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat?
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Bagaimana mekanisme pelaporan dan petanggungjawaban dana desa? Kemudian di

bulan apa saja? Laporannya berupa apa saja?

. Apakah terdapat peraturan desa terkait laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa?

. Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di sampaikan

kepada masyarakat ? baik itu secara tertulis maupun melalui media ?

. Apakah jenengan melakukan penatausahaan pengelolaan dana desa?
. Apakah pencatatan pengeluaran dan penerimaan desa di catat secara rutin, atau

hanya akhir tahun saja?

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran itu menggunakan buku apa saja ? buku

kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank?

PEDOMAN WAWANCARA
(Masyarakat desa)
. Apakah jenengan mengerti apa itu dana desa? dan untuk apa dana desa?
Apa saja manfaat dana desa?
. Apakah distribusi dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
. Apakah pemerintah desa menginformasikan realisasi APBDesa kepada masyarakat,
baik itu secara tertulis maupun melalui media?
. Apakah pemerintah desa sudah amanah dalam pengelolaan keuangan desa utamanya

dalam pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan desa?

. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan desa
utamanya program atau keghiatan desa yang bersumber dari dana desa dalam bentuk

pembangunan desa?

Bagaimana masyarakat menilai kualaitas pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017

utamanya pembangunan desa yang bersumber dari anggaran dana desa?

. Apa saran untuk pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa?

. Apakah masyarakat desa hanya membutuhkan pembangunan desa saja?

. Apakah pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa bermanfaat bagi
masyarakat desa?
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10. Manakah yang lebih penting antara pembangunan infrastruktur desa dengan

pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan ekonomi produktif desa?

Lampiran 6.6 Pedoman observasi penelitian
PEDOMAN OBSERVASI

1. Papan Informasi Desa Karangharjo
2. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang

bersumber dari pengalokasian anggaran dana desa (DD)

3. Situasi sosial di Desa Karangharjo
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Lampiran 6.7 Pedoman dokumentasi
PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2017 tentang Desa, Permendagri Nomor 113
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.

2. Profil Desa Karangharjo
3. Dokumen perencanaan desa berupa peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa
Tahun 2017

4. Dokumen berupa laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
dalam bentuk peraturan desa

5. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2017

6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan desa (TPK)
tahun 2017

7. Surat keputusan kepala Desa tentang pelaksana kegiatan desa dalam bidang

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017
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8. Dokumentasi pengalokasian anggaran dana desa dalam bentuk pembangunan desa

9. Dokumentasi berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
10. Dokumentasi berupa rekening desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan
buku bank.

6.7. Lampiran Dokumentasi Penelitian di Desa Karangharjo

Gambar Rehab Gedung BUMDesa Desa Karangharjo


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

123

Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 2 Rt 16/ Rw 15

Desa Karangharjo
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Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt 02/ Rw 12 Dusun Gluguh Desa
Karangharjo

Gambar Pengaspalan jalan Dusun Gluguh Rt 12/ Rw 10

Desa Karangharjo
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Gambar Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Gluguh Rt 03/ Rw
12 Desa Karangharjo

Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh Rt 01/ Rw 011
Desa Karangharjo
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Gambar Pembangunan Embung Dusun Sumberpinang Rt 02/ Rw 30

Desa Karangharjo
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I_

Gambar Buku rekening Desa Karangharjo
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Gambar wawancara dengan Sekertaris Desa Karangharjo
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Gambar wawancara dengan Kepala Dusun Parebalan Desa Karangharjo
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Gambar wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Silo


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

131

Gambar wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun Sumberpinang

Desa Karangharjo
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Gambar wawancara dengan Masyarakat Dusun Parebalan Desa Karangharjo Lampiran
6.8 Peraturan Desa Karangharjo tentang RKPDesa
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PERATURAN DESA KARANGHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA||
RKPDesa )
TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA KARANGHARJO
2017
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Menimbang

Mengingat

4,

PERATURAN DESA KARANGHARJD
NOMOR § TAHUN 2016

TEWNTANG

RENCAMA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGHARLO

Bahwa sesusi ketentuan Pasal 79 ayal (3) dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraluran
Pemerinlah nomor 43 tehun 2014 , maka desa diwagbkan
memillki pérencansan pembangunan yang disusun Secara
besjangka melipull Rencana Pambangunan Jangka Menengah
Desa (RPIMDes) uniuk jangka wakiu 6 (enam) tahun dan
Rencana Kera Pemariniah Desa (REPDes) untuk jangka waklu
1 {satu) tahun;

Bahwa RKPDesa dilakukan melalul finm  musyawarah
perencanasn Pembangunan Desa (MUSRENBAMG Desa)
Batiap Tahun berdaserkan RPJMDesa yang dikukubkan secara
resmi dangan kepulusan Kapals Desa

Bahwa Derdasarkan perimbangan ssbagaimana  dimaksud
dalam huraf adan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa
lentang Rencana Kesjs Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa
Karangharfs Tahun 2097

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 lentang Sisfem
Parencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momar £421);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 lenfang Pembenhkan
Peraluran Patundang-undangan (Lembaren Negara Republik
Indanesiz Tahun 2011 Nomor 82;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Megara Republlk indonasia Takun 2014 Momor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomar 23 Tehun 2014 tentang Pemarintahan
Daerah (Lembaran MNegars Repubdlk Indonesia Tshum 2014
Momor 244);

Peraturan Pemeriatah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearsh | Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tafwun 2014 Tantang Peraturan
Pelzksanaan Undang-Undang Momar 12 Tahun 2011 Tenlang
Pembentukan Peraturan  Penmdang-Undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188);

Peraturan Famarintzh Republik Indonesia Nemar 43 Tahun 2014
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10,

11.

12

13.

14.

18,

16.

17.

18
18

20.

21.

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tenteng Desa (Lembaran Megera Republik Indonasia
Tahun 2014 Nemar 123, Tambahan Lembaran Nagara Republik
Indonesla Momor 5538);

Peraturan Pemeriniah Repubik Indonesla Nomor 60 Tahun 2014
tenlang Dana Dasa yang Bersumber darl Anggaran Pandapalan
dan Balanja MNegeara (Lembaran Megara Republik Indonesla
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesla Nemar 5558);

Peraturan Pemarintah Republik indenesla Momor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pamarniah Nemor 80 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber darl Anggaran
Peridapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repubik
Indanesia Tahun 2015 Momor 5684);

Peraturan Mentarl Dalam MNegeri Nomar 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desg;

Peraturan Manter Dalam Negari Momar 113 Tahun 2014 tentang
Pengelpiaan Keuangan Desa;

Paraturan Manterl Dalam Megesl Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menferi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomaor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenengan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Megara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Momor 168),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daersh Terdinggal, Dan
Transmigrasl Republik indonesla Momor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Terib Dan Mekanisma Pengamblian Keputusan
Musyawarah Dess (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Paraturan Menter Desa, Pambangunan Dasrah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Imdeks Desa
Membangun;

Persturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terfinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 lentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017,

Peraturan Menlar Desa, Pembangunan Caerah Terlnggal dan
Transmigrasi Momor 4 Tahun 2017 lentang Perubahan alas
Peraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigras! Nomar 22 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Deserah Kabupaten Jember Momor 1 Tahun 2015
tentang Rencana Tala Ruang Wilayah (RTRW)] Kabupaten
Jember Tanhun 2015 - 2035;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Momor 2 Tahun 2015
tentang FRencana Pembangunan Jangka Fanjang Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2},

Peraturan Daarsh Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

135



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22,

25,

26.

Peraturan Dasrah Momoe 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapaian dan Belanja Dasrah Habupaten Jember Tabun
Anggaran 2017;

. Peraturan Bupall Nomor 23 Tahun 2016 fentang Pedoman

Pelaksanzan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupalen Jember Tahun Anggaran 2017,

.. Peraturan Bupali Nomor 33 Tehun 2017 tentang Penjabaran

Anggeran Pendapatan dan Belanja Dacrah Habupaien Jember
Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Momor 39 Tahun 2017 lentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Dosa di Kabupalen Jember Tahun
Anggaran 2017,

Peraturan Bupeti Nomar 40 Tahun 2017 lentang Tala cara dan
penetapan dana desa kabupalan Jember tahun 2017
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Menetapkan
Pertnma

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN

Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam
menyusn RKPDesa dan Melaporkan Kepada Bupali Melalul Camal.
BKPDesa disusun Berdasarkan RPJMDesa 6 (enam ) lahunan Medaul
{orum Mussenbang Desa

Berita Acara RKF Desa ditanda fangani oleh Pemerintahan Desa dan
LPM /LKMD atau dengan Sebutan Lainnya sebagel Koordinator
penyusunan RKPDesa

RKPDesa Merupakan Bahan Baku Rencana Keglatan Pembangunan
di Deza UntukWajlb gl usulikan Ke REP Daerah

Keputusan inl mulal berfaky sejek tanggal ditatapkan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L1

I

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelakepnnasn pembangunan Desa Karangharjo setiap ahon sejak tabun 2009 telah
mengacy kepda dokumen RPMI Desa yang beraku selama 5 tahun terhitung mulsi tahun
2008 sampai tahun 2013,

Dengan  adanya  kebijakn pervbahen  nasiomal fentang pembangunan  desa
schapaimana tefuang dalam pasal 79 Undang-Undang Noor 6 tahun 2014 tentang  desa
dimana selunah desa wajib menyusun REP untuk program tabunan desa, maka Pemerintah
Diesa Karanghajoperiu menyusun dokumen RKP untuk jangks wakn Tyain bun yaite
tahun 2018,

Doumen REP-Desa odalah meropakan dokumen perencanaan pembangunsn -sat
fahan anpparan yang digunskensshagai pedoman, landasan dan  referensi  dalam
menentukan shala Prioritas penyuconan APBDesa.

REP-Dess inl memual arsh pesyelengparaan pemeriniah dam  pelaksazan
pembangunan dalam bentuk konsepsi.

Penyusunan REP Des Karangherjo dilakukan melai pendekatan partisipatif, mulad
penyusunan Tim perumus, pelaksanasn sampai dengan ditetapkannya draf REP.

REP desa karangharjo memust Rencans penyelengparaan Pemeriniah desa, Rencana
Pembangunen, pembinsan kemsnyarakatan, dan rencing Pemberdayaan masvarakat Dess,

Landasun Hakum,

Rencama Kerja Pembangunan Desa Karangharjo tshon 2018, didasarkan pada
beberapa peratoran perundang-undangan, antara Lain :

1. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyslenpgarann Megam yang bersih
dan bebas dari konpsi, Kolusi dan Mepotiame {Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 1999 Momor 75, Tembahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
IESI):

2. Undang Undang Noenor 25 tabun DM tenlang Sistem Perencansan Pembangunan
masional {Lembaran Negem Repablik Indonesi Tabun 20014 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Repablik indenesi Nomor 4421):

3. Undang Undang Nomor 12 tehun 2011 tentang Pembentukan Persturan Perundang
Undangan { Lembaran Negora Tahun 2011 Nomar 82, Tembahan Lembaran Megam
narnor 5234 J;

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, {Lembaran Negarn Fepublik
Indonesia tabun 2014 Womor 7, Tembahan Lembaran Megera Repulik Indomesi
Womor 5485);

5. Undang Undang Momor 23 tahun 3014 Tentang Pemeriniahan Dacrah, (Lembags
Wepam Republik Indonesia fnhun 2014 Momor 244, Tambahan Lembamn Mepars
Republik Indonesia Nomor 3587);

& Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahum 2014 Tentang Pernturnn Pelaksanasn
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentanp Dess (Lembaran Megarn Tahun 2014
Momer 123, Tambahan Lembaran Negars Nomor 5539);

7. Persturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tantang Perubohan atas Peratursn
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentong Desan yanp bersumber dasi anggaran
Pendapat dan belanjs Negara, (Lembaran Negarn Republik Pada tahon 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Megar Momor 36543,

8. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 111 tahon 2014 tenlang pedoman teknis
peraiuran di dess, Peraturan Menteri dalam Megeri Momor 113 talwun 2014 tentang
Penpelolaan Keunngan Dese;

9, Peramuran Mened Dolam negeri Momeor 114 tabun 2014 ientang Pedoman

Pembangunen di Desa;
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11,

12,

Peraturon Menteri Desa Peinbangunn Doesali Tertinggal dan transmigras] Nomor 2

tahun 2005 (entang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengnmbilan Keputusan

Musynwarah Desa,

Peraturan Presiden Republik Indonesin Momer ... Tentang Rencann pembangunan

Jangka Menengeh Nasionsl Tohun  (Jembaran Republik Indonesia Tahun  Momor
K

Peraturan Dwerah Porvinsd Jawa Timur Womor Tahwn Tenfang Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Dioerali Provinsi Jawa Timur Tahun (lembaran
Daerah provinsi Jawa Timur Tehan Nomor Tehug ser E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Momor  Tabun Tentang Rencana
Pembangunon Jangka Menengah Kabopaten Jember Tahun  (lembaran  Diserzh
kabupaten jember Tanggal Momar Tahun )

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Peayusunan Dokumen REP-Desa Karangharjo Tabun 2017 dimaksudian Untuk :
Merumuskan kegiatan Pemerintah desa ditshun depan yang dilakskan oleh Desa
yang sumber dananya berssal dari APB-Desa. yang bersumber dari PA Dess, ADD,
Drann Desa, BGH, swadays Masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengilat.
Merumuskan Prioritas kegiatan desa yang dilaksanakan dengan sumber Dana AFBD
KabiFota, AFBD Prov, APBM,

Tufaan

Adspun fujuan penyusunan Dokumen REP-Desa Karangharjo tahun 2017 dibuoat

* unmek :

L3

1

Member amh dalam  mencipiakan dalam keterkaitan dan konsistensi dalam
selama | (satu) Tahan,

Member arah  dalam  mendaya gundkan sumber days sccara  Efckuf
Efisien berkeadilan dan berloslanjutan;

Menjamin tercplanya Integrasi, singloronizasi dan sinergi antar pelaku pembangurian
di wilayah Desa.

4. Agar Dess memiliki dokumen perencanaon pembangunan tahunan, Sebagni dasar
peniysunan Pernturan Desa tenlang Rencan Angparan Pendapatan dan belanfa Desa
(APB-Desa);

Manfant Y
Manfast Penyusunaan RKP-Desa Karangharjo Tahun 2017 adalah §

I. Menentukan Anggoran sesuni ketentuan

2, Mementuksn jenis — jenis pembangunan

3. Melaksanakan pembangunan sesuai kebutahan masyaralost

4, Membuka keterlibatan masvarokat secarn langsung dalam proses pembangunan

5, Menciptaksn propram pembangunan Desa secara berkesinambungan

Visl dan Misi

Wisl

Vigd Desa Karangharjo sebagai berikut !

*“lerciptanya mnsyaraknt relegius, sejahtern lahir dan batin didukuag cleh Pemerintahan
Diesa yang bersih, b:mfib!!'l'l,]lruﬁi‘dmirmaﬂf".

Misl

Meningkatkan kegiastan dan mengaktifian kemball keAgumaan dalam kehidupan
masyaralat,
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al‘

Mewujudkan kwalitas kerja apamnir dengin pelayanan yang efektif, efisien dan
nkuntabel,

Membangun kemitraan dengan lembapa pendidilan dan lembaga kesshatan.
Menggali potensi desa [ kelurahan unnzk dimenfaatkan guna ereujudnye masyarako
yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya
masvarakal.

Menialin  dan mengembangkan  kemitraandengan  stakholders dalam  rangka
meningiatlan partisipesi magyarakan dalam pembangunan.

Menciptakan iklim usahn yang kondusif, untuk menari investor guma membangun
serla mengembangkan industri dan  perdagangan, dalam mngkn  periuasan
kegempatan kerja.

Memperdayakan masyarakat miskin melalui program pendamping dan pembinzan
yang berkelanjutan, uniuk mengurangi anglon kemiskinan

Membangun pedesaan yang berbasis pads sektor perianian dan nén pertanian sena
memnupayskan tersedianys samna dan prasamna pendukng.

Menciptakan situssi desa yang kondusif dan harmonis.
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BABII
ARAH KERUJAKAN KEUANGAN DESA
A Pesdapatan Desa
Peslapaian Dhess melipiitl semuanpenerimaan uang melalsi rekening Desa yang
merupalon hak Desa dalam | {sata) tnhun anpgaran yang Hiak perlu dibayar kembali leh
disd. Perkiraan pendapatan Dess disusun berdasarkan asumst Realisasi pendapaten Dess
talvan sebehumnyn dengan perkiman peningkaian bendasarkan potensi yang menjadi sumber
pendimatan asl| dess, Bagisn Dana Perimbengan, Bantugn Kevangan darp Pemerinish,
Pemerinish Provinsin dim Pemerintah Kabupaten Hibah dan sumbangan pehak ketige.
MMWMMTMMMHMH@!H&M.W [
st Mityar serbilas ranus emnpat puloh sembilen jut sembélen rans empat rabs wjuh
puluh empat rupiah) yang berasal dari |
D SUMBER PENDAPATAN JUMLAH [Rp)
1 | Pendapatan Asli Desa
a. Hasil Ussha fpa
b Hasil Aset [ Kekayaan Desa Rpl6.000,000
©  Hasil Pengslalaan desa Yang Dipisshkan RpD
d. Hasi Swadoya Dan Partisipasi Masyarakat Rp5.000.000
&, Hasif gotong Royong Rpd
f. Ladn-lain Pencapatsn Achi Desa yang Sah fip 3.000,000
1 | Pendapatan Transfer
a. Dana Desa [D0) Rp911.986.733
b, Algkas] Dana Desa [ADD) Rp GO9.208.H51
e Baglan Masil Pajak dan Ratribus! Kabupaten jember Rp 41.204.850
d. Simbangan Fihak Ketiga Ro0
JUMLAH Rp 1.942,900.474
B.  Belanja Dem

Belanjn Desa melipoti semua pengeluaran dari rekening desa yang menupaksn
kewajiban Diesa dalam | (satu) Tahim angparan yang tidak skan diperoleh pembayerannys

kembali cich desa
Belaja desa terdin dari =

NO PEMBELAMIAAN [BELANIA) JUNLAH (Rep)

1 | Belanja bidang Penyelenggaraan Peemerintah Aig §77.704,891

2 | Betanja bidang Pembangunan Rz 954,104 850

3 | belanja bidang pambinaan kemasyarakatan Rp 62,000,000

& | Belanja Pemberdayann Masyarakat Rp 57.500.000

5 | Belanja Tidak Terduga fip B2 500.000
ILMLAH fpl.043.813.741
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C. Pembiayaan Dess

NO | PEMBELANIAAN [Pemblayaan Desa] JUBALAH [Rp]
1 | Pensrimasn Pembiayaan 0,00
2 | Pengeluaran Pembliayaan 0,00
3 h:llnil-hldlr_ll pembinaan kemasyarakatan 0,00
JIUMLAH PEMBIAYAAN DESA (.00

D. Kaidah Pelaksanazn
Rentana Kengn Pembangunan desn (REP-Dies) dalah dasar penyusunan Rancangan

Angparan Pendapatan dan Belanjn Desa (RAPB-Des)untuk itu diperfukan knidah-knidah

pelaksansnnny ynity &

I. Pemhangunsn dilaksanaksn aleh Pemerintah Desa bersama masyaralatherkewnjiban
mengacu pada REP Desn Karsnpharjo Tahun 2018,

2. Forum Musrembang Kecamatan menjadi forum yang membahss erah pembangunan
di tnghkat kecamatan dengan mengsco pada BEP Desa yonp sudshdisusun dan
ditetapakn olel Desa

3. Satuan Kerja Pemerintah Dacrsh {SKPD) Kebupsien terintegrasi dengan rencana
stmlcgis yang memust visimisistretepikebijakan program dan kegintan pokok
pembangunan sesusi dokumen REP-Diess
Dalsm runpgks meningkatkan efektifitns pelaksanann REO-Dess Karsnphargo tahun

2061 perlu dilaksarmkan evalussi tshunnn terhadsp pencopainn tujuan dan sssaran

pelaksansan kegintan yang telah di tetsplan dulam rencans pembangunan. Hal-hal yang

belum distar (erkait io-isu pembangunan Dess sast ind skan dibahes lebih njot melng

Teviwkajizn ulang sesuni kebutuhan pembangenan di Desa.
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3.2.1 Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

RO URAIAN SUMBER DAY A ALAM VOLUME SATUAN
1 | Maiesial batu kali dan kertkil 150.000 m3
2 | Pesir Sungsi 300,000 m3
1 | Lahan Tegalan 1.600 Ha
4 | Lahan Persawahan 25 Ha
5 | laahan Hutan Rakvat PokmkHa Ha
& | Sungsi 500 Ha
7| Tanaman Perkebunan ; Pepeya , Kelapa, Kopi dil 1.500 Ha
B | Laban Kolam 4 bh
§ | Lahan Persawahan 25 Ha
10 | Sumber Air 6 Bh
11 | Lahan Tegalan 1.600 Ha

3.1.2 Sumber Daya Manusia

NO | URAIAN SUMBER DAYA MANUSTA (SDM)

VOLUME | SATUAN

1_| Penduduk dan Keluargs

u. Jumiah Penduduk laki - Laki 4.B87 Orung
b. Jumlah Pendudik Perempusn 5283 Chrang
c. Jumlah keluargs 3958 KE
2| Jenis Pekerjaan
a. Pertasiian dan Peternakan 1200 Cirang
b. Pmlhw
¢. Indusini Pengolahan (Pabrik, Kerajinan D11} 15 Orang
d. Perdagangen Besar / eceran dan rumah makan 50 Chzng
c._Angkutan, Perpudangan, Komunikasi 150 Orang
L Jesa 30 Orang
g. umnnmu.ﬂu,umﬁxmwht.ﬁmm 25 Orang
3 Tu:_g Kerja Berdasarkan Latar Belakang pendidikan
o Lulusan §-1 Keatas 50 Crrang
b. Lulussn D1,D2,D03 75 Orang
¢. Lulusan SLTA T4l Orang
b. Lulusan SMP B30 Orang
e. Lulusan 5D 500 Orang
f. Tidak tamat SOV tidak sekolzh 1.500 Ornng
1.1.3 Kelembspaan / Organisssl
URAIAN SUMBER DAYA KELEMBAGAAN /
NO ORGANISAI YOLUME SATUAN
1 | PEMDES 13 Cheanjy
2 |BPD 11 GEE
3 | LFMD 9 Orang
4 ?K_.K 17 ﬂma
3 |RT 75 Orang
5 | RW ] Orang
7 | Kurang Tarana 9 Kelompok
B | Kelompok Tani 9 Kelompok
9 | Kelompok Keagamaan 10 Kelompok
10 | Kelompok Simpan Pinjam 15 elompok
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3.2.4 Potensi Srana dan Prasarana

KO | URALIANSUMBER DAY A PEMBANGUNAN VOLUME SATUAN
1 | Aset Prasaran Umum_
2 Jalan Desa 5 Km
b. Jalan Dusin 15 Km
c. Jembatan 4 umit
2 | Aset Prasarana Pendidikan
2 Gedung Paud k] Unit
b. Gedung TK _ 5 Unit
c. Gedung 5D 4 Lt
d M
e SLTP/MTs 3 Unit
L SLTA / MA T SME 1 Unit
3 | Aset Prasarana Keschatan
2 Posyandu 1% Undt
b. Polindes 1 Unit
. MCK § Uit
d. Sarana Air Bersih 2 Unit
4 | Aset Prasarana Ekonomi
a. PasarDesa 1 Unit
b. BRI 1 Unit
c. BKD 1 Uit
5 | Kelopok Usaha Ekonomi Produkif ]
& Jumlah Kelompok Usaha 15 Kelo
b. Jumlsh Kelopok Tani 9 Kelompok
c. Jumlah Tempat Produksi kayu sengon 2 TPE
6 | Aset Berupa Modal
i Total Asetl Produktil 250 Juta
b. Total pinjaman di masyarakat
3.2.5 Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
NO | URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA VOLUME [ SATUAN
1 | Kelompok. Pengajian 16 Kelompok
2 | Kelompok Wilayzh 10 Kelompok
3 | Kelompok Musik Tradisional 3 Kelampok
4 | Kelompok Gotong Royong § " | Kelompok
5 | Kelompok Pemuda OlahRaga 3 Kelompok

Demikian masalah dan maslah berbasil dihimpun dalam tahap pengkajian keodoan desa.

Masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan
kebijakan pembangunan di Desa kerangharjo selama satu tahun kedepan,
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BAB IV
RUMUSAN FRIORITAS PROGRAM FEMBANGUNAN

41 Prieritss Program Dan Kegfatan Tabunan Skaln Desa
PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2017

SUMBER DANA INDIKATIF
ALCEAS] T BANTUAN

BAGIAN

RO IMDICATIF PROGRAM/ DAMA | DANADESA DR AR
KEGIATAN DESA | DESH | BAGLAN DANA | HASIL PAIAK | APBD | APHD
[APBN] | PERIMBANGAN DA PROVINSI | EABUP
KAE. RETRIBAISH ATEN

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
| Melabukzn musywarah desa ADD
| pengadasn sarani komputer ADD
pengadaan sarany prasarana
ketja ADD
ruang sekretariat desa
penietzpan dan panegasan
batas ADD
dusun batas RTRW
peadatasn :

1. data penduduk
{pertumbuhan
penduduk tingiat o
pendidikan, data
perekonomian, kel Usaha dil)
2 pemutakhiran data tanah
PELAMEAMAAN

Il | FEMBANGUNAN

DESA
pembangunan/rehab gedung
T/ ADD
Diniyzh
Pembanguman aspal lapen
Dutusn Gligubh Rt 003/ Bw 12
pembangunan jalan aspal AT
11/ fow 20 Dusun Gluguh
Peninglkatzn jalan aspal Gluguh
2R 12/ AW
pembangunan pasar desa
Dusun Krajan

| pembangunan paving stons BGH
| pembangunan rabat baten 1 oo
imh;ﬂmﬂ drairasi APED
| pambangunan TFT APED
pemb. szrana sumber air
berslh APED
| peenbangunan pasar desa D
rehab pusty ADD
W PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
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Pembinaan lembaga : AT, AW
KT,

PKK, Pemuda Qlahraga, Dan e
LEMD

penyelenggaraan ketentraman

dan kerukunanan antar umat ADD

Beragama
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KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGHARJO
DAN
KEPALA DESA KARANGHARIO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGHARJO
NOMOR & TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MaMHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGHARJIO

Menimbang

Mengingat

DAN
KEPALA DESA KARANGHARJO

: o bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama

gntara Badan Permusyawaratan Desa dengan
Kepala Desa disepakali Rancangan Peraturan
Desa uniuk ditetapkan menjadi Peraturan Dess;

e. bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurel a, perdu menetapkan
kesepakatan bersama Badan Permusyawaralan
Desa dan Kepala Desa Karangharjo;

. 27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Megara Republk Indonssia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4421);

28. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Megara Republlk Indonesla Tahun
2011 Nomar 82;

29, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran MNegara Republk Indonesia
Tahun 2014 Memor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemarintahan Daerah  (Lembaran. MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

31. Peraturan Pemeriniah Nomer & Tahun 2008

Eencana Kerig Pernarintsh Desy Karingharjo (REF-=Desa) Tahun 2017 a8
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Memparhatikan

41,

43,

45.

&6,

47.

448,

&0,

51.

a2,

Musyawarsh Desa (Berita Negara Republic
Indonesia Tahun 2015 Nomar 158);

Peraluran Menterl Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomar 2 Tahun 2018
tentang Indeks Desa Membangun;

. Paraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigras! Nomor 22 Tahun 2016
lertang Panetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017;

Peraturan Menterd Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal! dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi
MNomar 22 Tahun 2016

. Peraturan Claerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Momor 1
Tahun 2015 fentang Rencana Tala Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 -
2035

Peraluran Daerah Ksbupaisn Jember Nomor 2
Tahun 2015 terlang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Dasrah Kabupaten
Jember Tahun 2015 Nomar 2);

Peraturan Caerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah Momor 1 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Bupali Nomor 23 Tahun 2018 {entang
Pedoman Pelaksansan Anggeran Peandapatan
dan Belanja Dasrah Kabupaten Jamber Tahun
Anggaran 204 7;

Peraturan Bupati Momaor 33 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggarman
2017,

Peraluran Bupati Nomor 39 Tahun 2017 {entang
Podoman Pengelolaan Alokasl Dana Desa di
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017,
Peraturan Bupatl Momor 40 Tahun 2017 tentang
Tala cara dan penetapan dana desa kabupaten
Jambar tahun 2017

: Hasil rapal BPD dan Kepala Desa pada tanggal @ 1

April 2017 ientang Pembshasan Rancangan
Peraturan Desa tentang Rencana Kera Pemerintah
Desa Tahun 2017

Rericana Kerfa Pemerintah Desy Karangharjs (RKP-Desa) Tabun 2017 | 40
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2. Nepaia Desa barsama BP0 manyepakal Rancangan RKPDess yang akan dlstapkan merjadi Peraturan
Dasa tentang REP-Desa, {farfmmpir).
3. Hasil kegiatan barupa Rancangan RKP-Dasa sshagaimana ferlamp

Cermiar Gotéa Az bl it dan dkeafiian Corgun e [Bnggang s Gar dapel Soetpsuinn arbapta maEinys

Ketua Tim sun RKP-Desa Katua BFD

Mengetahul dan Meayetujui
Wakil dari Peserta Musyawansh
Hama Alzmat
1 SUHAILI D, Gluguh -
? MOH, TALLIP Dsn. Str. Pinang
3 NAFISAH D0, Parebialan
4 SITIHALIMAK Bsn, Daningan

§ SUKAR D, Krajan R D O
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN SILO
DESA KARANGHARJO
JI. P8, Jend. Sudirman No. 08 KP, 68196 Telp. DBSI58253268
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-Desa.
DESA KANGHARJO KECAMATAN SILD
Eiiatan dengan petakianias muty Rercara bea 7 Deea o Deaa iamrghae , ocamalas SR Fabazaten Jerrbes, foca badlahad il

Waridan Tanggal Selasa, 24 Januarl 2017

Jam :08.00 54 1230 WIB.

Tampat | Balai Desa Kemanghap
Tl dapiesaiun A RN et T Pediuiun FOPDeid aaaguimens 2300 eiasph Jon Mulyded S ALK Fersusinm
Raspaspen Cokmen g dild plak T Perrnutin Dokt FRI Daka, BPD), Ursiid Pecvindabn Dada, LMD, Tiabat Mickpoesedd Jai UiV

lam yarg el petagmmana e ken Sean Salfer bach loraror

aiter riz ok @y dbates G mETerah ini s oy berinded splr eneer prraTan ot G sEEETGer adalah ©

A, Mater atau Toplk
1. Sosiafsasi Rancangan Dokumen RKF-Dasa.

2 Pambahazan Afuran Takniz Musyawarah Desa RKP-Daza

B. Unsur Fimpinan Rapat dan Mara Sumber

2. Pimpinan Rapat : DANY MUHAMMAD. dari unsur Pamerintah Desa
3, Sakmtaris /Nofulis FAUZAN SUSWANTORO dari ungur Pamerintat Desa
4, Narasumber i 1. DANY MUHAMBAD deri unsyr Pemerintah Desa
2. Ors. IMAM SYAFI', MSI, dar Ensur LPRD
1. TOTOK M. ERVAN dari unsur BPD

Fouwan ks ST R0 G Sikust B hadip T Se e dalas Dega mitwmbind Seia mermlasin
mmmu“mﬂmmmmmwmm:

1. Telah disosialisesikannya Rancangan Dokumen RKP-Desa,
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Lampiran 6.9 Peraturan Desa Karangharjo tentang APBDesa

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGHARJO
Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pemerintah Desa tahun 2017 maka
pada :
Hari ! Selasa
Jam » 08,00 s/d 11.30 WIB
Tempat : Kanitor Desa Karangharje Kecamatan SILO

Telah dilaksanaksn pertemuan yang di hadii oleh Ketua, Wakil Kefua,
Bendahara dan seluruh anggots Badan Permusyawarsian Desa (BPD) Dess
Karangharje  Kecamatan SILO, untuk membahas Rancangan Peraturan Desa
Karangharjo Kecamatan SILO tentang Rencana Pemerintzh Karangharjo

Dalam rapal lersebut setelah melalul musyawarah dan dengar pendapal dari
peserta rapat, akhimya dicapai kata sepskat uniuk menyetujui secara mufakat
penelapan Rancangan Peraturan Desa Karangharo tenfang Rencana pemerintah
Desa {RKP-Desa) Tahun 2017,

Demiklan Berta Acara ini dibust dengan sebenamya dengan catatan apabila
terdapat kekelirzan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Karangharja,
Pada tanggal : 24 Januad 2017

Peserta Rapat ;
No Nama Jabatan Tanuararzgef_
1! HW Kurmag Kthal B
2, [T Gpinrtir® Wakil Katua T gl
a M- Wuime Had: Sakrelaris A = L
4, Tk M Tk Anggota ;":l?‘
5. WAIH9RRAL 4 Anggota 5\
2 lamisip. poggots T8
8 ﬁﬂfﬁ:‘.’ﬂ-ﬂf‘ ] Angoota £ 1;'{
0. [Balyw VMM pnggoa 1 Pl 5
10 %HL&WW Anggota 1D W .
1 | ATV Anggota f;i Ay

Remcan Karta Pemerintah Desd Kararghasio (RKP-Desa) Tahun 2017 43
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PERATURAN DESA KARANGHARJO

NOMOR D4TAHUN 2017
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Menimbang

Mengingat

PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGAHAR.JO

Bahwa sesuai dengan ketenfuan Peraturan pemerintah
Republik Indonesia nomor 43 fahun 2014 Kepala Desa
menatapkan rancangan Peraluran Desa tentang Anggaran
Fendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

Peraluran Desa tenlang Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDesa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

Bahwa berdasarkan perdimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b peru menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) menjadi Peraluran Desa. tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun
Anggaran2017

Undang-Undang MNomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Megara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5485);

Feraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraluran Pelaksanaan Undang Undang MNomor 6 tatwm
2014 tentang Desa (Lembaran MNegara Republik
Indonesla Tahun 2014 Momor 213, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Momor 80 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomar 5558);
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10.

1.

12,

12

14

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5558},

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pamerintah Nm
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber car
Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694),

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 111 Tahun 2014
{entang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelciaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Benta Negara
Repubiik Indonasia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dasrah Terfinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tats Terib Dan Mekanisme
Pangambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun,

Peraturan Menleri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioeitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Menleri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal
dan Transmigrasi Nomar 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
alas Peraturen Mentern Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Dasrsh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015

16.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Jember Tahun 2015 - 2035;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabypaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomar 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Dasrah;

18, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Deerah Kabupaten Jember Tahun
Angparan 2017,

18. Peraturan Bupati Momor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017,

20. Peraturan Bupali Momor 33 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017,

21. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2017.

72 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tala cara
dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA NOMOR 04 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2017
PERUBAHAN APBDESA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 perubahan
AFBDesa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 2.027.977.182 -
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemnerintah Desa Rp 789,208,891,
b. Bidang Pembangunan Rp 1.059.482.032 -
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 3.000.0000 -

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 37.500.000,-

e, Bidang Tak Terduga Rp 62.500.001 -
Jumfah Belanja Rp 1.912.8580.823 -
SurplusiDefisit Rp 115.086.733
3.Pembiayaan Desa

a.Penerfimaan Pembiayaan Rp 14.000.000
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 129.086, 733
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 115.086,733

Daaal 7
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Uraian lebih |anjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, lercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini berupa Rincian Struklur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepals Dess guna  pelaksanaan  Peraturan Desa  ini

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dess ini
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekrelaris Desa.

Ditetapkan di Karangharjo
Pada  tanggal A
KEPALA DESA KARANGHARJO

DANY MUHAMMAD
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Lampiran Peraturan Desa Karanghadja

MNamar
Tentang

04 Tahun 2017

Parubahan &nggaran Pendapatan din

Dasa.

TFERUBAMAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMIA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGHARID
TAHLIN ANGEARAN 2017

JUNELAH BERT,
= . oo
| Bebelirm Perubihun | Setelah Prnsbahen Rp. B
4 3 4
ll | |FERDAPATAN 1.045.500.474 | 2027.577.656 78,077,182 ki
2] 3] | Trendoparan Asi beso 25000000 | 25.000000 gi
ol 1) fHsal Usske - -
e 16.500.000 16 00,000 o]
1 Sewd tanah kas desa 14,000,000 14000000 IT
1. Pasar Dess 2,500,000 1.500.000
3] 3| 3| Jswaduy, #a i dan & 5,000,000 5000000
1) 3| 4] [iaindain Pendapatan Asli Desa yang vak 3.500.000 3.500.000 L
Pandapatan darl portal jalan dusun 1.000.000 1.000.000 o]
Komisl penjuilan / pergacaan barang / s 2,500,000 1,500,000 e|
3 Perdapatan Transfer LE24.000478 | 2IN.977.650 moTramz @
103 1 |Dens e 911.008.733 S11 985733 |
2 I i darl hasdl pajak Rrstrdiusi daerah kabupateng keti
1 Bagi basll pajaa daerah 41,204,830 75174558 0974, 00| 4519
3. Mgl Bl reteibaisl danrah [ 18043378 180878l e
1) 2| 3| [Alckasi Dana Desa AOS.208. 891 935267987 6050008  ‘E7
1) 2] a] [santusn keiargan 52,500,000 L.500.000 o|
Rl | Bantuan Provingl i, 500000 £ 500,000 L
1] 2| 4] dBariuan Kabupaen / Kots + -
1 1 vty Ll fiii - -
1f 3] 1 Hmhmmmnﬁmmﬂ!hhimﬂh . =
1 Z| |Lain-daim Petdapatan Desa yang sah - =
iL_M PENDAPATAN LO49.500.474 | 2027.977.656 marrasr] | o
BELANIA 1049500474 |  2.027.977.550 [
23| | |sutamg renyeienggoruen pemerintahon oee Trrvonss: vmaoess| 31500800
20 af 3 Iponghasian Tetsn dan Tenjangan 17600000 | a17.800.000 0
2| 1 3] 3)ew 417,600,000 417,600,000 0
- Parghesilen Tetap Kepsls Defa dan Peranghat 534,000,000 324,000,000
1. Eepale Dot : 1 Orgu 12 Bln g Ap. 1.000,000 36.CO0.000 T 200,000 [
2. Sekrwtacis Desa  Non PG 20,800,000 L0080 0
: ﬂ; i ¥ HE.400.000 6,400,000 u|
4, Knpala Seksl 3 orang - 5 0Ong ¥ 12 Bin v Ap. 1.800.000 64,800,000 FB00, 000 o
i i ; 7 108.000,000 108.000.000 ol
- Tambahin Tinjsn Ia Owsa dan Peran I 0000 22 WL, Ro IJI
1. Kepala fheva -1 Org w 17 Bin x fip. 300,000 1,500,000 3,600,000 0|
2. Sekretarks Dosa WS ; 1 Qg x 12 Blnow-Ap 200,600 2,400 000 LAMLO0D a
.MJﬁMﬂmmm—mp P AR ;’——
4, Kepala 5okl 3orang : 3 Orgu 12 Bie x Rp, 100.000 3. 600300 3600 000 o
4. kepala Dusun 5 arang : 5 Org 12 S x Bp, 150,000 9,000,000 2060000 al
= Tunargan SP0 B0 EOCLIHNY S0, BOLH00 o
1, Hetus BP0 1 Ong x 17 Bl x Ap. 500,000 E.000.000 £.000.000
2, Wakil Ketus 3P0 1 Org » 12 B x Rg, 475,650 5,700,000 5.00.000
3, Seloretnris BPD 1 Cvg x 12 Bin & B, 475,000 5700000 5 700.000
4. Anggota 3P0 § orang x 12 B x Rp. 450.000 43,200,000 4,200,000 q|
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—
Liski o SRR BLRT AMTAH BRI NG.
WERENING URAAN
L | Babslum Berubabiar, | Setaiak Perchat Ap. il
1 2 3 1
- Honor Buldnas Mal Laur A an 1 Orgu i Bing d L] L p00.000 o
- Honar Bulanan stal kaur eangan § Oog s 17 Bin x 300.1 1 00000 BN L i
- HONOR TP [Tim Pengetala) Penyi Barang dan jass
11 0rg o 6 hitan v fip 506,000 2600000 3,600 D00/ gl
_!i_l 7] _|Oparagianal Perianbaran 198,008.891 309508591 o]
21 1| 2] 1laciants Pegawn
L. Hano FTPRD = 15,000,000 12.000.000 30000000 03
1. Seloezaris Deda 1 1 Org x 17 B 5 fp. 350000 3,600,000 2.000.000 of
2. Kipals ekl 1 3 Ovgx 17 B = fip. 300000 5.000.000 7300000 ﬂ
3. Bendahasa Desa ; | Ovg x 10 Bin x Rp, 150,000 7 470,000 1.E00.000 ﬂ'!
2 1| 3| 3|aetanja farang dan issa 242008851 253108 851 :.l.m.m, B.5
1. Abat Tulls Kantor 1.783.851 LTRE 5% o
2. Bengh 705 {materai] 1000.000 3,000,000 |
1, Dahan/material D00 000 Sl 000 Iﬂ
-Sapu pul 7 buab x Ap. 75,000 150,008 150,000 3
= Sapw 1 & buyah n Ap. 10,000 40000 A0 Doa
- Kain ol + & bsab A 10008 40000 40,000 of
= Leranjang waemmah, gayung, tiemba dan alat pel T.000 LK l:l-l
- Lipah petuyan ceanieg wervics 5010000 00000 !!
4, Pemellharasn 20000600 1000000 ]
ell] ] ] 2.600.000 2.000,000 u[
5. Cetab/penggandasn 1.850.000 150,000 of
- Cetak surat, ampleg, buky, benner, sparduk dii 50,000 50.000 HE
= Penggandaan/penilidan berkay TE0.000 50000 ﬂE
- Cetak otn 350,000 350,000 Pl
& Fembuatan Papan Data 3.500.000 1,500,000 of
7. Sewi apan dai pevalitis arior |
- Sewa berap, kursi meja, sound sstym dl 3,000,000 3.000.000 ol
8. Makznan dar minurnan rapat 7000000 7000, D00 4]
- Kanwumad rapatfapat Pemerintsh Desa/pertemuan 7,000,000 000,000 af
3. Pakalan Dird dan Atibut E375.000 E3T5.000 ]
= Pakialun denis dan atnbuit : 15 arga g, 250000 1.750.000 1750000 I:I|
- B st ; 15 oog w 175,000 1.635.000 2635000 of
1EL Perafanan Dinas. 5100 D) 5100 000
- Kopala Dnsa ; 47 ki x Ap, 100,000 1,300, 00 B0 000 ﬂ
- Peranpkal Desa | 13 Ovg £ 6 &l & Bp, 50000 3,900,000 1500000 !a
11, Honovarlum pera sumbserfahll ¥
13, Operacianal Perrerintah Cesa
Repals Deis [Cak SmEamamg, pembimEin NTEw ol ;
17 Bl x Bp, 200000 2 A00.600 LA 000 e
T4 Insenbll Rukun teanges kum warga ; 0B Gg a 13]
bim x Rn. 150000 ditsmbah 106 eeg x 3 bin « 50000 190,230,000 206 700.000 15, G0N D0 |
T T RTTORT TR BTN PR ST TSy =
mavyarakat 1504, 000 1500060 ]
6. Alr, Listrik lan Telepan 1.000.000 1.000.000 |
16. B keglatan keAgrmann/ kel bavparakat 1.000,000 L0600, D00 -l
17, Bantuan keglatan PHES dan PHON { Maulld Nabl, Hari
Bimklamal, dif 5.000.600 5.000,000 B
18 Bantuan sembukn kel lansta 2.800.000 800,000 o
19, Perebuintin Pos Samiing 2,001,000 1.000.000 g
A0, Bayar Blaya Kurias Menjakit - 2,000,000 | 1t|:|:|nn|
21 Bayar Blaya Pelathhan Membiag Keiet - 3. 300,000 ERLATLE
| 2 1] 3] a|netanjs Madar A3.800.000 32,000,000 600
=Laptop 3 wnit {dirubsh satu wnit] 10000000 4 &0 00 5,200
- Comgutar 1 Unie 3,500,000 3500000
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O, LA BERTAMBAR/BERKUTANG
REKENING i)
| Sabaium Parubshas| Sctcish Perubaban Rp. o
1 ] 3 2
- Froyektor/slider 4,500,000 3.300.000 14
- Deli Winja Kanier 2.800.000 1.800.000 L]
= Kuryd Kantor Desa Ap. 430000 & 30 buah 7,000,000 2.000,00) [\
- Deli Mesin Jenss B.000.000 4.000:000 :.n:n.ﬂnn]_
+ Pengadaan Sound System £.000,000 A.8040,000 i.!ﬂﬁ-ﬂﬁi
L2 1] 3 raslonal BFD 1,500,000 1,500,000 a
2 1) 3 Iﬁnﬁ Bavang dan jasa i .
- ATE 400,000 405,000 o
- Ko i Rapat 2,000,000 000000 of
+ Baju Eeja- 1.100.000 1.300.000 a
1] 4] |Bperaslonal AT/ AW . »
1] 4] 2iBelania Barang dan s - -
§ ' 7,200,000 7.200.000 ol
2] 1] sl 1neians Peguwai 296,000 3,168,000 al
|J.. Honorarum operatos @ 1 ang % 52 filn & Bp, 264,000 3388000 3.168.000 uf
2| 2| 5] 2lsetanja Sarang dan 13 4032000 £032.000 o
L. Bulanap internat 3 12 Bin & Rp, 116000 4.033.000 4033, 000 o
2| 1| 8| |Ikeglatan Peiacihan pengelolaan kewsngan duss 4,800,000 4.800.000
2 1| 7| [Penyuisnan BRI Redew P4 dan RXP/Review AXP 4 500,000 AS00H
2] 1| 7] 3] Betanjs Pegawal 2,000,000 4,000,000 [
1. Hanorarivm : 2.500.000 2.500.000 a
- Kipata Ditsa | 1 Org s 2 Bin » Ap, 300.000 62000 60000 o]
- Kapala Urusan : 3 Org x 7 Ao x B, 250,000 1,500,000 1,500,000 af
- Berlahars Desa : 1 Ong o 3 din « Ao, 200,000 ACxLB00 400,000 o
2, Uisng bembur | 1,500,000 1,500,000 of
- Wepula Desa : 1 Orgix 30 em x %o, 10.000 300,000 100,000 o
=~ Kiepaha Urusan < 3 Sng x50 Jam x Ap. 10.000 S00.009 S00.000 o
= Beradshara Desa o1 Org x 30 fam x Ap. 10,000 Joousad Joo.om -]
2| 3| 7| 2|Belanja Barang dan Jasa 500,000 500,000 Bl
1. Monswmsk [makan dan minwem} 500.000 500,000 0
3l 1 PEnyLsLnan |aporan oertangEunEawaban Baniuan = e j—-
2| 1] 8] 1|metan: wil 4000000 4,000,000 a|
L. Honorarkim T 500,000 2.560.000 a
Fepala Dess : 1 Orgx 2 8in x Bp. 300000 600000 £00.000 a
- Kepala Urgsan =3 Org v 2 Bin x Bp, 750,000 1L.500.000 1.5000000 []
- Bangahara Dosa : 1 Orgx 2 Bin x ip. 200.000 400,000 400.000 ol
2. Uang lembur | 1.500,000 1,500,000 a
= Kepals e - 1 Org x 30 Jam x Ap. 10,060 Joougid 300,000
- Kepals Urusan : 3 Og x 30 am x Ap. 20,000 500.000 00,000 i
- Bendabena Desa @ 1 Ovg x 30 jam & Ap. 10.000 300.000 300000 QI
2| 1| 8| 2|Belenjs Barang dan Jisa 500,000 500,000 ol
[ T Py ——— 500,000 500,000 o]
3] 2] | |moangrelaksanasn rembsngunan ess sseyoamso | 1ossannont | aosarram| 1008
2j 2| 1f |Pembangunan EmbungDes3 di Dusun Sumber Pinang SO0 000 0.600,000
EEN Jw
1. Honprasium Pelainana Keglatan © 3.200.000 3,200,000
1, Ketua | 1 Orga 2 Bin x Ap. 300,000 S00.000 G00.000
7. Seieatars + 1 Org w 2 8l x Ap. 250.000 500,000 500,000 o
3, Benaahara - 1 Org & 2 Bin & Ap, 250.000 500,000 500000 of
.q.m!nu +A Do x 3 B x g, 300,000 1600000 100,000 ql
a0 4]y Rarsng dan Jasa
B . upah Kerjs E5000,00 | 3564500000 o
Wander 18006000 | 3.800.000.00 o]

161


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

162

KODE JUMLAK BERTAMAAN /MERKUSARS
BEREN NG URAMN
Sebrium Parubaban | Seinlah Parubaben Rp bl
1 3 4
Tk BASI00GCO | EAGDD0000
feimja 15430.000,00 | 25.415.000,00
1| 3|Batants Modal
« Bahan
!ﬂpln Mama Froyek 300.000,00 A0HE.000,00
|Pembuatan Mosamen Prasra 200.000,00 400.000.00 il
[8atc Beian 1A GARC0C.00 | 14.588.000,00 il
Pave sralosooa)|  5.73L250,00 8|
semen (PC) 1648347750 | 16.IEL47.50 o)
Tansh
[®arung 270000000 | 2.700.000,00
| aB.000 727,50 | 40.00LTATS0 o
1] ajALAT KERIA |
Gledekan A00.000,00 £00.000,00 of
Cangiud 210.000,00 210:900,00 ol
 E— 100.000,00 100.00¢, 00 |
anaan 150.000,00 150 000,00 ol
Timiaa 60.000,00 £0.000, 0% af
SUMLEH Il 920,000,060 030.000,00 g[
ILIMLEH b+ 11 583270750 | 498TLTIISD al
| 289237275 |  ASSLITLYS o|
JUMLA B 54.515,000,25 |  54.915.000,75 q
Rehab Gefung BUMDES Deza Kanrgharjo rastoon00 | 71700.000,00 ol
ol saoooo0| 300000 Ei
1. Homorarium Pelak glatan ¢
1. Cptua 1 Org x.2 Bin x Ap. 300,000 BO0.000 EO0L000 ﬂ
3. Sekiwanris : 1 Org.x ¥ 8in ¥ An, 250.000 S0aaa0 —
3. Bepdshars - 1 0ngu 2 Bin ¢ Mo, 150,000 80080 43010880 q
4. Anggota 14 Org s 2 8imx Ap. 200,000 1600000 1.600.000 o
2] 3]Belanta Barang dan jasa |
|- wah karja 13,150.000,00 | 13.150.000,00 ol
lﬂ""“"’ 2.300,000,00 2.300.000,00 ol
ukang 2.975.000,00 2.975.000,00 ol
[ 7ams00000 | 7avso0000 ol
1| 3 ja Modal
- Hahan
Papan Nama Froyek 300.0008,00 -300.000,00 o
Batu Merah T42.000.00 T42.000,00 |
Paslr Pasang 54 684,00 394 594,00 ‘1
pL 1364.870,00 LAGLET0.00 8|
eramik Uk 40780 2.371L500,00 2371500,00
Samen Wama I73.300,00 179.300,00 j
la-p.'ln Ky Klas || 2.772.560,00 37 560,00 o
| st e s 1 1485207200 | 1485207200 o
| Btk ayu Ktas 1 793,440,00 791.440,00 of
[ ket 112 e 106.369,00 108 300,60 o
Anng [2a3)em 1.180.642.00 2.1450643,00 a|
sk 12em 442.150,00 443.150,00 0|
Geviteng PhtongViampres 080,000,500 2.940.000,00 u|:
|Gemtesg Bubung Pentang\tampres F40.000,00 340000, 00 ol
Exernit Gresik Txlm 118400000 | 1.144.000,00 o]
Faku fiemit B0E40,00 A0LEL0,00 a|
75, 0,8 TH7.900,00 267,900,008 o
ET5 08 389.340,00 348.140,00 a
[Baut focrow drbrl 147.800,00 142 800,00
Ioyabon 50.340,00 90.240,00 5_—
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RODE JURALAH BERT LB B R RAND
RERENING ERE.
Ealimlum Parubahan | Sadslsh Pardtaban Rp.
1 F1 3 4
Ferg 367.200.00 16714000
Talang jural 7R.000,00 TH5040,00
Aitap Sperdek 045 10T |Bewarna) J.ORRBIE.00 1,043 500,00 1
Holling Do Alurmium 1eEs 00000 ] 13.685000,00 0
Plimit Termbok 167.3100,00 167 100,00 ]
Cat Tembek 1.582.380,00 158238000 P!
s | s17e77a000 | 8179772800 |
| 2] 3] 2] ajALaT KERIA
Glededan 400.000,00 £00,000,00 o
Canghul 140,600,00 140,000,00 el
Sekrop 150.600,00 150.000,00 of
Ayaan 150,000,00 150.000,00 o
Jinis 60,000,00 £0,000,00 —ﬂl
[Timia 75.600,00 75.000,00 q|
AIMLAH 1 #75.000,00 173.000,00 9|
SLIMALAF |+ 11 LTTLIIRGG | SLYTLTIRDD 8|
PR 105 S ITTITLED 527737280 _n{
| FLIFALRAE B SEOS0AHHEED SL.O50.000,80 [+]
3} 2| 3] |Peenbangunan lalan Aspal PP Al Hidaysh 196,500,000 198.500.000 !
3} 2 :I 1} Belan|a Pegawal 3.300.000 3.360.000 8]
1. Honoradum Polaksama Koglatas 3
1. Keta = 1 g = 7 8n x Ap. 300.000 &00,000 £00.000 ]
2. Sekretarts @ 1 Ocg a2 Blim x Ap. 750,000 SIx000 00000
1. Beatahara ; 1 Ovg x 3 Bin x Rp, T50.000 SN;.IQE 500000 [
4, dngpots =4 Org x 3 Bin x Bpo 2000000 1. BOGLE00 ]..Lm_m B
2| 7| 3] 3|nelanjs Barang dan jaga
- Upah Kevja 11050.000,00 |  S1AM0.00060 el
o o meocoongo| msosoocoa e
[ 4305000000 | 43050:000,00 o
2} 2 & alldlgn Modal
= Baham
Fapan tama Proyek 300,000,090 300,000,590 o
Fembuatan Mancmen Prasasil 400.000,00 £00.000,00 o|
sy Blph 15/30 41200000 141200000 ol
Bty Belsh { 10415 } 7.960.000,00 7.960.000.00 g_l
Datu Peah [5/7) 3.502.000,00 1.592.000,00 P
Pasl 1183380000 | 11833500,00 |
sgregat Fakok {342 em) 1.369,750.90 1.389,750,00 e
Agregal Pergunel (M1 em) 6.948.000,00 G048, 000,00 Bl
Aspail Druen B1S77032,80 | #3577.012.80 ol
[Kayu bakar 5.875.000.00 £.075.000,00 Pl
JLINLAH | 17458727280 | 174.587.372,80 of
2] 2| 3l af- Al kerfa |
Gordekan 400:000,00 ADGU0D,00
|eangral 140.000.00 140,000,00 EI
Jsekrop 100.606,00 100,000,00 |
ayaan 130,000.00 150.000,00 ol
Cinturg [B0,000,00 BOL000,00 o
| 10.000,00 20.000,00 &
JEMALAH 11 10,000,060 150,000,00 o
JUMLAH |+ 1 LESATT.ITLED | MI5477.172,80 8
— 1254773720 | 12.547.727,38 o
JLIMLAK 130.025.000,00 |  130.005,000,00 o
2| 2| ®f S[SCWA ALAT
‘I_anbum;U 275000000 | 2.730.00090 g
|Semwa Wates 64 1on £.000.650,00 £.004,000,00 of
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m URAIAN JUNILAH ﬂi‘l’w‘l“lil
| Betbalum Eeoubak Satalah Rp. %
1 ¥ 3 p
HLIMLAH 8.750,008,00 H,750.000,00
L e B75,000,00 BT5.000,00
UMLK 5.535,000,50 ,625.0060,00 q
2] 2| &) |memb lalan Aabat Botos Dussn Glugah 23850000,00 | 21.800.000,00 o
22 8l 1fslans Pagnual 1200000| 3300000 of
Hongrarum Pelaksana Keglatas : E
L Ketua ;1 Ongx 2 Bin = Rip. 300006 500,000 00000 nl
2 Sewvetariy : 1 Ongs 2 Bin x Ap, 250,000 S00.000 EOOLA00 al
L Bendahara © 3 Ongx2 8inx Rp, 250,000 00,000 OEOa0 o
4. Anggats : 4 Ovg s 3 Din « Bp. J00.000 ety ot LE00.000
2] 2| 4| 2leslanis Barang dan jasa
Upah Kerja 840000, 04 B A40 500,00 o
wiangor 1.200.000,00 1.300.000.00 o
| Tubang 1.615.000,00 LA1E.000,00 o
Peketjs 567500000 | 562500000 j—'
2] 2| a| 3|netanis Modsi
- Bahan
Papan Hama Proyek FO0.008,00 F00.000,00 -]
Pasir Uriag TEB.000,00 758.066,00 ;1
air 172025000  1.730.35000 |
Semen (PC] 5,152 BET,00 5,754 587,00 o
|Batu Pecah 5.215.500,00 521550000 [
JLEMILAH | 13.338637,00 | 13.29R.637,00 8|
2| 2| a 4]-Alat knrja
ek 400,000,000 401,000,00 ol
Canghul T0.000.00 T,0040,00 o
Sekrap 160.000,00 00,00, 00 o
Ayaen 75.000,00 75,000,00 8
Timba £0L000,00 £0.000,00 o
JUIMALAH B FO5.000,00 TS 000,00 o
IUMLAH 1+ B 13861637,00 | 1156163700 a|
BON 1% 1.896.360,70 1.396,363,70 il
—TJUM 15, 350.0040,70 15,350,000, 70 ni
2 | [Pemb, talan Babat Batoa Dusun Gluguh 1 159.000.000,00 |  159.000,000,00
3| 2| 5| 1Belinia Pegawal 3.200.000 200,000
Wi 1, Honovariurm Peiakuana Keglatan |
1. Kotua 1 Cing % 2 Bin x Bp, 300.000 00000 E00.000 o
3. Sekrataris 1 1 Ong 4 7 B x Rp. 250,000 500,000 SO000 al
3. Bendahara 1 1 Ong a2 Bn xR 150,000 00,000 S04, 000 —u<
4, Angrota :4 Org s 2 Bin ¢ Ap. 200,600 1 BO.a0 1.800.000 ]
lanja Barang dan (a5 [
. m.h;.; ETAI0O00,00 | £3410.000,00 af
o 7500000,00 | 7.500.00000 ﬂ
Tukang 1241000000 | 12410.000,00
e 43.500.000,00 | 43.500.000,00 gl
BAHAN
ERE IEI-.,,... Mama Proyek 300.004.00 100.000,00 a
| remtruanan Monamen Prasass 4000004,00 400,000,00
[Pasir Urug 7.0z0000,00 | 7o2ngonma |
Pasir 11.705.750.00 | 11,705.750,00 al
[5emen (FC) 33.185.650,00 | 31169.650,00 |
Hatu Pecah 31.505.000.00 | 3150500000 ﬂ
Batu Helah 1.884.600.00 1.884.6040.00
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KODE JUMLAH umuuu.umml
RIKENIG URALAN
= F Setelah Parutuh Rp. 2%
1 2 3 ]
L1 Jwweann SE5.000,00 | #5.985.000,00 u
2| 2| sl afALaT KEnia
Clcylekan 200,041,005 40000000 [
Caingkul 148,0080,00 148.000,00
Sekivg 150.000,00 150000,00
Ayann 150.000,00 150,000, 00
Timha 76.000,00 75.000,00 a
JLIELARE 1 SU5.000,00 215,000,008 al
TLIMLAH |+ 1] B6.900.000,00 86 500.000,00
PPN 10 B.ES0,000,00 B.690.000,00
JLRALAM 95.590.000,00 | 93.550.000,00 |
Pamb, Jalan Rebet Boton Dutun Glugeh T $0.500,000,00 | 90.500.000,00 [
Belanjs Pogawal 1200000 3,200,000 ul
l.mmdum?nhh:mmlnlln L -
1, Ketua 1 Org x 3 Biaox B, RO0.000 E00.000 Em o
2, Sehretacts ;) Ovga 2 Bl g B, 250.000 500,000 _@m &l
¥, Dencabgrs : 100 x 2 Bin x Ap. 250,000 500,000 500,000 ﬂi
&, Arggots <8 Qg x 18I0 x Rp, 200,000 1600000 1.600.000
| 2] 2| 8| 2]selanjs Barang dan 34.425,000,00 | 34.42% 008,60 i
-_Ugah Kerls
mandar 3,000,000,00 1,000.000,00 of
Tukang $.100.00000 | 5.100.000,00 o
Pei:m 26.325.000,00 | 26.325.000,00 .,}
z| 2 3| BasAM
h“l;:;n Rams Prayeh 300.000,00 300.000,00 o]
Pembiuatan Monamen Prasas] AD0.000,00 AD0.000,00 ol
Paslr Urug 1.72000,00 1.792.000,00 a
Paslr 6.895.000,00 .895,000,00
Semen (PC] 107667180 | 19.3766TLD a
Dt Pecah 17.0145.000,00 17.016.000,00
| TAASECO00| 244560000 of
Jiumian) 50.027.27080 | SO.A37ITLED o]
2| 2| &l afaLaT i ] |
Gledekan AD0.000, 00 400.000,00
Cangkul 140.000.00 140 00,00 j
Lekrp 100,000,00 100.030,00
fopann 150.000,00 180.000,00
Timba £0.000,00 0,000,050
SLIRALAH 11 BE0,000,00 A0, 50 3
JUMLAH |+ 1 58.SFT272E0 | 0.87IITRLED
PAN 105 §.097.717,28 5.097.727,28 o
PUMALAH $6.075.000,08 56,07 5.000,08 B
2} 2| 7| |persblatan Rabat Betom Dusum Gluguh . T 02 AW 11 13.600.000,00 | 13.600.000.00 of
_!] 3| 9| 3|melania Pegaval 3. 200,000,600 3, 200080, 06 o
Honosarium Palaksana Keglatan ©
1. Kiehws 2 1 Org 2 Bin = A, 300.000 HO0.030 £00.000 ol
2. Sekretarls |1 Orgw 2 O & Rp, 250000 S00.000 500000
3. Bendabarn 1 1 Ong n 2 Bin x Rp, 250.000 500,000 SO00.000 )
& Anggoks - 4 g x 2 Bin x Rp, 200,000 1.600.000 1. E00L000 1)
| 2] 3] 7] 2{betenja Barang dan jas A.F80,000,00 4.7 60,000,500 ni
Mip::mﬂ 600, 000,00 GO0000,00 ﬂ_
Tukang 35,000,060 435.000,00
[ 3.225.000,00 3.225,000,00 gI
L2l 2| 7l 3lmanan
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KORE

REKEMING i
kbl Peruhshas| Geielsh Porubahan ﬂ.p\_ By
1 1 1 1
Pipan Namrs Proyet 300.000,00 1000000
Peanbasatan Manosen At A0000,00 A0.000,00 o
Pkt Linag £00,000,00 FEHLL00, i o
P B52.500,00 D61.500,00 ol
Sairen (PL) 2LI0991365 | 270091545 8|
Bat Pecah segrram|  zsmpsom o
Bt etah 420000 4530000 o
IUBALAH | 738 FT1L36365
EfERrrem
Gladsean ¥ .
Canghl B0, 000,00 140,000,060 af
|sekrap 50.000,00 50,600,00 o
[usrnan 75.000,00 75.000,00 a|
Tirdkia B0, 0 (100,060
JUELAH Il AT5000,00 AT5.00000
LRALAE |+ 1) AOR6RE3,05 B Ol 36345
PPN 10% AN ETE,IT [ o]
iuLAH Bas0000m | Esan0co0d of
NE Pemil, Tembok Penshan Tanab | 79T | BT03 RW 12 Dues] 00000000 |  20.000.000,00 @
j 2| B 1fBetamjs Pegawal 30000, 00 1.200.000, 00 ]|
| Hanararium Pelaksans Keglatan @
1, Krtug | 10ngs 3 Bl & Ap, 300000 00 000 00000 [}
2, Sehrerarts 1 Ongx 2 Bin g Bp, 250000 SO0 000 500000 o
3. bencabara ;1 Ong x 2 Binx &p. FS3.000 mE sm =}
4, Anggota £ Crgx 3 Bin x &, 200,000 1600000 1,6C0.000
|z 8 '.ﬂﬂ!‘.‘.ﬂﬂﬁﬂ?
|-_Lipah Keris EETS 000,00 6.875,000,00 [:)
Wardor BDILO00, 00 BCO.004,00 [}
kg LIys000,m 1.275.003,00 8|
Mokerjs 4W00000|  4.800.000,00 o
zf z| 8] alBahan
|#3qan Nama Prayek 300.000,00 300.000,00 a
Pembuatsn Monnmer Frasass 400.000,00 400,000, 00 il
aterial Temburar Lmoomoo | 1350.000,00 0]
Py Lazson | Lazsoan af
F——— 57931830  A5/B.31R30 o
{RanuBsiah A100.000,00 4. 200,000,080 b}
[owiany nanmeie | uaase ull
2] 3| af alalnt s
A S 400.000,00 a00.000,00 o
p—— 140.000,50 140.000,00 o
e 100,000,00 100.000,00 o
s T5.000,00 T5.000,00 o
= 75.000,00 75,000,600 [
T 0.000,00 T0,000,00 [
AN T2 N 1LONLNINIE | 1203101830 af
PN 10% 1.183.301,59 1,183.101,83 ﬂ
LML 13,125000,53 |  13,125.000,13 :
2 3] 5| [Pengaspalan fakan talan Dsn. Gluguh AT. 12 RW. 10 114.T00.000,00 | 114 700.000,00 a
2z} 2 IF 1 IIILHEM 'M 3-300.000
mwm Kinglanan =
1. Wiz = 1 Ovg w2 Bln x Sp. 300000 BOG.CO0 BO0L00]
2. Sakretarts - 1 Orgx 2 Uinx Ap. 250,000 500,000 500,009 . |
3. Bendahara ;1 g s 3 Bin # Rp, 25000 500,00 m_um_____d_

166


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

“;'l:::ﬁ_ ki ELAH BERTAAMSAN MERILRANG
Sebelum Prruhahis| Setnlah Parubhshan Rp. ]
L 2 ] 1
| | T 1 #Anemona aomgs 2 mes i 200000 L600. 000 Le0io00 P
2 3| sl 3/teianja Barang dam s —
- Upah Keda #7.428.000,00 | 27.325.600,00 o
j [ s50000000]  ss00c00m0 o
Ipekeris uEsoon00 | 21azsncoon af
3 3| maan |
Papan Nama Proyek 300.000,00 300,000,00 o
[ Peretsuatan Monoman Prasssti A00.000,09 A00.000,00 g
Pair Urug 2mAnooea] 25800000 ol
Hatd Belah [ 30715 § Tioargooco | 2108200000 a
Batu Fecah {5/7) 64200000 | 644200000 0|
Agregat otk (/3 e 191 750,00 191.950,00 Pl
Mgregat Pengunch D41 e} 3apioongn| 130100000 a|
Pasie S.745.75000 | %745.750.00 [
|Aspal Brum ITAIT 1840 IETI 31840 i
|Kayu bakar 1.975,000,00 1.525.000,00 &l
BUMLEH | TESRERIEAQ T1.886.81840
3| 2| sf ajaLaT kERIA |
Cledekan 400 000,00 400.000,00 [
{cangieut TOLO0L00 70.000,00 o
Sekrop 10000000 100.500,00 ol
[yaan 5.000,00 500,00 o
Cirtang 40.000,00 40.000,00 o
Sapu LUdi 10:000,00 10.000,00 o]
TUMLAH 1l £55.000,00 69500000 Iﬂ
(JURALAK 1 # 11 TIEHL.AIR A0 T1ERLEIE 40 ﬁl
FRN 0% 736010188 | 7.36R1E184 of
IUMLAN BLOSO000,24 | HLOS0.000.2
| 3] 3| o sfsEwa aar gl
Wokdizasl 275000000 |  27s0.00000 ol
S Wales 6.8 ton 200000000 |  3.000.000,00
1ML 575000000 | 5.750.000,00 ﬂ
PPN 10N 575.000,00 575.000,00 gi
umLAH £325.00000 | 3500000 af
|
2l 2l 10| |Pergsspalan Jalan Dusun Darngan 130.000.000,00 | 130.008.000,00 of
P 1 Belanis Pegmunt 3.300.000 1.200.000 il
1. Hanorachsm Pelaksana Keglstan | |
1. Ketus : 1 Crgx 2 Sin x Rp, 300.000 03600 BED.000 |
2. Sekretaris 1 0Ongx 2 Bln % Ap. 250,000 SO7.000 500,000
3, Bendabars : 100 7 Bin A, 150,000 S00.000 S00.000 ﬂ
& Anggots <4 Org s 2 B x Rp, 200.000 1.600.000 L630.000 of
2| 2| 10| 2|Betanjs Barang dan jasa
- Uipak kerja 34, 950.000,00 34,950,000, 00 o
poTSES 660000000 | R0O.O000 o
paknria 22 350,000,500 18.350.000,00 o
2| 2| 1p| 3|Bahan |
Fapar Nama Provel 100.000,00 30¢.000,00 ol
Pembuaten Monamen Prasastl A0 000,00 A00.000,00 DI
[Bans Bela 15/20 150600000 | 1.506.000,00 j
[manu Betah | 20/45 ) 15JR00000 |  3536.000.00
Batu Pecah (5/7] 1.535.000,00 1.530.000.00 of
ot 612000000 |  E125.000,00 of
Agraget Pokoh (273 om) 921.000,00 973,000,00 o]
Agregat Pengune (1 em) 461000000 | 451400000 _:'__
Aapal Drim 5551707060 | 5551709360
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EODE JUMLAH BERTAMDLLH BTREURART
RERENIMG .
| “abalum Ferubahan | Setadsh Parctahan Ap. )
1 2 i 1
Kayu hakar 1gTs00000|  asvso00000 o
IFMALAM | TH.TI01ED TE.72A.001,60 -]
2} 2| 10f g|adst Kers |
adekarm 400,000, 04,000,060
Cangiul 1480.000,60 140.000,00 Ei
Sekrap 150,000,00 150.000,00 of
sgaan 150.000,00 1S0.00,00 o|
Ciliang RO, 00 14,000,00
Sapu Ll 15 000,00 15.000,00
SUMLAR 1 935,000,00 535.000,00 qf
ILMLAH |+ 1f TAESS0SLE0 |  79.659.09160 gl
RN B THSE00816 |  7.005.908,10
ML BTEIS000,6 |  E7.625.000,70 '
2 3 5Elnu.l.l.'lt
[raanaizass 175000000 | 7.750.008,00 o|
fRws Wales -2 tom 400000000 | 4.000000,00 |
|amaLan BI50.00000 | 675000000 o]
PPRe §75.000,00 AT5.000,00 ol
juRMALAH TAZS000,00 | 742500000 _!’
2| 2| 11| |Pemb. Plengengan Betakang S0, gharja @11 FLIDLESOO0 | 41.204.R50,00 ol
2] 2] 11] 1[setania Pegawai £.200.000 3200000 gi
1. Honanarium Pelaksana Kigiatan ;
1. Kmtus { 1 Cing & 2 Bl x Rg, 300000 00,000 s00.000 ol
2. Sekretaria : 1 Org 2 8in « Ry, 250,000 500,000 a0 000 of
3, Rengafurs ;1 Orgx 2 Bin x Ap, 250,000 S00.000 SO0.000 =]
4 Asgguta 2 & Org » 2 Hin & Ap. 300.000 1500000 L.BO00O0 tl|
2| 2| 13| 2yBelanja Barang dan Jasa
T—— 477000000 | 34.Tr000000 o
pznidor 20000000 | 210000000 ol
rukang ) 500000 | daso0000 o]
iigre b525.00000 | ssasconon o]
| 2] 2| 13) 3{Bahan
Fapan Mama Prayek B00.000, 00 300.000,00
Fembuatan Manomen Pravsth A00.0400,00 401,000, 00 ,l
Miaterial Thrbmen 10000000 180000000 ,|
Patit LETRI50.00 T.973,250,00 [
|Serren {PE] BARN AT 08 E.183.431,55% o
Batu Beiah 0.600000,00 | $u600.000,00 of
JUMILAH | 1325668095 | ZR3SE.G6ELSS af
2| 3| 31 s|Alet¥arja |
Gledaken A00,000,00 4030 400,00 0
Canghal 140, E00,50 140.000,00 of
Sekrap 100:000,00 30KL000,00 il
Ayman 75.000,00 500,00 o|
Tirnbua .000,00 Q000,00 -]
HMALAH 11 TT5.000,00 TT5.000,00 [
IUMLAM T+ 11 24.031.681,95 24,030.681,95 B
oPn 10 zaonaRze|  Lemaasszo |
ILIRALAR WA RS01S | PEa34Es01s |
2| 2] 12| 1 |Pemb. Bangunan intake | P azan Alr Barsih | L0.155,0466,00 | 10.155.096,00
Sarana Adr Bersth Dussn Krajan
i [Belanja Prgawsil 32000080 3200, oy
l.mmmwm i —
1, Kutua ; 3 Orgx 2 Bin s Ap. 300.000 00,000 600.000]
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m Sy JUMLASH BERTAMESH/BERKIRARS
Sebelum Perubstan | Selalsh Parubshan R"p. W%
1 T 1 1
2. Seboretaric : 1 Orgx 2 8ln x ®&p, 750,000 500.0001 500
3, Bendahara ;1 Qrgy 2 Bin % Ap. 250,000 500,000} 500,000
4, Angpota 4 Og x 7 Binx Ap, 100,000 1.600 1,600,000
2|22 | b {Belanja Barang dan fasa
+ Upah Kevja
{Mandor 0000000 | 50800000
Tukang. 50500000 | 59500000
Pekerja 1.175.00000 | 1,125.000,00
2.220.000,00 | 2.220.000.00
£ |BAHAN B
{Papan Mama Proyek 300.000,00 | 300,000,00
Batu Belah spaoo00d | maRoooom
Batu Pecah 150,000,00 250,000,060
Pasir Caor 100,000,00 100,000, 00
Besi Beton Palos LI6T. 700,00 | 1E7.700,00
Kawat Beton = 30.000,00 30.000,00
Semen [PC] . 133089050 | 1,399.990.50
Pasir 370,250,00 320.750,00
Fipa PVC 1.380,600,00 | 1.3%0.600,00
Perlen 400.520,00 AD0.E20.00
630736050 |  6.307.360,50
12| d [ALAT KERJA
Gledekan 400,008,000 &00.000,00
Canghasl 140,000,00 140.,000,00
Sekrap 10000000 | 100.000,00
Caned 135 500,00 135,000,001
Ayaan 75.000,00 75.000,00
[Timba 50.000,00 60,000,00
§10,000,00 G10.000,00
12 e| PPH10% T2L.786,05 TILTIROS
T |12] 7 {Pemb. Jembatas Fipa Sarana Alr Barsih 41.700.000,00 | 43.200.000,00
[ Sungal Lumbung | Dusun Krajan
x a | Bedan|s Barang dan [asa
- Lipah Kerda
Mandos 1.100.000] 110600080
Tukang 145,000 1,045,000
{Pekesia 1.708.000{ 2.700.000)
ILMLAH | 5.285.000,00 | 5.245.000,00
b [BAHAN
Papan Hama Proyek 30000000 300,000,00
Banu Pecih B02.500,00 602,500,00
P——— 2600000 | 22600000
Semen Pe 116954550 |  1.169,545,50
Bes Baton Polos 127840000 | 1378.40000
Kawat Beton A0.000,60 3000000
Fipa G @ I 627456000 | 6.274.560,00
Ferlenpkapanny 533 B0 593 830,50
Kanwat beling 1.750.000,00 | 3.750000,00
|Fipa Pvc 15.016.680,00 |  15.116.640,00
|periengkapannya 440908000 | 2.409.010.00
33679.565,50 | TLA79.545,50
 [ALAT KERjA
|Cledekan 400,000,060 A00.000,00
Canghl 70.000,00 T0.000,00
Sekrop 100,000,060 100.000,00
Gando = 135.000,00 135.000,00
Ayaan 75.000,00 75.000,00
Timba 45.000,00 45.000,00
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RO0E JUMLAH WEATAMELLS B BEIRAN
REKENING Laainn
ehelum Farubahan) Satsiah P Rp.
1 2 3 ]
B25.000,00 B25.000,00
d| PPN 10% TASGASLES | B ASOASASE
12| 3 [Pemb. Jambatan Fipa Sarana Air Bersih 1974.708,00 | 33.974,708,00
[ Sungad Lumehumg ) Busum Krajan
a |Belanjs Benang dan jrie
|- upah ke
Mansar 200.500,00 SO0.0M0,00
Tukang E.275.000,00 127500000
| Pekeria 235000000 |  2.I50.000,00
TUMLAH | 42500000 | AATID0000
b |mARAN
|Paan Nama Prayelc o - 300,000, 00 FHLO0000
Batu Pecah 60150000  6OLS0N.00
Pasir Car 27600000 | HE000.00
Semen o 116207150 | 135307150
| Best Bt Palos 137840000 | 12740000
[ 1wt Betom 30.000,00 3000000
Fips 61 3" s.056080,00 | 5.098.080,00
| wrtenghapanaya 42484000 | 43484000
[Kawat seling 285000000 | 2.550.000,00
Pipa PVE 10.953.820,00 | 10.993.920,00
Fetlengicipanmya 1306560000 | 3.306.560,00
2617337150 | 2617337150
© [ALAT KERIA
Gledeian an0.ccoon | 40000000
Cangkl T.000,00 70.004,00
Salcron 100000 00 160.000,00
Apaan 75.000,00 75.000,00
Timba a5.000,00 45.000,00
000000 | 6000000
d| ren som TEBEIITAS | 26863915
12| £ | Pamb. Broncegtering | Tandon | Sarana Alr Bersih 1 paamaen | 1neaaTe00
Dusien Krajan ]
a |Belanis Barang dan jasa
|- upah Kesls
Adandar 200.00000 | at0.000,00
ukang 595.000,00 545.000,00
Pukeris g2s00000 | o000
UBALAH | 182000000 |  LE2.000,00
b [manan
| Mapan Naiis Progek 300.000,00 2304.000,00
|Batu fecah 9500000 | 9500000
|Pasir car meroood | 3600000
{sarmin e 1.737.540,00 | 1.737.540,00
|yt WEas 111 rea44800 | Femassno
[Pacu 512 = 12.400,00 12.400,00
Rl Beston Palus 595770000 | 5457.700,00
Hswat Botom 1000000 | 11000000
Pasir Beten ¥6.428,00 15.428,00
Ferlicil 2394000 45.540,00
latus Fata 486.000,00 £A6.000,50
Pasir wsoonod | 17500000
i PVE 379928000 | A33B.280,00
Purlenghapannya 470000 | B44790,00
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WODE JusLAH SRTARRAMRTANLIRANG
REKIMING sz
. Ryhtium h Farshaban fp. Yo
1 2 3 a
14108 576,00 | 54 108 50504
€ |ALAT KER]A
Gledehan AN G000 A3 000,00
Cangheul 70.000,00 FH.000,00
Sekrop = S0.000,00 S0.000.00
Ayaan Fe000,00 75,000,00
Tieibas 45,000,00 45.000,00
EADUD0, DO ‘540,000,040
d| PPN 10% LATASSLED |  LATAASLED
[
2 tan gerakan sehat untuk Tanjut usia EO00.000 £,000.000 p
12) 1|Belanja Barang dan jaza &.000.000 £./000.000
= Makanan sehat dan peistihan B/ D000 EIDC0L000 q
2| 3/13| |midang Pembinaan Kemasyarakatan 3.000.000 3.000.000 o
2[ 313 atan Pembinaan Ketentraman dan Ketert/ban ao00000]  3.000000 gf
Bantusn operisional UNGAAS 1,000,000 3.000.0030 -]
1. Serupam 10 arg x 100.000 1.000.000 1.000.000 gi
2. Transport 10 arg = 50,000 « 4 &l DO D00 2,000, D00 I
2| af 14| |Bidang Pemberdaysan Masyarakat 37.500.000 37,500,000 o
2 ‘J 14| 1/*egistan bantuan operasional Tim Fenggerak PRK 30,000,000 F.000.000 .,E
[ [ Penguotsn ketembagasn (35K 4.300,000 4,200,000 EI
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KODE
"LEHHE RAAN JURALAH BLATAMSAHBERKLERA NG
Sedichom Faruhshas| Satelah Perstanan Rp. e
1 3 3 2
2. POKES |{15%) 180,000 1800000 o
3 POKIA I [15%) 1,800,000 1.600.000 EI
A POKIA 11 [15%) 100.000 1.B90,000
5. POIA IV (20%) 2,400,000 2,400,000 0|
i ' 18000.000| 18,000,090 o
TR TR o T e
2| 4] 14] 2{Taruna 7.500.000 7.500.000
_l,e_ll 1{Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 of
- ATK 500.000 500.000 0
- _Monsurs] Rapst 150,000 1.500.000 |
- Wacs tim 2,000,000 2.000.000
2| Henararium
- Insentif 3500000 3.500.000 o)
2| 5|15] |Jafin Matra Penanggulangan |
_I! 5| 15| 1/ Feminisayl Kemiskinan GLSCOU000,00 | &2.800.000,00
15| 2[Blaya Operasional Sekretariat Desa 12,500,000,00 | 12.500.000,00 E‘
Hanararium . 5.500.000,00 |  5.500.000,00 o
i‘!nimﬂn‘mr: - 5_?}_!3{:]. jﬂﬂﬂ]_:l !{
(et e 500,000 500.000 o
[Sakentaris * 5,000 500,000 o
_|Bendahara 500,000 500,000 )
Anggots S00.000] 500,000
Anggota 500,000 500,000/ o]
3|Pendamplng Desa 2 orang x 1.250,000,00 2.500,000 1.504, ol
A|Operasional Kegiatan 7.000.000,00 | 7.000.000,00 o
5|Bantuan KRTP 30 orang « 2.500.000,00 50041 000,50 0, 000.000,00 o
2| 6| 16| |Bidong Tok Terduga -
| 2} Bi171 1 latan Luar Blaga -
[lunaLan sELAMIA 1834815741 1912890923)  Teovramy 408
SURPLLS / DEFISIT -
3 PEMBLATAAN - .
E1F] Pemeri Pembloyasi 14000000 14,000,000 o
3l 1] 1| [supn - .
Sllpa ADD
silpa DD 14,000,000 14,007,004 of
3| 1f 2| [Pencaimn Dana Cadangan
| 3] 1] 3] [Masil Kekaysan Desa Yang diptsahkan - -
luMLAH (RP) 14.000.000 14,000.000
3j2 Pen Pembloyamn 125.086.733 125,086.733 o
3} 2] 1} lPembentukan Dans Cadangan = "
3| 2| 2| |penyertaan Modal Bumdes 1290865733 | 12506733 o
| | JUMLAH { kP ) 129.086.723 | 125.086.733 |
DASETLULE GLEH
KEPALA DESA KARANGHARIOD,
™
DANY MIUFHAMMAD:

Lampran 6.10 Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 Tahun 2018 Tentang
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Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun

2017

Lampiran Peroturnn Cean Keranghar]o

Momor

Tentang :

01 Tahun 2018
LPJ PELAKSANAAM APADESA TAHUN

LAPORAN PERTANGCUNCIAWABAN REALISAS] PELANSANAAN APBDERA
PEMERINTAH DESA KARANGHARJIO

TAHUN ANGOGARAN 2017
HODE SJURLAH NS TAMELA HSE
RENENING ot MURNID |
AASTSTLALNCE P [ ] ALY T [ R
1 2 3 4 5
1 PENDAPAT AN I 027,977,658 | 2,027,977 856
[ Pevniapatan AsH e dd 25,000,000 | 25,000,000
1 1 Hamil Lusha . .
1 |1 |2 Himsil Asey 14,500,000 16,500 600
1 Sewa lamh kad desa 14,000,000 14 D00, D00
2 PasarDesa 2,500,000 2,500,000
1|1 |a Swadayn, Partapasi dan Ootong Roy ong 5,000,000 5,000,000
1 e Laevlai Pendapatan Azl Desa yung auh 3,500,000 1,500,000
Pendapatan darl poral jalan dusun 1, OO0 1,000,000
Homia) penjualan / pengod san bamng / asa 2. 500,000 2500, 000
2 Pordspatan Trameher 2.002.977.656 | 2.002,977 656
1 |z |1 Bang Desa #11,906,733 | 911906713
2 |z Ragio n d el hasil naiek Aretribus) doesh kadunaten kot
1 Mgl hasi pajak daers b T5179.558 78,170,558
2 Mgl hasl| ratribusl dasmhb 18043378 18043378
1 |2 ]a Al Dana Dk 05267907 | wA5267987
1 jz |4 Bantuan Keuangan &2,500,000 BZ.500.000
10z |4 1 3 toving! 67,500,000 | 62,300,000
3 4 |2 B an ¢ lota = =
1 {2 L i fowler - -
1 I.‘l ¥ Hibiah dan Sumbangin dari pihok ke 3 yang tdal meng)| - =
1 I: 2 Lain-lain Pendapalan Deso yanj sah N =
JUMLAH PIMDAPAT AN 23T OTI A58 | T.OIT.9TF 656
El BFLAN L& 2037077646 | 2027077 a5
2 |1 Bidianng Peanyelocymraraen Peaecintshan Dees THY, 206,891 709,308,891
FEERE Panghasiian Tetap dan Tunjs gan 417,600,000 |a17800000
2 |1 |1 |1 |Belenjs Pepawal: 41700000 |a17600000
- Ponghasiion Tetap Kepals Desa dan Peranghun 324,000,000 |324000000
1. Kepala Deans -1 Oig « 12 Bn « Ap_3.000.000 36,000,000 36,000,000
2 Selgeans Desa Mon PHE rzsonooc | zrsococo
3 Kepain Ununan A crang A Orgs 12 Bns Bp 1 G000 | SAOT000 | 40, 400.000
A iowpala Sokai 3 orang 3 Orgs 12610 a Ap 1 B00 0| 64 800000 | £4,800,000
5, Kepala Dyiun S orongg -5 O x 12 Binx Bp. 1,600, | 108 000,000 108,000,000
« T husny Tiy rgaen g Mol s Do dan Persn paa Deas EE”,M 22 200 000
1. Kopala Doza 10rpx 12 Uh x Ap 300 OO 3, 600,000 3,600, 000
? SekretanaDesn PRS ) Orga 12 Bnoa Aip 200 000 | 2,400,000 2,400,000
3 Wayr Ierang I Crge 12 Oinx fip 100000 3,800,000 JE00, D00
4 Mopala Sehw Jomng 30 s 12 Bin e Ap 100 000 | 3,600,000 3,800,000
4 Kepala Dusyn Seang 80rgs 12 Bin e Bp, 150 000 | 9,000,000 8,000,000
Tunjangan HPD 0 0.6 00, 000 60 600,000
1, Ketua BP0 1 Og & 12 Bin = Ap. 500000 8,000,000 8,000,000
2 wakil Ketua BP0 T Crgx 12 Ring Mg 475 000 5,700,000 5,700, 6040
A Selretaria AP0 Om = 12 Nine Ap 475 000 8,700,000 8,700,000
4 Anggota APD B orang & 12 Bin x Ap. 450,000 43 200,000 43,200,000
- Hahot Bulinan Sl Kaur Porencannen 1 0m s 12 Bin g 3,800,000 3,600,000
- Honor Bulinan s1ef kaur Kedashgan 10 =12 Bk« 30| 3 600000 3, 600,000
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2 z Iﬂpl-r-knll Perkantaran 309,508,891 309508891
2 2 |1 |Belan|a Pegawal
1. Honorarkim PTPKD : 12,000,000 12,000,000
1. Sekretoris Desa ;1 O x 12 Blnx Ap. 250.000 3,000,000 1,000,000
2. Kepala Seksl:3 Og x 12 Binx Rp 200,000 7.200,000 720,000
3, Bendahara Desa ;1 Orgx 12 Bin x Ap, 150,000 1,800,000 1,800,000
z 2 |2 |Belanja Barang dan Jasa 263,108,891 263,108,891
1. Alat Tulls Kantor 1,783,891 1,783,891
2. Bendn POS (materal) 2.000.000 2.000.000
3 Bahan/matedal 900,000 900,000
- Sapu pel 2 buoh & Rp. 75.000 150,000 150,000
- Sapu i 4 buah x Ap, 10.000 40,000 40,000
- Kain pel : 4 buah x Ap. 10.000 40.000 40000
- Kemnjong sampah, gayung timba dan alat pal 70,000 70,000
-Upah petugas cleaning service 600,000 600,000
4, Pernaliharaon 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan/servis {kom puter, printer, sepeda moto| 2.000,000 2.000,000
5 Cetnl pengeandaan 1,850,000 1,850,000
- Cetak surat. amplop. buky, benner, panduk dil 750,000 F50.000
- Penggandaan/penjilidan berkas 750,000 TS0,000
- Catok foto 350,000 350,000
& Pembuatan Popan Data 3,500,000 3,500,000
7 Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Sewa torop, kurs| mejs, sound sistym dil 3,000,000 3,000,000
B. Mokanan dan minuman rapat 7.000,000 7,000,000
- Ronsumsl rapat-rapat Pemerintah Desa/peremuan| 7,000,000 7,000,000
9 Pakalan Dinas dan Atrbut 6,375,000 6,375,000
- Pakaion dinas dan atribut : 15 ergx Rp. 250000 3,750,000 3,750,000
- Baju batik: 150 x 175.000 2,625000 2,625,000
10. Perjalanan Dinas 5,100,000 5,100,000
- Kepala Desa 12 kl « Ap. 100.000 1,200,000 1,200,000
- Peranghot Desa: 13 Orgx 6 d x Ap. 50.000 3.900.000 3.200,000
11. Honorarium nara sumber/ahl
13. Operasional Pemenntah Desa
- Kepala Desa [Cek sishamling. pembinaan RT/AW dIf 2.400.000 2.400.000
14, Inzentl AT/AW 106 Org x 12 bin « Ap. 150 000 dital 206,700,000 206,700,000
15 Pemberian barang poda masyarakat/kelompok mas| 1.500.000 1.500.000
16, Adr, Listrik dan Telepon 1,000,000 1,000,000
16, Bantuan keglalan keAgamaan/Kel Masyarakat 2.000.000 2.000.000
17, Bantunn kegiatan PHEl dan PHAN { Maulid Nabl, Ho 5,000,000 5,000,000
18, Bantuan sembako kel [ansin 2.800,000 2.800,000
19. Pembuatan Pos Kamling 3,000,000 3,000,000
20, Bayar Bloya Kursus Men/ahit 2,000,000 2,000,000
21. Bayar Blaya Pelatihan Membuat Keset 3,200,000 3,200,000
2 2 |3 [Bekanja Modal 32,000,000 32,000,000
=Loptop 2 unit (dirubah satu unit) 4.800,000 4,800,000
-Computer 1 Unit 3,500,000 3,500,000
- Proyehtorsslider 3.100,000 3,100,000
- Beli Meja Kantor 2,800,000 2,800,000
-Mursl Kanter Desa Rp. 450.000 x 20 buah 9.000.000 9.000,000
- Bell MesinJenset 4,000,000 4,000,000
- Pengadaan Scund System 4, 800,000 4 B00, 000
2 3 Operasional EPD 3,500000 3.500.000
K 3 |2 |Belanja Barangdan Jasa
- ATK 400,000 400,000
- Konsumsl Rapat 2.000.000 2000, 000
- Boju Kerja 1. 1000000 1,100, 000
2 4 Operazlonal AT/ RW - -
z 4 |2 |Belanja Barang dan Jasa - -
2 5 :f;:alm Deaa onllne, & lskeudes dan/atau gt data 7200000 7,200,000
2 |s |1 |Belanja Pegawal 3,168,000 1,168,000
I 1. Hénorarium operator: 1 orgx 12 Bln x Ap. 264000 | 3,168,000 3,168,000
z |5 2 |Belanja Barang dan Jasa 4,032,000 4032 000
I 1. Bulanan Intemet: 12 Blnx Ap. 336.000 4032000 4032000
|
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Keglatan Pelatthan pengelolaan keuangan desa 4,800,000 4 800,000
Penyusunan RPJMAeview RPJM dan RIP/Review RIC | 4,500,000 4,500,000
Belonja Pegawal 4 000,000 4,000,000
1. Henorarium : 2,500,000 2 500,000

- Kepala Desa: 10rg 22 Bln s Rp 300,000 600,000 600,000

- Kepaly Urusan :3 Org x 2 Bin x Rp. 250.000 1,500,000 1,500,000

- Bendahara Desa 1 1 Orgx 2 Bin x Rp, 200,000 400,000 400,000
2 Uang lembur 1,500,000 1,500,000

- Kepala Dess: 10rgx 30)am« Ap. 10,0040 300.000 300,000

- Kepala Urusan : 3 Org x 30 jam & Ap, 10,000 900.000 900,000

- Bendahara Desa ;1 Org x 30 jom x Ap, 10.000 300,000 300,000
Belanj@ Barang dan Jass 500,000 500,000
1. Konsumsi (makan dan minum) 500,000 S00.000

I

Pmmmp-um pertangzungjawaban Bantuan 4,500,000 4,500,000
Belanja Pegawai 4,000,000 4,000,000
1, Honorarium : 2,500,000 2,500,000

- Kepala Desa: 10rg 2 2 Blnx Ap. 300.000 600,000 600,000

- |epala Uruzan 3 Org 2 2 Bin x Rp. 250,000 1,600,000 1,500,000

- Bendohara Desa | 1 Drgx 2 Bin x Rp. 200,000 400,000 400,000
2. Uang lembur ; 1,500,000 1.500,600

- Kepola Desa: 1 Orgx 30 )am x Rp. 10.000 300,000 300,000

- Kepala Urusan : 3 Org x 30 jam x Ap. 10.000 900,000 200,000

- Bend shars Desa : 1 Orgx 30 jam x Rp. 10.000 300,000 300,000
Belanja Barang don Jasa 500,000 500,000
1. Konsumsl (makan dan minum) 500,000 500.000
Bidang Pelaksanasn Pembangunan Dess 1,059482,032 | 1,059, 482,002
Pembangunan Embung Deea dl Dusun Sum ber Pinang | 30,600,000 | 90,800,000
Behinja Pegawal
1. Honorarium Pelaksana Keghtan : 1,200,000 3,200,000

1. Ketua -1 Org x 2 Bln x Ap. 300.000 600,000 EO0.000

2 Sekrelarls 07 Org x 2 Bin x Ap. 250,000 500,000 500,000

3, Bendohara ; 10rgx 2 Bin x Ap, 250,000 500,000 00,000

4. Angpota © 40rg x 2Blnx Ap. 200 000 1,600,000 1,600,000
Belanja Barang dan jaza
- Upah Kerjn 35 685,000.00 | 35,685,000.00
Mandor 1E00.00000 | 3.800.00000
Tukang 6.460,000.00 | £,450,000.00
Pdueda 254Z5000.00 | 2542500000
Behinja Modal
- Bahan
Papan Mama Proyek 300,000.00 A00,000.00
Pombuatan Monomen Prasast| 400000 00 A400.000.00
Batu Belah 14,588,000.00 | 14.588,000.00
Pasir 5731250.00 | 5731.250.00
Semen (PC) 16.183477.50 | 16.183.477.50
Tanah
KRamng 270000000 |2.700,00000
JUMLAH | 49,002 727.50 | 49,002, 727.50
ALAT KERJA
Gledekan 400,000.00 400,000.00
Canghu! 210,000.00 210,000.00
Sekmop 100.000.00 100.000.00
Ayaan 150,00:0.00 15000000
Timba 60,000.00 60,000.00
JUMLAH I1 $20,000.00 | 920,000.00
JUMLAH [4 11 49,922,721.50 | 49,922.727.50
PPN 10% 499227275 | 499217275
JUMLAHB 54.915,000.25 | 54.915,000.25
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Rehab Gedung BUMDES Desa Karangharjo 71,200,000.00 | 71,200,000.00
Belanja Pegawal 3,200,000 3.200,000
1. Honorarium Pelaksans Kegiatan :

1. Ketua ;1 O = 2 Bn x Rp. 300.000 600,000 600,000

2. Sekretons 1 Ong = 2 BIn a Rp, 250,000 500,000 500,000

3. Bendehara | 1 Orgx 2 Bin x Ap. 250,000 500,000 500,000

4, Anggota 4 Org x 2 Blnx Ap. 200.000 1,600,000 1,600,000
Belnnja Barang dan jass
- Upzoh Kerjn 13,150,000.00 | 13,150,000.00
Mandor 230000000 | 230000000
Tukang 297500000 | 297500000
Pokerjn 7.875000.00 |7,575.000.00
Belinja Modal
-Bahan
Papan Nama Proyek 300,000.00 3HL000.00
Batu Merah 742,000.00 T42000 00
Paslr Pasang 395694.00 39569400
PC 1,164870.00 |[1.164.870.00
Keramik k. 40/40 237160000 |2.371.600.00
Semen Warna 379.200.00 A79.200.00
Papan Kayu Klas It 377856000 |3.778.560.00
Anlok koyu Klas Il 1485207200 (14,852.072.00
Bolok Koyu Klas I 793,440.00 793,440.00
Kawel thl Smm 106,200.00 106,200 00
Aeng (2x3)om 2149642 00 | 2,149.642 00
Palu 12em 442 150.00 442,150.00
Gentang Plentong/\Vampres 2940000.00 | 2.940,000.00
Genteng Bubung Plentong/Viampres 340.000.00 340.000.00
Etornit Gresik 1x1m 114400000 | 1,144.000.00
Palas Eternit ED.640.00 B0.540.00
C-75.0.8 267.900.00 26780000
C-75 0.6 348,140.00 34B,140.00
Baut (screw driver) 142.800.00 142 80000
Dynabo it 5024000 90,240.00
Aeng 357,200 .00 36720000
Talang jural 78,000.00 78.000.00
Atap Spendek 0,45 TCT @erwama) 3098800.00 |3.088,80000
Rolling Door Alumunium 1368500000 | 13.665000.00
Plamll Tembak 167,200 00 167,200 00
Cat Tembok 1.582380.00 |1,582,380.00
JUMLAH | 51,797,728.00 | 51,797,728.00
ALAT HERJA
Gledekan 400,000 00 AT0.000 00
Conghkul 140,000.00 140.000.00
Sekrop 150,000.00 1 50,000, 00
Ayaan 150,000.00 1 50,000 00
Kuas B0,000.00 G000, 00
Timba 75,000.00 7 5,000.00
JUMLAH [ $75,000.00 975,000.00
JUMLAH [+ 1| 52,772.722.00 | 52,772,728.00
PPN 10% 527127280 |B2TT2T2H0
JUMLAH B 58,050,000.80 | 58,050,000.80
Pembangunan Jalan Aspal PP Al Hidayah 199,500,000 | 199500000
Belanja Pegawal 3,200,000 3.200,000
1. Honorarlum Pelokssna Meglatan |

1. Ketua |1 O ¢ 2 Bn x Ap. 300 600 £00,000 600,000

2. Sekretoris * 1 Org x 2 Bn x Ap, 250 000 500.000 500,000

3. Bondohara © 1 Orgx 2 Bin x Rp. 250.000 00,000 500.000

4. Anggota 4 0rg x 2 Binx Ap. 200.000 1,600,000 1,600,000
Beolanjs Bamng dan jasa
- Upah Kerja 51,850,000.00 | 51,850,000.00
Mandar 82800,000.00 |8 800,000.00
Pekena 43050000.00 | 4305000000
Be'lanja Modal
-HAahan
Fapan Nama Proyek 300.000.00 200.000.00

P b mmr = BB e Pl m i

Pry=gr—_——

annnnn A

176


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 1

i
|so,noo,uoo‘nq 15%,000,000.0{

h

Belanja Pegawal 3,200000 _ |3.200,000
1. Honorarium Palakeans Heglatan :

1. Ketua : 1 Org x 2 Bin x Ap. 300.000 &00.000 600,000

2. Sokmetariz 1 Org &2 Bin « Ap. 250.000 500, 000 500,000

3. Bendahara ; 10rgx 2 Bin x Rp, 250,000 500,000 500,000

4 Angpatn 4 0rg x 2BInx Ap. 200000 1.60 0,000 1,600,000
Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja 63,410,000.00 | 63,410,000.00
Mandor 750000000 | 7,500,000.00
Tukang 12410000 00 | 12.410.000.00
Podi o)k 43500,000.00 | 43,500,000,00
BAHAN
Papan Nama Proyek 300,000.00 300,000.00
Pembuatan Motomen Prasastl A00.000.00 400.000.00
Pasir Urug 7.02000000 |7,02000000
Pasir 11,705750.00 | 1170575000
Semen (PC) 331 69,65000 | 323,169,650.00
Batu Fecah 3150500000 |31.505.000.00
Balu Belah 120460000 |1.884,60000
JURNILAH | 85,985,000.00 | 85,985,000.00
ALAT HERJA
Gledekan 400.000.00 400.,000.00
Canglul 140,000.00 140,000,00
Sekiop 150,000 00 150,000.00
Ayaan 150,000.00 1 50.000.00
Timba 75,000.00 75.000.00
JUMLAH (| ¥15,000.00 915,000.00
JUMLAH |+ 11 24,900,000.00 | 85,900,000.00
PPN 10 % 8,690,000.00 |E85690,000.00
JUMLAH 95.590,000.00 | 95590,000.00
Pemb. Jalan Rabat Beton Duzun Gluguh 2 $0,500,000.00 | 90,500,000.00
Belanja Pegawal 3,200000 3,200,000
1. Honorarium Pelaksana Kegiatan :

1. Kemwn 21 Qg % 2 Bin x Ap. 300,000 600,000 &00.000

2. Sekretaris ;1 0 x 2 Binx Rp. 250,000 500,000 500,000

3. Bendoharn : 1 Qrg & Z Bin & Ap, 250,000 500,000 500,000

4. Angpota 40rg x 2 Blnx Rp. 200.000 1,600,000 1,600,000
Belanja Barang dan jasa 34 425,000.00 | 34,425,000.00
- Upah Kerja
Mandor 300000000 | 3.000000.00
Tukanz 5,100,000 00 5,100,000.00
Pokoerja 2632500000 | 26325000.00
BAHAN
Papan Nama Proyek 300,000.00 300,000, 00
Pembuatan Monomen Prasast| 400.000.00 A 00,000 00
Pasir Urug 379200000 |3.792000.00
Pasir 689500000 | 6895000.00
Semen (FC) 1927667280 | 1927667280
Batu Pecah 17,018, 000.00 | 17,018,000.00
Batu Belah 244560000 | 2 .445600.00
JUNMLAH | 50,127,772.80 | 50,127,272.80
ALAT KERJA
Gledekan 400,000.00 4 00,000.00
Canghul 140.000.00 140,000.00
Sekop 100,000.00 100,000.00
Ayaan 150,000.00 1 50,000.00
Tirnia 60.000.00 60,000 00
Juma AH I 250,000.00 B850,000.00
JUMLAH 1411 50977,272.80 | 50,977,272.80
PPN 10% 509772728 |5097,727.28
JUNMLAH 56,07 5,000.08 | 56,075,000.08
Pemb._Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh . RT 02 RW 11 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00
Belanja Pegawal 320000000 | 320000000

Honorardum Pelaksana Heglatan :
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|Pemb_talan Rabal Beton Dusun Gluguh . RT 02 RW 11 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00
|Behnjl Pegawal 3,200,000.00 |3200,000.00
Honorarium Pelbhsana Keglatan :

1. Ketss 1 Org x 2 Bn x Rp. 300,000 £00,000 600,000

Z Sekreloris 1 Org = 2 Bin x Rp. 250 000 500, 000 500,000

3. Bendahora © 1 0eg 2 2 Bin x Rp. 250,000 £00,000 500,000

4 Anppoin ' 4Org x 2Binxe Ap 200 000 1.600.000 1,600,000
Belan|s Barang dan jasa 4,760,000.00 |4,760,00000
- Upah Kerja
Mandar 600.000.00 600,000.00
Tukang %35,000 00 935,000.00
Pekerda 322500000 | 322500000
BAHAN
Papan Nama Proyek 300,000 00 300,000.00
Pern buatan Manomen Prasast 400,000 00 400,000.00
Pasir Urug 600,000 .00 6 O00,000.00
Pasir 962, 500.00 962,500.00
Semon (PC) 270991365 | 270991365
Batu Pecah 269275000 | 2,692750.00
Batu Belah 46200.00 46,200.00
JUMLAH 1 771136365 | 771136365
ALAT KERJA
Gledekan - -
Canghul 140.000.00 140.000.00
Sekrop 50,000.00 50,000.00
Ayaan 75000.00 7 500000
Timba 60,000.00 6 0,0 00
JUMLAH I 325,000.00 325,000.00
LJURALAH |+ 1l 8,036363.65 | 8,036,363.65
PPN 0% BO03636.37 BO3,636.37
ILIAL AM B840000.02 |8,584000002
Pemb. Tembok Penahan Tanah [ TPT)RT 03 AW 12 D | 20,000,000.00 | 20,0080, 000. 00,
EBelanja Pegawal 120000000 |3200000.00
Honorarium Pelaksana Keglatan :

1. Ketsa 11 Org 2 2 Bin = Rp. 300.000 600,000 600,000

2 Sekretoris :1 Org 2 2 Bin x Rp. 250000 500,000 500,000

3. Bendahara :10rgx 2 Bin x Rp. 250.000 500,000 500.000

4 Anggola ;4 Org x 2BInx Rp. 200 D00 1,600,000 1,600,000
Belanja Barang dan jasa
+ Upah Kerja 687500000 |6,875000.00
Mandar 800,000.00 800.000.00
Tukang 127500000 | 1.275000.00
Pekera 4800000 00 | 4,800,000 00
Bahan
Papan Nama Proyek 300,000 00 300,000.00
Pembuatan Manomen Prasasti 400,000 00 4 00,000.00
Malerial Timbunan 135000000 | 1.350000.00
Paalr 131250000 | 1,312,500 00
Semen (FC) 357931830 | 3.579.318.30
Batu Belah 420000000 | 420000000
JUMLAH 1 TL.141,818.30 | 11,141,818.30
Alat Kerja
Gledekan 400,000.00 400.000.00
Canghul 140,000.00 1.40,000.00
Sekrop 100,000.00 100,000.00
Ayaan 75000.00 75,000 040
Timba 7500000 7 5,000 00
JUMLAH It T90,000.00 790,000.00
JUMLAH T+ 1 11.531,8168.30 | 11,931,818.30
PPN T0% 1,193,181.83 |1,193,181.83 I
JUMLAH 13,125,000.13 13_115_0&0.13'
Pengzspalan Jalan Jalan Dsn. Gluguh AT. 12 AW. 10 | 114,700,000.04 1 u,?uu,mu,ulli
Belanja Pezawal 3,200,000 3,200,000

{Honocarium Pelaksana Kegiatan :

| 1 Ketsa:1Orgx2 B x Bp 300 000

P Sy
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Canghul 140.000.00 14000000
Sekrop 150.000.00 15000000
Ayaon 150.000.00 150,000.00
Cintung 80.000.00 80.000.00
Sapu Lidi 15.000.00 1500000
J UMLAH (1 935,000.00 935,000.00
JUMLAH |+ 11 75,552,091.60 | 79,65%,091.40
PPN 10% T965909.16 | 7965909016
JUMLAH B7,625,000.7¢ | 87,625,000.76
10|5 |Sews Alat
Maobilisasi 275000000 | 2.750,000.00
Sewn Wales 6-8 ton 400000000 | 400000000
J UMLAH 6,750,000.00 |6,750,000.00
PPN 675.000.00 675.000.00
I LIMLAM 7425,000.00 |7,42500000
n Pemb. Plengsengan Belakang SDN. Karangharjo 01 41,204,850.00 | 41,204 850,00
11 Belonjs Pegowsl 3,200,000 3200,000
1. Honorarium Peloksans Kegiatm ;
1. Ketua ;1 Org x 2 Bln x Ap. 300,000 £00.000 600,000
2. Schretans 11 Ong x 2 Blnox Ap. 250.000 500,000 500,000
3. Bendahama ;1 Orgx 2Bln x Rp. 250.000 500,000 500,000
4 Angpota -4 Orzx 28Inx Bp 200000 1,600,000 1,600,000
11 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kera 14,770,000.00 | 14,770000.00
Mandaor 2.100,000.00 |2.100000.00
Tukang 3,145000.00 | 3,145000.00
Pekera 9.525.000.00 |9.525000.00
1" Bahan
Papan Nama Proyek 300.000.00 300,000.00
Pembuatan Monomen Prasostl 400,000.00 A00.000.00
Mater|al Tim bunan 1.B00.000.00 | 1,800000.00
Paair 297325000 | 297325000
Semen [PC) B.1B3431.95 |H1B3431.95
Batu Belah 9.600,000.00 | 9.600,000.00
JUMLAH | 23,255,681.95 | 23,256,681.95
1 Alal Kerja
(Gladakan 40D0,000.00 o 00,000 00
Canglul 140.000,00 14000000
Selrop 100.000.00 100,000 00
Ayaan 75.000.00 75000.00
Timba 60,000.00 60,000.00
JUMLAH 11 775,000.00 775.000.00
JUMLAH [+ 11 24,031,601.95 | 24,031 681.95
PPN 10 240316820 |2403,168.20
JUMLAH 2643485015 | 26,434,850.15
12 Pemb. Bangunan Intake { Penangkapan Alr Bersih ) 10,159,096.00 | 10,159096.00
Sarana Alr Bersih Dusun Krajan
Belanja Pegawal 3,200,000 3,200,000
1. Honorarium Pelaksana Keglatan
1. Ketua =1 Orgx 2 Bin x Rp. 300.000 600000 G00.000
2 Sekretans : 1 Omg & 2 Ain x Rp 250 000 500,000 500,000
3. Bendahara 11 Qrgx 28Inx Ap. 250.000 500,000 500,000
4. Anggota -4 Orgx 2 Bin x Ap. 200.000 1,600,000 1,600,000
12 Belan|s Barang dan jasa
- Upah Kerda
Mandar S00.000.00 500.000.00
Tukong 505,000.00 59500000
Pekena 1.125000.00 | 1.25000.00
2.220,000.00 |2,220,000.00
BAHAN
|Papan Nama Proyek 30000000 | 30000000
IBaty Belah ROBOODDO | B08,000 00
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2 |3 |1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,000,000 3,000,000
2 |3 |1 |1 [Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan 3,000,000 | 3,000,000
Bantuanoperasional LINMAS 3,000,000 3,000.000
1, Seragam 100rg x 100,000 1,000,000 1,000,000
2. Tramsport 10 org 2 50,000 x 4 k! 2,000,000 2,000,000
2 |a |t |Bidang Femberdayaan Masyarakat 37,500,000 | 37,500,000
2 |4 |1 [1 [Kegistan bantuan operasional Tim Penggerak 30,000,000 | 30,000,000
1. Penguatan kelembagaan (35%) 4,200,000 4,200,000
2. POKJA 1115%) 1.800,000 1,800,000
3. POKJA 11(15%) 1.800,000 1800000
4. POKJA Il (15%) 1,800,000 1,800,000
5. POKJA IV (20%) 2,400,000 2,400,000
b. Kegiatan Posyandu Ballla dan penanganan ibu 18,000,000 18,000,000

hamil kurang glz|

2 |4 |1 |2 [Kuﬂmn bantuan operasional LPM/Karang 7,500,000 7,500,000
2 |4 1 [Belanja Barang dan Josa 4,000,000 4,000,000
- ATK 500,000 500,000
- Konsumsi Rapat 1,500,000 1,500,000
- Kaos tim 2,000,000 2,000,000
2 |Honorarium
- Insantif 3,500,000 3,500,000
2 |5 |1 Jalin Matra Penanggulangan
2 |5 [1 |1 |FeminisasiKemiskinan 62,500,000.00 | 62,500,000.00
1 |2 |Biaya Operasional Sekretariat Desa 12,500,000.00 | 12,500,000.00
Honorarium 5,500,000.00 | 5,500,000,00
Penanggungjawab 500,000 500,000
Ketua 500,000 500,000
Sekrelaris 500,000 500,000
Bendahara 500,000 500,000
Anggota 500,000 500,000
Anggola 500,000 500,000
3 |Pendamping Desa 2 orang x 1.250.000,00 2.500.000 2.500.000
4 Qmmml Kegiatan 7,000,000.00 | 7,000,000.00
5 |Bantuan KRTP 20 orang x 2.500.000,00 50,000,000.00 | 50,000 ,000.00
Z e Bidang Tak Terduge - -

2 |6 |1 |1 [Kegiatan Kejadian Luar Biasa - -

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /DERSIT = :

3 PEMBIAYAAN - -
7 Penerimann Pembisyaan 14.000.000 | 14000000
3 |11 SILPA = s
Silpa ADD
Silpa DD 14.000.000 | 14.000.000
1|2 Pencairan Dana Cadangan - -
313 Hasil Kekayaan Dasa Yang dipisahkan -
JUMLAH (RP ) 14.000.000 | 14.000.000

7|2 Pengekiarar Pemblayaan 129,086,733 | 129,086,733
312 1 Pemberukan Dana Cadangan - -
3 |2 |2 Penyertaan Modal Bumdes 129,086,733 | 129.086.733

JUMLAH [ RP) 129,086,733 | 129,086,733

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA KARANGHAR.JO,
TTD
DANY MUHAMMAD

Lampiran 6.11 Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo tentang PTPKD
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HKABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEFALA DESA HARANGHARIJO

NOMOR : 09

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA KARANGHARJO (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengmgat

KEPALA DESA HARANGHARJD,

Bahwa untuk melaksanakan ketentusn Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menteri Dabam Negerl Momor 113 Tahun
2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka
Kepala  Desn  dibantu  oleh  Pelaksana Teknis
Pengelolaan Heusngan yang terdini dan bebempa
unsuri

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada humf 2, perin
menetaphkan  Keputusan  Kepala Desa tentang
Pelaksana Teknis. Pengelolsan Keuangan Desa
Kamangharje (FTPKD| Tnhun Angparan 2017,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembearan Negara Republik indonesia Tahun 2011
Homor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5234];

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembarsn Megara Tahun 2014 Nemor 07, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495) ;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinithin Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244); '

Undang-Undang Nomor B Tahun 2016 tentang
Penyendang Disabilitas |lembaren Megera Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S871);

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
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Menetapkan

KESATU

10.

13.

14,

15.

Talun 2014 tentnng Desn [Lembaran Negara Republik
Indonests  Tahun 2014 Nomor 123, Tambinhan
Lembaran Negora Republik Indonesin Nomar 5539,
‘sbageimana  telah  diuboh  dengon Peentiiromn
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahon
atas Peraturan Pemerintsh Nomor 43 Tahun 2014
tentang  Pernfuran  Pelaksonaon Undang-Undang
Momer 6 Tahtin 2014 tentung Desa [Lembaran Negara
Republik Indonesin Tehun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lemboren Megara  Republik  Indonesin
Nomor 5T17);

Peratiran Menteri Dalam Negeri Momor 111 Tehun
2014 tentang Peraturan Di  Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Persturan Menteri Dalem Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Penpeiolann Keuangan Diesa
[Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor
2093);

Pctatirrnn Menteri Dalam Neperi Nomor 114 Tahum
2014, tenteng Pedoman Pembangunan Desa (Berita
fegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 2094);
Pereturan Dasrah Kabupater Jember Nomor 7 Tehun
2015 teptang Desa (Lembaren Daerah Kabupaten
Jember Tabun 2005 Nomaor T);

Peraturan Deersh Kabupated Jember Nomor 7 Tehun
2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hek-Hak
Penyandang Disabilitaz (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor TJ;

. Peraturan Bupati Jember Nomeor 39 Tahun 2017

teritang pedoman Pengelolaan Alokasi Deane Desa di
kabupaten Jember tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Jember Nomer 40 Tahun 2017
tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di
Kabupaten Jember Tahun Angearan 2017;

Peraturan Desa Harangharo Nomor 01 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2016-2021;

Peraturan Desa Karangharjo Nomer 02 Tehun 2018
tzntang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
Peraturan Desa Karanghesio Momor 03 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapaten dan Belanja Desa Tehun
2018,

MEMUTUSKAN :

Mengangkat dan menetapken Pelaksana  Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa  Karangharjo (PTPKD)
Tehun Anpgaran 2018 dengan nama-nema  dan
susunan sebagalimana tercantum dalnm fampiran yang
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KEDLA

KETIGA

KEEMPAT

merupakan bagian tidak terpisahkan dard Kepubuisan
Kepala Deza ini,

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Karangharjo (FTPKD) mempunyai tugas:

1) Sekretaris Desa:

a) menyvusun dan melaksanakan Kebifakan

Pengelolaan AFEDess;
menvusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa, perubehan APBDesa dan
pertanggung jawahban pelaksenean
APBDesa;
melalmkan pengendalian terhadap
pelzksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

b

== H

c

-

dalam AFPEDesa;

d} menyusun pelaporan dan
PETEDEEUNEawaban pelaksanaan
APBDesa; dan

¢] melakukan verifikasi terhadap bukti-buit

penerimaan dan penpeluaran APBDesa;
2] Kepala Seksi:

8 menyusun remcana pelaksanaan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya;

b) melaksanakan kegiatan dan/atas bersama
Lembaga Hemasyarakatan Desa yang telah
ditetapkan di dalam APBDess:

e melakukan tindakan pengeluaran yang
menyebablan atas beban anggaran belanja
kegiatan;

d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

t] melaporkan perkembangan pelaksarniaan
kegiatan kepada Kepala Desa; dan

) menyiapkan dolumen anggaran atas beban
pengeliaran pelaksanaan kegiatan,

3! Bendahara:

R, menyimpan,

menyelerkanmembayar, menatausahakan,

d“dnmpﬂuﬁmrsjn%hhn penerimaan
pendapatan desa den pengrlunran pends

desa dalam rangla pelaksosaan APBDesa,

Humm atas tugas dan tanggung jawahb Pelaksana
Tek:ma_ Pengelolaan Heuangan Desa Karangharjo
(FTPED] dibebankan pade APE Dess Karangharjo

tahun anggaren 2018 dengan sumber i il
PAD atau ADD, peinbiayasn dar

Sf:g-asla bimya yang dikstuarkan sehagai  alibat
ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APB Desa
Kerangharjo Tahun Anggaran 2018,
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KELIMA t Keputupan Kepala Dess ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Karangharjo '
Pada tanggal 10 Februari 2017
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Lampiran Kep Hepals Deas K
Marmor PR
Tanggal ¢ 00 Februed 3017
Tentang | Penetagan Priaksapa Telmi
Pengelelaan Kzuamgen e
(FTPRD}  Tahun
Anggaran 617
P TEENIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA G 0
PTP 7
JABATAN/
NO NABMA POSISI
i UNSUR
1. | FAUSEN SUSWANTORO Keordinater | Sekretaris Desa
Hepala Selesi
2. | FATHOR RASYID Anggota ¢
Pemerintahan
Kepala Seksi
3. | AMBARI Angpota
Pelayanan Umum
Kepala Scksi
4. | NATU Anggota Kesejahteraan
Masyarakat
5. | MAD MUNIR ADI PRANOTO Anggnta Bendahara

Lampiran 6.13 Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo tentang PK
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Menimbang

Mengingal

KABUPATEN JEMEER

KEPUTUSAN HEPALA DESA HARANGHARJO
NOMOR : D8

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HKEGIATAN
DESA KARANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

HEPALA DESA KARANGHARJO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat
(2} Peraturan Mentard Dalam Neperi Nomor 1314 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka
perlu membentuk Pelaksana Keglatan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pazal 26
ayat (1) Peraturan Bupat Jember Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017, maka
Pelaksana Kegiatan teridiri dari beberapa unsur;

Bahwa dalam rangka pelaksansan ketentuan Pasal 10
ayat (1) Peraturan Bupatd Jember Nomor 40 Tahun
2017 teniang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Dana Desa i Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2017, maka Pelaksana Kegiatan teridiri dari beberapa
LM,

Bahwa berdasarkan pertmbangan pads huraf &, b
dan o, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pelakeans Keglatan Desa Harangherjo Tahun
2017,

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuban Feraturan Perundang-undangan
{Lembiran Negare Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahen Lembaran Negara Hepublilk
Indonezia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomer 6 Tehon 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambshan
Lembaran Negara Nomor 5493) ;
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140.

11,

12

13

14,

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244);

Undang-Undang Nomor 8 Tshun 2016 tentang
Fenyandang Disabilitas [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3871}

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tehun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5539,
ssbagaimana télah diubah denpan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atag Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksansan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5T17);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 111 Tahun
2074 tentang Peraturan [ Desa (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
{Zerita Negara Hepublikc Indonesia Tahun 2014 Nomer
2003);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Megara Republik Indonesta Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Dagrah Ksbupaten Jember Nomor T Tehun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tehun
2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas [Lembaran Daersh Kabupaten
Jember Tahun 2015 Nomor T);

Peraturan Bupatl Jember Nomor 39 Tahun 2017
tentang pedoman Penpelotaan Alokesi Dana Desa di
kahupaten Jember tahun Anpgaran 2017

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tshun 2017
tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 Tahun 2018
tentang Rencana Pembanpunan Jangka Menengah
Besa Tahun 2016-2021; )
Peraturan Desa Karangharjo Nomor 02 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
Peraturan Desa Karanghago Nomor 03 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2018,
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Mengangkat den menelapkan Pelaksana H:thm
dengan nama-nama - dan  susLnan pebagaimans
tercantum dalam lampiren 1, 1l dan I, yang
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Keputusan
Kepala Desa ini,

Melaksanakan kegiatan sesunl dem@an perencanian
kegiatan yang telah tercantum dalamm APB Desa

Karangharjo tahun anggaran 2018,

Keglatan scbagaimana tercantum dalam dikfum
KEDUA adalah kegiatan pada bidang Pcnyehnmlaraan
Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyaralatan, Pemberdayaan Masyarakat dan
kegiatan Tidak Terduga.

Kegiatan sehagaimana tercantum  dalam diktum
KEDUA adelah kegiatan yang bersumber dar
Pendapatan Ast Desa (PAD), Alokasi Dana Desa [ADD],
Dana Desa (D) dan Bagian Hasil Pajak dan Restribusi
Dacrah (BGHP dan BGHR).

Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan adalah
sehagal berikut;
1. Perencanaan:
a] Manyusun rencana kerja yang memuat:

» uraian kegiatan;

¥ biaya;

» waktu pelaksanaan;

» Iokasi kegiatan;

o kelompolk sasaranpemanfaat.

bl Soslalisasi petaksanaan pekerjazn, memuat:

+  musyawarah/rapat TENCAna
pelaksanaan kegiatan;

o posiplisasi  melalui  pemasangan
rencana kegiatan pada papan infomasi
desa.

c) Penyiapan dokumen administrasi kegiatan,
diantarariya:

= dokumen RKP tahun 2018 beserta
lampiran;

* dokumen APBDesa tahun 2018;

*  dokumen administrasi Keuangan;

+ [oto/gambar sebelum kegiatan;

* pernyataan kesanggupan penyelesaian
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kegiatan;

pendataan hibah dari masyarakat desa
den/atau pihak ketign

dokumen persliban hak melalui hibah
dari warga masyarakat kepada desa
atas lahan/tenah yang menjadi asel
desz sebagal dampak  kegiatan
pembangunan desa;

permyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta
ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atay tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan desa;
analisis sederhana perihal dampak
sostal dan lingkungan [AMDAL);
penghimpunan dan pencatatan dana
swadaye masyarakat, sumbangan dari
pihak ketiga, dan tenaga suknrela dari
unsur masyarakat;

pendataan  sumbangan masyarakat
desa danjatau pihak ketiga yang
berbentul barang;

d] mengkoordinasikan  kebutuhan  barang
dana jase kepada Tim Pengelola Kegiatan
(TPE) selalku tim/panitia pengadaan barang
dan jasa di desa,

2. Pelaksanaan:

g} Pelaksana kegiatan melaksanakan rapat
kerja sekurang-kurangnya sesuai demgan
tahapan pencairan dana;

b} Memberikan  laporan  perkembanpgan
pelaksanaan hegiatan kepada kepala desa;

&) Mengkoordinasikan masalah, kendala dan
hambatan serta penpaduan masyarakat
dengan kepala desa;

dj Menyusun' Rencana Rerja Tindak Lanjut

*[RKTL) untuk menentukan target kegiatan
pada tahapan selanjutnya;
3. Pertangpungjawaban:

f) Peleksana hkegiatan menyusun laporan
kegiatan berdesarkan pertanggungjawaban
terhadap penppunasn dana vang diterima
dan tahapan perkembangan pelaksanaan
kegiatan yang meliput:

realisasi biaya beserta lampiran bukti-
buktl pembayaran;

fobo  kegiatan  infrastrultur  desa
selkurang-kurangnya kondisi 0%, 50%
dan 100% yang diambil dar sudut
pengambilan yang sama;

fote  yang memperlihathan  orang
sedang bekerja;
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KEZEMBILAN

+ foto yang memperlihatkan peran serta
mesyarakat dalam kegiatan
pembangunan desa;

= [(pto vang memperlihatkan pembayaran
upah secara langsung kepada tenagn
ketfa'

« pambar purna laksama  untuk
pembangunan infrastruktur desa.

b] Memints laporan hasil pengadsan barang
dan jasa oleh TPK selaku tm/panitia
pengadasn barang dan jasa di desa.

c] menyusun laporan akhir  pelaksanaan

kegiatan;

menyerahkan hesil pelaksanasn kegistan

untuk  diterima  kepala desa depgan

disakaikan oleh Badan Permusyawaratan

Dega (BPD) dan unsur masyarakat desa.

d

Pelaksanaan keglatan sesital dengan Diktum KEDUA
menputamakan secara swakelola;

Honorarium atas tugas dan tanggung jawab Pelaksana
Kegiatan Desa Karangharjo dibebankan pada APB Desa
Karanghsrjo tahun 2018 dengan sumber pembiayaan
dari PAD atau ADD.

Segala  biaya yeng dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkan keputusan ini, dibebankan pads APE Desa
Karangharjo Tahun Anggaran 2018,

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Kerangharjo
Pada tanggal 10 Pebruar 2017

190


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lamplras 11 Keputusni Kepnla [3ema K eunghazji

Mot ¢ 08

vunganl ! 10 Febranr 3087

Teniang | Penctepan Pelaoans kegialan
Desn Knramghatje  Tnhun  Angparan
=111

L.

AN, IATAN DESA KARANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BIDANG

BANGUNAN DESA
DAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NAMA

HATU

POSISI UNSUR

Kepala Seksi

b Kesejahtsrann Masyarakat

2. | Drs. IMAM SYAFTT, M.31

| Bekretaris LPMD

3. | SITI HALIMAH

Bepdahara LKD

4. | FATHOR ROS] ﬁ.!!EEG‘tE LED

5. | ADIMULYONO Anggots LKD

6. | A MuIS Angpota | Kepala Wilayah Parcbalan
7. | Pao

Anggnta Kepals Wilayah Dwg...
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Lampiran (11 Keputusas Kepals Desa Karangharjo
08

Nomos
Tanggal  : 10 Februari 2017
Temtang 1 Pesstapan Pelaksana Keglstan
Karanghane Tahun Anggamn
18

Pl SANA KEGIATAN D) HARANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

HO NAMA POSISI UNSUR
1. | AMBARI | Ketua epale Bent
Pelgyanan Umum

2. | Dre. IMAM SYAFIT, M55 Sekretaris LPMD

3. | SITI HALIMAH Bendahiara PKK

4, | FATHOR ROS! Anggota Karang Taruna

5. | ADI MULYONO Anggota LPMD

| .

B, | A MUIS | Anggota e e
| Parebialan

e i — Kepala Wilaysh
l Darungan

Lampiran 6.14 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
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Menimbang

Mengingat

SALINAN

v‘ L

x

PRESIDEN
REFUBL IR INDOMESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat  dan  berperan mewujudken citacita
kemerdekaan berdasarisan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai
bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarnkat yang adil,
makmur, dan sejahtera;

balwa Desa dalom susunan dan tata  cara
penyelenggaman pemerintahan dan pembangunan perlu
diatur temsencdiri dengan undang-undang;

bahwa  berdasarknn  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan
Pasal 22D ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan...

193


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Menetapkan

B

PRESIDEN
REPUELIA INDONES|IA

-2-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN;

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyarakat setempat  berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indenesia,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaranan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarnkat setempat
dalam  sistern  pemerintahan  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkot Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang angegotanya merupakan
waldil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetaplkan secara demoloratis.

5. Musyawarah . . .
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5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antarn Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakal yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
berzifat strategis.

6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atan
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang bernsal dari
keknyaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usahn lainnya untik scbesar-
besarnya kesejahternan masyarakat Desa,

7. Pernturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepnkati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

8. Pembangunan Desa adaolah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan wuntuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarnkat Desa.

9. Kawasan Perdesaan adalah kawnsan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebapai lempal permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Desa atan
perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayoan . . .
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12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah wupaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijalkan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indenesia Tahun 1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas olonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1943,

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota dan  perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggarn Pemerintahan Daernh,

16, Menteri adaloh menteri yang menangani Desa,

Pasal 2

Penyelenggarnan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayann masyarnkat Desa berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lla.

Pasal3 ...
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Pasal 3
Pengaturan Desa berasaskan:
rekognisi;
subsidiaritas;
keberagaman;
kebersamaan;

kegotonproyongan;

mpoan oob

kekeluargaan;

musyawarah;

= o

demokrasi;

-

kemandirian;
partisipasi;

=

k. kesetaraan;
L. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan,

Pasal 4
Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa
yang sudah ada dengan keberngamannya sebelum dan
sesudah terbentuknyn Negarn Kesatuan Republik
Indonesia;

b. memberikan kejelnsan status dan kepastinn hukum
atas Desa dalam sistemn ketatanegaraan Republik
Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat [ndonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan
budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyaraka! Desa untulk pengembangan potensi dan
Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

€. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,
efisien dan efeldtif, terbuka, serta bertanggung jawah;

. meningkatkan . . .
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¢, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan
atau tertulis secara bertanggung jawab tentang
kegintan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari
pangpuan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
{2) Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membanpun diri dan memelihara linglungan
Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemnsyarakatan Desa, dan
pemberdayann masyarakat Desa yang bnoik;

c. mendorong terciptanyn situasi yang oaman,
nyaman, dan tenternm di Desa;

d. memelihora dan mengembanpkan nilai
permusyawaratan, permufnkatan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan di Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII
PERATURAN DESA

Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa,

peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan
Kepala Desa,

(2) Peraturan . . .
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Peraturan sebagaimana dimaksud poada ayat (1)
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/alau ketentuan peraturan perundang-uncdangan
yang lebih tinpgi.

Peraluran Desa ditetapkan oleh Kepaln Desa setelah
dibahas  dan  disépakati  bersamn  Badan
Permusyawaralan Desa,

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang,
dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan
evaluasi dari BupalifWalikota sebelum ditetapkan
menjadi Peraturan Desa,

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan tersebut oleh Bupatif Walikota.
Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil
evaluasi sebagaimana dimnoksud pada ayat (5),
Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari sejok  diterimanya hasil evaluasi untuk
melakukan koreksi.

Dalam hal BupatifWalikotn tidnk memberikan hasil
evaluasi dalam batas waktu sebngaimana dimaksud
pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat Desa.

Masyarakal Desa berhak memberikan masulan
terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa
oleh sekretaris Desa.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan
Peraluran Kepala Desa sehapal aturan
pelaksanaannya.

Pasal 70...
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Pasal 70

Peraturan bersama Kepala Desa merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari
2 (dua) Desa atau lebih yang melakuknn kerja sama
antar-Desa.

Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] merupakan perpaduan
kepentingan Desa masing-masing dalam kerjn sama
antar-Desa.

BAB VIII
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasnol 71

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubunpgan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan; dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 ayat (2) bersumber dan:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,
hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royang, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

¢. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yong merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima
Kabupaten /Kotn;

e, bantuan ...
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Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa.

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk
diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi
mengenal rencana dan pelaksanaan Pembanpgunan
Desa,

Masyarakat Desa berhak melaluikan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desn wajib menginformasikan
perencanann dan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengnh Desa, Rencana
Kerjn Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Desn kepnda masyarnkat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan
melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling
sedikit 1 [saty) tnhun sekali.

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah
Desa untuk menangeapi laporan pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 83

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . ., .
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Pengelolaan kekayaan miltk Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan
tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN

(1)

(2)

(3)

(1

(2)

PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 78

Pembangunan Desa  bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secaran berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan,
peloksanaan, dan pengawasan,

Pembangunan Desa sebogoimoann dimoksud pada
ayat (2) menpgedepankan kebersamonn,
kekeluargnan, dan  kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanpnan

Pasal 79

Pemerintah Desa MEenyusun perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjanglka
meliputi:

a. Rencana . . .
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a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintnh Desa,
merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengnh Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pernturan
Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan satu-satunya deokumen
perencanaan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Program Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah
yang berskala lokal Desa dikoordinasikan danfatau
didelegasikan pelaksanaannyn kepatla Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupokan salah satu
sumber masukan dalam perencannan pembangunan
Kabupalen/Kola,

Pasal 80

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.

Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Desa  wajib  menyelenggarakan  musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . ..

203


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(%

(5]

(1

2

(3

4

(51

(1

Lo

PRESIDEN
REPUELIN INDONESIA

~46 -

Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendin oleh Desa.

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk
diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi
mengenal rencana dan pelaksanaan Pembangunan
Desa,

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa wajib menginformasikan
perencanaan dan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana
Kerin Pemerintah Desa, dan Anggaran Pencdapatan
dan Belanjn Desn kepada masyarnkat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan
melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling
sedikit 1 {saty) tnhun sekali.

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah
Desa untuk menangeapi laporan pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembanpgunan Kawasan Perdesaan
Pasal B3

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
perpaduan pembanpgunan antar-Desa dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .
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Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan
dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui  pendekatan pembangunan
partizipatil.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa
dalam rangka penetapan kawasan pembangunan
sesuai dengan tala ruang Kabupaten/Kota;

b. pelavanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan;

¢. pembangunan infrastruktur, peningkatan
ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi
lepal guna; dan

d. pemberdayaan masynrakat Desa  untuk
meningkatkan akses (erhadap pelayanan dan
kegiatan ekonomi.

Rancangan pembanpunan Kawasan Perdesaan
dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa,

Rencana  pembangunan  Knwasan  Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada aynt (4) ditetapkan oleh
Bupalti/ Walikota sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daernh,

Pasal 84

Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kola, danfatau pihak ketign yang terkait
dengan pemanfantan Aset Desa dan tata ruang Desa
wajib melibatkan Pemerintah Desa,

Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan Asel Desa untuk pembangunan
Kawasan Perdesann merujuk pada hasil Musyawarah
Desa.

(3) Pengaturan . . .
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara lanpgsung dengan  Desa  wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

(1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang
selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan
pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada sanat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200
sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neparn Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 125,
Tombohon Lembarnn Nepara Republik  Indonesia
Nomor 4437) sebogaimana telah diubah bebernpa kali
terankhir dengnn Undang-Undang Nomor 12 Tohun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tehun 2004 tentang Pemenntahan Daersh (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tehun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Apar. ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan scsuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
isten Deputi Perundang-undangan

Keuangan Desa
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MENTER] DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGER] REFUBLIK INDONESLA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Mentmbang 1 bahwa uniulk melaksanakan ketentuan Pasal 106
Peréturan Pemerintah No mor43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 tahun
2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menten
Dalam Negeri tentang Pedoman Penpelolaan Keuangan
Desag

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Momos 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5435];

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor &
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 5535);

1, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.  (Lembaran Negara
Republil indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5558);

MEMUTUSKAN:
Menectapkan: PERATURAN MENTER] DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
BaBI
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksad dengan:

!, Desa adalah dess dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnva disebut Dess, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
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memilili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurnis
urusan permertatahan, kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam & istemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Pemmerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan waldl dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis,

Keuangen Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatavsahaan, pelaporan, dan
perlanggungiawaban keuangan desa,

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut REPDess, adalah
penjabaran dari Rencana Permbangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka walktu 1 (satu] tahun.

Anggaran Pendapatan dan Helanja Desa, selanjutnya disebut AFBDesa,
agelah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber darl Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten /Kota dan digunakan
untuk membiayai penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

. Alokasi Dana Dess, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan

vang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Kelompolk transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah Kabupaten/Kota, 5

Pemegang Keluasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atou
gebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyal kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, -

. Pelaksana Telknis Pengelolann Keuvangan Desa yang selanjutnya disinghkat

PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan kevangan desa.

. Bekretaris Desa adalah bertindal selaku koordinator pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa.

. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan

bidangnya.

. Bendahara adalah unsar staf sekretariat desa yang membidangi unisan
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o 1

administrasi keunngan untile menatisalinlo emmgan doma,

17, Rekening Kas Desn ndnlah relening tempnt menylingpiuy unng Peverlivtalun
Desa yang menampung selumih penedminn Dean oo digemdon uniale
membayar seluruh pengetunrnm Dern pocli P leyoeg diatopion,

I8 Penerimnan Desa ndalah Unng yong bernand darl selimaly peidinpotan desn
yang masuk ke AFBDasn melalul rekening kns clesn,

19, Pengeluaran Desa adaloh Uang yong lleiunclean dise] APRDesu melihal
rekening kas desn.

20, Surplus Anpgaran Desn odeloh sellsil leblh antam pendnpiling desa dengin
belanja desa,

21. Defisit Anggaran Desa adalah sellsih kurnng nntom pednpaton desn dangan
belanja desa

21, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selnnfuimyn distngloot SILPA ndalab
gelisih lebih realisasi penerlmonn dan penpelunenn nnggoron selnmn suty
periode anggaran.

23. Peraturan Desa adalah peraturan perandoang-undnngnn yang ditstoplon
oleh Kepala Desa seteloh dibahos don disepoleat! bersomn Badnn
Permusyawaratan Desa,

BAB Il
ASAS PENQELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1} Keuangan desa dikeloln berdasarkon n sos-nany transpicnn, mleantobel,
partisipatif serta dilakulan dengan tertib don disiplin onggoemn.

{2} Pengelolsan kevangan desa sebagaimana dimnlesud pada ayot (1), dikeloln
dalam masa 1 (satu] tahun angearan yakni mulai tinggnl 1 Janune soopad
dengan tanggal 31 Desember,

BAB NI
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DIESA

Pasal 3

{1] Kepala Desa adalah pemegang keluasonn pengelolaon keunngon desno don
mewaldli Pemerintah Desa dalam  kepemilikan kekayann milik desa yang
dipisahian.

{2) Kepala Desa sebagal pemegang kekunsann pengelainnn leunngnan desn
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), mempunyasi lkewennngon:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanann APEDesn;

menetapkan PTPKD;

menetaplean petupas yanpg melnkulkon pemunguiton penerimonn desn;

menyetujul pengeluaran atas legiatan yoang ditetnpkan dalam APBDesn

dan

o.n oo R

e, melakukan tindakan yang mengokibatieon pengelunran atns bebon
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AFBDesa

[3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengeiolaan keuangan desa, dibantu
oleh PTPKD.

Pasal 4

(i) PTPED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3] berasal dar unsur
Perangkat Desa terdiri dard;
b Selkretaris Desa;
b. Kepala Sekai; dan
¢ Bendahars.

[2) PTPKD schagaimana dimalcsud pada ayst (1} ditetaplan dengan Keputusan
Eepala Desa.

Pagal 5

{1] Sckretaris Desa sebagaimans dimaksud  dalam Pasal 4 ayal [ 1) huruf &
bertindak selala koordinater pelakzana teknis pengelolaan keuangen desa,

12] Sekretaris Desa selalu koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa sebapaimana dimaksud pada ayat (1] mempunyai higas:

€

-}
=3
d,

menyusun dan melaksanekan Kebijakan Pengeloiaan APBDesa;
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDess, perubahan
APEDesa dan pertangpung jawaban pelaksanasn APBDesa;

melalukan penpendelisn techadap pelaksanaan kegiatan yeng telah
ditetapkan dalam APBDesa;

menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan AFBDesa;
dan

'melaloukan verifikasi terhadap bulei-bukt penerimsan dan pengeluaran

APBDeza.

Pasal &

{1} Kepals Selsi schagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (1) hurufb
bertindalk sebagai pelaksana kegiatan sesugi dengan bidangnya.

(2| Kepalz Seksi sebagaimans dimaksud pada ayat (1] mempinyal tugas:
a. menyasun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

b.

jawabnya;

melaksanakan Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

melakukan tindakan pengelaaran yang menyebabkan atas beban
anggaran helanja kegiatan;

. mengendalikan pelaksanasn kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanasn kegiatan kepada Kepala Desa;
dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
leegiatan.
Pazal 7

(1} Bendeshara sebagaimana dimalsud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufc di jabat
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gleh staf pada Urusan Keuangan,

{7} Bandahara sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) mempunyai tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menataisahakan, dan
mempertanggungawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelzksanaan AFBDesa,

BAB IV
APBDesa

Pasal 8

(1} APBDesa,terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
t. Pembiayaan Desa,

{#| Pendapatan Desa sebagaimana dimalosud pads-ayal (1) huruf a
dildlasilikastkan menurut kelompok dan jenis.

{3] Belanja Desa sebagaimana dimaksod pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4] Pembisyaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dildasifikasikan
menurul kelompok dan jenis.

Bagian Hesatu
Pendapatan

Pasal 9

[1) Pendapatsn Desa sebagaimana dimaksud dalam Pagal B syat (1) hurufa,
meliputi semua penerimaan wang melalui rekening desa yang merupakan
halk desa dalam 1 (sstu) tahin anggaran yang tidak perla dibayar kembali
oleh desa.

{2} Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 8 ayat [ 1}, terdini
atas kelompok:

i Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b, Transfer; dan
t. Pendapatan Lain-Lain,

{3 Kelampok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas

jenis:

8, Hasil usaha;
b. Hasil aset;
¢. Swadaya, partisipasi dan Goteng royong; dan
i Lain-lain pendapatan asli desa.
{4] Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3] hurul a antara lain
hasil Bumdes, taneh kas desa,

{5] Hasil aset sebagaimana dimaksud pada-ayat (3] huraf b antara lain
tambatan perahy, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6] Swadays, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimakeud padn ayat
{3] huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendirl yang melibatkan
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prran serta masvarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

[7) Lain-lain pendapatan asll desa sebagatmana dimaksud pada ayat (3) hurof
d antara lain hasil pungutan desa,

Pasal 10

(1} Kelemnpok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {Z) huruf b,

terdiri aias jenis:

g Dana Desa;

b. Begian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Hota dan Retribusi Daerah;
. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bentuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bentuan Keuangan APBD Kabupaten /Kote

(2] Banfuan Kevangan dar APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kotz sebagaimang
dimaksud pada avat (1] huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus,

(3] Bantuan Keusngan bersifat khusus schagaimana dimaksid pada ayat {2)
dikelola dalam APBDesa tetapl tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (mujuh publsh persecatus) dan paling banvak
30% |tga puluh perseratis).

(4] Kelompok pendapatan lain-lain schagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf
¢, terdiri atez jenis:

& Hibah dan Sumbangan dari pthak ketiga yang tidak mengikat; dan
b, Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

{1] Hibah dan sumbangan dar pihak ketiga yang tHdak mengikat ssbagaimana
dirnaksud dalam Pasal 10 ayat {2] huruf a adalah pemberian berupa uang
dari pihal ke tiga.

(2] Lain-lain pendapatan Diesa yang sah sebagaimana dimalesud dzlam Pasal
10 ayat (2} huref b, antara lain pendapatan sebagal hastl kerjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa,

Bagian Kedua
Belanja Desa
Pazal 12

(1] Belanfa desa sebagaimana dimaeksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurul b,
meliputi semua pengeluaran dart rekening desa yang merupalean kewajiban
desa dalam 1 {satu] tahun angparan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.

[} Belanja desa sebagaimana dimaksnd pada ayat (1| dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa,

Pasal 13

{1} Klmsifikasi Belanja Desa sebagaimane dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
huraf b, terdiv atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanasn Pembangunan Desa;
¢ Pembinasn Kemasyaralatan Desa;
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d, Pemberdayaan Masyasalkat Desa; dan
g, Belanja Tak Terduga,

17) Kelompak belanja schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagl dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan delam
REPDesa.

(3] Kegiatan schagaimans dimaksud pada ayat {2 terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
r. Modal

Pasal 14

[1) Jenis helanja pegawsi sehagaimana dimaksud dalam Fasal 13 ayat [3} haruf

a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa dan Ferangkat Desa serta tunjangan BPD.
{2} Belanja Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1] diznggarkan dalam
kelampolk Penyelenggaraan Femerintahan Desa, kegiatan pemnbayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.
Belanjs pegswal sebagrimana dimaksud pada ayat {2) pelaksansannya
dibayarkan setiap bulan.

&

Pasal 15

{1} Belanja Barang dan Jasa sebagaimans dimaksud dalam P asal 13 ayat [3)

huruf b digurakan untul pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
pilai manfaatnya karang dari 12 {dua belas) bulan,

[3} Betanja barang/iasa schagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat fulis kantor; '

benda pos;

. bahan fmaterial;

pemeliharaan;

. cetak/pengpandaan;

sewa kantor desa;

sewa petlenghkapan dan peralatan Kantor;

makanan dan minuman rapat;

pakaian dinag dan atributnya;

perjalanan dinas;

. upah kerja;

honerarium narasumber, ahli;

. operastonal Femerintah Desa;

. operastonal BFD;

. ingentil Buloun Tetangga /Rukun Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompek masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat

ﬂ’H!"*":'"-"P'@ ~oRn &

k3

(2] huruf o adalah bantuan vang uniuk operasional lembaga RT/RW dalam

rangka membanty pelaksanaan tuges pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, Ketentraman den ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa

{4} Pemberian barang pada masvarakat/kelompok masyarakat  sebagaimana
dimaksyud pada ayat (2) hurul p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
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keglatan.
Pazal 16

11} Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat [3] hurui ¢,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian /pengadaan barang
atzu Bangunan yang nilal manfaatnya lebih dari 12 {dua belas) bulan.

{2} Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayar (1] digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

(1} Dalam keadasn darucat dan/atay Kesdaan Lugr Biasa [KLB), pemerintah
Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarantiya.

{2) Meadaan darurat danfatan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
merupakan keadaan yang sifatnya tidal: biasa atau tdak diharaphkan
herulang danfatay mendesak.

{3) Keadaan darurat sebagaimana dimalsud ayat {1) yaitu antars lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kenisekan sarana dan praserand.

[4] Keadaan huar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB /wabsh,
[5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3| ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/walikota,

{6] Kegiatan dalam keedean darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1} Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1] huruf ¢
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangiutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

{2 Pembiayaan Desa sebagaimana dimalesud pada-ayat ( 1} terdiri  atas
leelompale
g, Penerimasan Pemblayaan; dan
. Pengeluaran Pembiayaan,

(3| Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (2] hurufa ,
mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan ;
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan,

(4) BiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat [ljhurufa  antara lain

pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja | penghematan
' belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

{5] SilPA sebagarmuna dimaksud pada ayat (4 rrefupakan penerimaan
pemibiayaan yang digunakan untuk:
3, menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari

pada realisasi belanja;

b mendanal pelaksanaan keglatan lanjutan; dan
b mendana kewaiiban lainnys yang sampai dengan akhir tahun anggaran
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belum dizelesaiksn,

{8] Pencairan dana cadanpen sebagaimana dimaksud  padaayat (3) hurufb
digunakan untuk menganggerkan pencairan dana cadangan dari rekening
dana cadangan ke relkeening kas Desa dalam tehun anggaran berlcenaan.

{7] Hasli penjualan kekayean desa yang dipisahkan sebagaimana  dimaksud
padagyat (3] hurufl ¢ digunakan untule ~ menganggarken hasil penjualan
kekayaan desa vang dipisahlcan,

Pasgal 19

{1} Pengeluaran Pembiayaan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 18- ayat (2]
huruf b, terdirl dari ;

i. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b, Penyertaan Modal Desa,

{2] Pemerintal Desa dspat membenmk dana cadangan sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak depat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam sate tahun
anggaran,

{3] Pembentukan dana cadangen schagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditetaplan dengan peraturan desa.

(4] Peraturan desa sehagaimana dimaksud pada ayat (3} paling sadildt
memuat;

& penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

h. program dzn kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

¢, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

[5) Pembentuban dana cadangan sebagaimana dimelesud padaayat (2) dapat
bersumber dart penyisihan atas penerimaan Desa, kecaali dari penenimaan
yang petggunaannya telzh ditentukan secara khusus  berdasarkan
peraturan perundeng-undangan.

(6] Pembentukan dana crdangan sebageimana dimaksud padn ayat (1)
hurafa ditempatican pada rekening tersendirt.

7} Penganggaran danacadangan tidak melebihi tzhun akhir masa jabatan
Kepala Desa.

BaB Y
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanasn

Pasal 20

{1} Bekretaris Desa memyusun Fancengan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan REPDesa tahun berkenaan.

{2) Selretarls Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

216


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2 10=

(3 Rancangan peraluran Desa tentang APBDesa schagaimana dimaksud pada
ayat |2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan discpakath bersama.
{4] Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa discpakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] paling lambat bulan Obktober tahun |
berjalan.

Pagal 21 E i

{1} Rencangan Peratiran Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati/ Walikets melalui camat atau sebutan lain paling.
lambat 3 {tiga) harl sefak disepakat untuk dievaluasi.

{2} Bupati/Walikote me netapkan hasile  valuasi Rancangan APBDesa

sebagrimana dimaksud pada avat (1) paling lama 20 {dua puluh) har kerja
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang AFBDesa.

(3] Dalam bal Bupad, Walikots tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas .
waktn sehagaimana dimalsud pada ayal (2) Peraturan Desa terscbut ||
berlaku dengan sendirinya. |

{4) Dalamn ha! Bupat/Waliketa menyatakan hasil evaluasi Ra ACangan |
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesual dengan kepentingan umum
dan perameren perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
melakukan penyempurnasn paling lama 7 (tujuh] hard kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi,

Pasal 22

{11 Apabila hasil evaluasi tidek ditindaklanfuti oleh Kepala Desa  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4]  dan Kepala Desa tetap menetapikan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa .
Bupati/Wallketa membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan
Bupati/Walileota,

(2} Pembatalan Peraturan Desa schagaimana dimaksud pada ayat (1] sshaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

{1} Dalam he! Pembataian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] Kepaln Desa

hanya dapat melakoskan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan Femerintah Desa,

{4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Faling lama 7
{tutjuaty) hari keria setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa
dimaksud,

Pasal 23

(1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain,

(2} Camat menctapkan hasil evaluast Rancangan APBDesa sehagaimana
dimalksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluk} karl keria sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBLesa,

i3] Dalam hal Camat tidalk memberikan hasil evaluasi dalam batas waltu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] Peraturan Desa tersebut berlalu
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[

denpan sendirinya.

(4} Dralam hal Camat menyatakan hasi] evaluest Ra neangan Peraturan Desa
tentang APBOesa Hdak sesusi dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggl, Kepala Desa melalolan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) harl kerja terhitung sej
diterimanya hasil evaluasi, i

{5 Apabila hastl evaluasi tidak ditindaklanjuti olch Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayat (4] dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturen Desa, Camiit
menyampaikan usilan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupati/ Walikota,

Ketentuan lehih lanjut mengensi pendelegasian evaluas Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDeas kepada Camat diatur dalam Peraturan
Bupati/ Walikota,

1}

Bagian Keduz
Pelaksanaan

Pazal 24

(1) Semua penerimsan dan pengeluaran desa dalam rangla pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanen perbanlean di wilayahnya
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Rota,

{3) Semue penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksod pada ayat
{1} harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,

Pasal 25

{1} Pemerinteh desa difarang melakulan pungutan  sebagal penerimaan desa
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(2] Bendahara dapat menyimpen uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa,

{¥) Pengaturan jumlah wang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada
ayat [ ditetaplan dalam Peraturan Bupatl/Wallkota,

Fasal 26

(1) Pengeluaran desa yeng mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rantangan peraturan desa téntnng APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan desa.

{23 Pengeluaran dese sebagaimana dimaksud pada ayat [2) ddak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran
yang ditetaphan dalam peraturan kepala desa.

{1) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahlan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

{1} Pelaksana Kegiatan mengajukan pendansan untuk melaksanakan kegiatan
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harus disertai dengan doloumen antera lain Rencina Anggaran Biaya.

i) Rencana Anggaran Biaya schagaimana dimelsud pada ayat (1) di verifikasi
eleh Sekretans Desa dan di eahlan olch Kepala Desa

(3} Pelaksana Kegiatan bertanggpungiawab terbadap tndakan pengelusran
yang menyebablan atas beban anggaran belanjs kegiatan dengan
mempergunakan bulii pembanty kas kegiatan sebagal
perlanggungiawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

{1} Berdasarlin rencana anggaran blaya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
27 ayat | 1} pelaksans kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
({5PP| kepada Kepala Desa,

(2] Surat Permintaan Pembayaran [SFP) schagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidakt boleh dilebukan sehefum barang dan atau jasa ditenima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebapaimana dimaksnd dalam Pasal 38 ayat (1) terdidi atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPF);

b. Permyataan tangsungiawah belanjs; dan

¢ Lampieas bukt transaks]

Pasal 30

[1} Dalam pengajuan pelaksanasn pembayaran sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untule
& meneliti kelengkapan permintaan pembavaran di ajukan oleh pelaksana
kegiatan;
b, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang
tercantum dalam permintaan pertbayaran;
¢, menguji ketersedian dana untuk kemiatan dimabsud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran cleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan,
{2| Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sebretards Desa sebagaimana
dimalrsud pada ayat {1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran
dan bendahara melakukan pembayaran.

{3] Pembayaran yang telah dilakukan scbagaimana pada ayat (2] selanjutnya
bendahara melalukan pencatatan pengeliaran,

Pasal 31

Bendahara desa sebagal wafib pungut pajak penghasilan [PPh) dan pajak
lainnya, waiib menyetorken selumh penerimean potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

Fengadaan barsngdan/atau  jasa di Desa distur dengan peraturan
bupati femlikota dengan berpedoman pads  ketentuen p eraturan perundang-
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undangan.
Pasal 33

{1] Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi;

a, headaan yang menyebablean harus dilabukan pergeseran antar jenis
belanja;

b. keadaan yang menyebablan sisa lebih perhitungan anggaran [SilPA]
tahun sebelumnya haras digunakan dalam tahun berjalan;

e. terjadi penambahan danatay pengurangan dalam pendapatan desa
pada tahun berjalan; danfatan

d. terjadi peristiwa khusus, sepert bencana alam, krisis politik, krisis
chonomi, dan /atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Dasrah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 [satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran,

Tata cara pengajuan perubahan APBDess adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDesa.

2

i3

Pasal 34

{1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD  Provinsi dan AFBD
Kabupaten /Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga vang tidak mengikat
ke desa disalurkan setelah  ditetapkannya  Peraturan Desa tentang

Parubahan APB Desa |, perubakan diatur dengan Peramuran Kepala Desa
tentang perubahan APBDesa.

(2} Perubahan APBDesa sebagaimana dimalesud pada ayat (1)  diinformasilan
kepada BPD.

Bagian Ketiga

Fenatausahaan
Pasal 35

{1} Penatausahaan dilalogkan oleh Bendahara Desa.

{2} Bendahara Desa wajib mefakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tatup buku setiap aldhir bulan secara
tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungiawabkan wang melalui laporan
pertanggungawaban,

{4) Laparan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tan
10 butan berikutnya. :

Pasal 36

Penataulsahaan penerimaan dan pengeluaran  sebagaimana dimalosod dalam
Pasal 35 ayat (2), mengpunakan:

a. buky kas umum;

b, buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. uku Bank.
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Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

(1] Kepala Desa menysmpaikan laporan realisasi pelakeanaan APBDesa
kepada Bupati / Walikota berupa:
2 leporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

{2} Laporan semester perlama sebagaimana dimalkstd pada ayat {1} huruf a
berupa laporan realizasi AFBDeza.

|3) Laporan realisas: pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

4] Lagnran eeimester akhir tabun sebagaimana dimaksyd pada ayat {1) hurul

' b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berilutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungawaban

Pasal 38

it} Kepala Daga menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

anggaran.
(2] Laporan pertangrungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa eebagaimana
dimaksud pada apat (1), terdici dari pendapatan, belanjs, dan pembiapsan.
@) Laparan pertanggungjawaban realisast pelaksanaan APBDesa sehegaimana
dimaksud pada ayat |2) ditetapkan dengan Peraturan Dess,
(4] Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APEDess sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilampiri:
s format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaktsanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan
¢, format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke dess.

Pasal 39

Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksansan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (1} merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pasal 40

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan
APBDiesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 dan 3 8 diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan medis informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat.

{2} Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informast lainnya.
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Pasal 41

(1] Laporan realisasi dan laporan pertanggunganwaban realisasi p:{ah.ama::
APBDesa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 § ayat (1) disampatian
kepada Bupati/ Walikota melaiui camat atau sebutan lain.

|2 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimasa
dimalsud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 [sam) bulan sxelah
glehir tahun anggaran berkenaan,

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Buku Pembanmy kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran s
Pernyataan Tanggungiawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan AFSDesa
pada semester pertami dan semester akhir tahun serta Laperan
Pertangsungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimsksud
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3], Pasal 29 huraf a dan araf, Pessl
57 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagien tdak
terpisahlan dar Peraturan Menter,

Pazal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diamr dalaxm
Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pagal 44

(17 Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawas  pembesian dan
peoyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten/Hota kepada Desa.

(2] Pemerintah Kabupaten [Kota wajib membina dan mengawsasi pelaksenaan
pengelolaan kewangen desa.

Pasal 45

Pada st Persturan Menterd ind mulai berladu, Peramuran Menteri Dalam Neged
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut
dan dinyatalkan tidak berlaka,

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pensundangan Peratucan
Menter ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia

222


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 6.18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

oA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHIO KUMOLG

Digndangkan d: Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSLA
REPUBLIK INDONESIA,

ihd
YARONNA H. LACLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2003,

Salindn sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRD HUKUM,

NP 190G 03 08 198000 1 XL,

Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun

Anggaran 2017

223


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

DANA DESA

DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Menimbang

Mengingat

JEMBER,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Dana Desa di

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

224

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4599);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
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14.

15.

16.

17.

18.

i 8

20.

21.

U

23.

24.

ZS}

26.

27.

28.

29.

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pelatihan Masyarakat;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
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Menetapkan :

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

S

38.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor. 22 tahun 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017
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(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor
15);

Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor
25);

Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor

33).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN

JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

nall

Pemerintah adalah pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta
perangkat Kabupaten sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah.

Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten Jember.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten
Jember.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan BPD dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

8.

10.

11.

12.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa  yang
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Aparat Penegak Hukum adalah instansi yang
diberikan kewenangan oleh Undang undang
untuk melaksanakan proses peradilan mulai
dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan
penuntutan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah
keseluruhan  kegiatan yang  meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang
selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
yang selanjutnya disebut APBDesa adalah
Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kelompok transfer adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama
lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD
adalah unsur perangkat teknis desa yang
membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Sekretaris Desa adalah bertindak selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana
teknis kegiatan dengan bidangnya.
Bendahara adalah unsur staf sekretariat
desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan untuk menatausahakan keuangan
desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan
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23.

24.

25.

26.

2

28.

29.

30.

31.

32.

digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal
dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke
APBDesa melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang
dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening
kas desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih
antara pendapatan desa dengan belanja
desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang
antara pedapatan desa dengan belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang
selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan
perundangundangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUMDes, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang
selanjutnya disebut BUMDes Bersama
adalah BUMDes yang dibentuk dalam rangka
kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha
antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua)
Desa atau lebih.

Perangkat Daerah adalah Organisasi unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
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secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas: a.

transparan;
b. akuntabel,;
c. partisipatif; dan

d.

tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

a.

Keadilan, dengan mengutamakan hak dan

kepentingan seluruh warga desa tanpa
membedabedakan;
kebutuhan  prioritas, dengan mendahulukan

kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
kewenangan desa, dengan mengutamakan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa;

partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan
kreatifitas masyarakat;

swakelola dan Dberbasis sumber daya desa
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan
pendayagunaan sumberdaya alam desa,
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan
warga desa dan kearifan lokal; dan

tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan
dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas,
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan
desa.

BAB V

PENDAMPINGAN DAN PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pendampingan Desa di Tingkat Kabupaten

Pasal 6
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(1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam
rangka memberdayakan masyarakat Desa
melakukan pendampingan secara berjenjang sesuai
dengan kebutuhan.

(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah kabupaten terkait dan dapat
dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak
ketiga.

(3) Camat melakukan koordinasi pendampingan
masyarakat Desa di wilayahnya.

(4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertugas untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa.

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Bupati menetapkan TKK guna penyusunan formulasi
kebijakan dan pengendalian Bantuan Keuangan Desa
termasuk Dana Desa yang beranggotakan Perangkat
Daerah terkait dan diketuai oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten.

TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Bupati.

Tugas TKK adalah:
a. melakukan koordinasi antar instansi;

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan program di
tingkat Kabupaten,;

c. merumuskan pedoman pelaksanaan
kegiatan
Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;

d. menugaskan staf yang ditunjuk untuk melaksanakan
sosialisasi/ diseminasi serta monitoring pelaksanaan

Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;

e. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, dimulai dari
tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan pasca pelaksanaan;.

f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian
program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
sasaran;

melaksanakan tugas operasional dengan membentuk tim

monitoring keuangan desa termasuk Dana Desa
difasilitasi oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;

mengambil kebijakan dalam rangka penanganan

permasalahan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa
termasuk Dana Desa di tingkat Kabupaten; dan
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i. menghimpun dan mengumpulkan data hasil kegiatan
sebagai bahan pengambilan keputusan dan rencana
pembinaan yang berkesinambungan.

(4) Dalam rangka Pelaksanaan tugas TKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TKK melakukan koordinasi
dengan pendamping profesional di tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah kabupaten, dan lembaga
nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa
wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa
termasuk Dana Desa, Kepala Desa menetapkan
Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintah
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

(2) Pelaksana kegiatan di tingkat Desa dibentuk berdasarkan
masing-masing bidang dengan susunan
sekurangkurangnya meliputi:

a. Ketua berasal dari unsur PTPKD yang membidangi
pelaksanaan pembangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat;
b. Sekretaris berasal dari unsur
Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LPMD);
c. Bendahara berasal dari unsur LKD; dan
d. Anggota pelaksana berasal dari unsur LKD dan/atau
Perangkat Desa unsur kewilayahan di lokasi
kegiatan sebanyak 4 (empat) orang.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikut sertakan perempuan dan dapat melibatkan
penyandang disabilitas.

(4) Dalam  pelaksanaan tugas, pelaksana kegiatan
melakukan koordinasi dengan pendamping profesional
tingkat desa dan/atau tingkat kecamatan.

(5) Proses pengadaan barang/jasa mengikuti mekanisme
yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
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Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah dilakukan
melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2)

(1)

(2)

(1)

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

a.

b.

tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per
seratus); dan

tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
per seratus).

Pasal 12

Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten
dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan:

tahap I, setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

a.

tahun anggaran sebelumnya,;

penggunaan Dana Desa Tahap I;
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. tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana

dimaksud pada huruf b, menunjukkan paling kurang Dana
Desa Tahap I telah digunakan sebesar 60% (enam puluh per

seratus).

Pasal 13

Mekanisme pencairan Dana Desa dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran
Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat selaku
koordinator TFK dengan mencukupi kelengkapan
berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini;

. camat beserta staf Kecamatan yang ditunjuk selaku

TFK  berkewajiban memverifikasi kelengkapan,
keabsahan dan kesesuaian realisasi kegiatan di
lapangan;

. dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud

pada huruf b Camat selaku koordinator TFK meminta
pendamping profesional di tingkat Kecamatan
dan/atau Desa untuk melakukan evaluasi

pelaksanaan Dana Desa di Desa bersangkutan;
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(2)

(1)

(2)

(3)

d. standar evaluasi sebagaimana dimaksud huruf c,
diatur tersendiri melalui pendamping profesional
tingkat Kabupaten,;

e. dalam hal terjadi kekosongan pendamping profesional
sebagaimana dimaksud pada huruf c, evaluasi
dilakukan oleh pendamping profesional tingkat
Kabupaten;

f. apabila dalam pengajuan dari Kepala Desa dimaksud,
ternyata terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, maka Camat selaku
koordinator TFK wajib mengembalikan berkas
pengajuan kepada Kepala Desa;

g. bentuk hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf f, berupa nota verifikasi yang ditandatangani
Camat selaku koordinator TFK dan Kepala Seksi
Pemerintahan selaku Fasilitator
manajemen/administrasi mewakili anggota TFK;
Camat selaku koordinator TFK menyampaikan hasil
verifikasi berkas pengajuan kepada Bupati Cq. Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember, untuk direkap dalam rangka pengendalian
serapan anggaran berdasarkan data pengajuan
permohonan pencairan desa se-Kabupaten Jember
untuk selanjutnya diterbitkan surat pengantar
kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan
Keuangan

Daerah (PPKD)

h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah
ke rekening Kas Pemerintah Desa; dan

i. desa merealisasikan pencairan Dana Desa di bank
yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Camat.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Format 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 14

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan
Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
dibantu oleh PTPKD.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur Perangkat Desa,terdiri dari:

a. Sekretaris Desa selaku koordinator;
b. Kepala Seksi selaku anggota; dan
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c. Bendahara Desa selaku anggota.

(4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢, mempunyai tugas untuk menerima, memungut,
menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
serta pengeluaran keuangan Desa termasuk Dana Desa
dilengkapi dengan bukti pendukung yang asli dan sah.

(3) Bukti pendukung asli dan sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disimpan di kantor Desa.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Prioritas

Pasal 15

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib dipublikasikan kepada masyarakat
oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang
dapat diakses masyarakat Desa.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat desa setempat.

Pasal 16

(1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.

(2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa.

Pasal 17

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa disertai softcopy kepada Bupati
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten.

(2) Laporan penetapan prioritas pengunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan format yang tercantum dalam lampiran III Format
2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 18

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa
yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia

serta

penanggulangan kemiskinan dengan prioritas

penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi
antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:

1.
2.
3.

4.

lingkungan pemukiman;
transportasi;

energi ; dan

informasi dan komunikasi;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan 2. pendidikan dan
kebudayaan.
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemerilharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1.

2.

usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan
pangan;

usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan
pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi
aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi
aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemerilharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 4. pelestarian
lingkungan hidup.
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.
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Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan
sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa;
pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
pengembangan sistem informasi Desa;

o o0 o

dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar

di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat

marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam serta penanganan kejadian
luar biasa lainnya;

h. dukungan biaya pendirian, pengurusan dan

pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola

oleh

BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;

j- pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama
Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa
dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan bersifat lintas bidang.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terutama bidang kegiatan antara lain:

a. pengembangan produk unggulan desa dan produk
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(3)

(1)

(2)

unggulan kawasan pedesaan;
b. BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
c. embung Desa; dan
d. sarana olahraga desa.
Urusan dan bentuk kegiatan yang diprioritaskan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahunan kepada Bupati.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
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a. tahap [ paling lama minggu kedua bulan Juli tahun

anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling

lama Januari tahun anggaran berikutnya

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 01 Maret
2017
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BUPATI JEMBER,
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